
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelengaraan 

Penataan Ruang dan Pasal 36 Peraturan Daerah Kabupaten 

Konawe Kepulaun Nomor 2 Tahun 2021, Pemerintah Daerah 

berwenang menyusun peraturan tentang Rencana Detail Tata 

Ruang; 

b. bahwa sesuai surat rekomendasi dari Kementrian Agraria dan 

Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Direktorat Jenderal 

Tata Ruang Nomor PB.01/129-200/I/2024, Tanggal 10 

Januari 2024 Perihal Persetujuan Substansi Rancangan 

Peraturan Bupati Konawe Kepulauan tentang Rencana Detail 
Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Langara maka perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata 

Ruang Kawasan Perkotaan Langara; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan 

Perkotaan Langara; 
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan 

Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

Mengingat: 

54 ayat (1) Peraturan a. bahwa sesuai ketentuan Pasal Menimbang: 

BUPATI KONAWE KEPULAUAN, 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN 

NOMOR ~ TAHUN 2024 

TENT ANG 

RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN LANGARA 

BUPATI KONA WE KEPULAUAN 

PROVINS! SULAWESI TENGGARA 



sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6042); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6633); 

7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 

2014 ten tang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi 

Tenggara Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi 

Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan 

Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2); 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 

6856); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 ten tang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) 

5415); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang­ 

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6856); 

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
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Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Kepulauan. 

2. Bupati adalah Bupati Konawe Kepulauan. 

3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang 

memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik 

Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang 

dipimpin oleh camat. 

6. Desa adalah desa clan desa adat atau yang disebut dengan 

nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan 

masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang 
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 

pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 

prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ a tau hak tradisional 

yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG 

KAWASAN PERKOTAAN LANGARA. 

Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 

Konawe Kepulauan Tahun 2021 - 2041 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021 Nomor 2, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan 

Nomor 58); 
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7. Ruang adalah wadah yang terdiri atas ruang darat, ruang laut 

dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu 

kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, 

melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan 

hidupnya. 

8. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang. 

9. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman 

dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi 

sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang 

secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. 

10. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu 

wilayah yang terdiri atas peruntukan ruang untuk fungsi 

lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya. 

11. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah 

hasil Perencanaan Tata Ruang. 

12. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses Perencanaan Tata 

Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan 

Ruang. 

13. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan 

Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan RTR melalui 

penyusunan dan pelaksanaan program beserta 

pembiayaannya. 

14. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk 

mewujudkan tertib Tata Ruang. 

15. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR 

adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah 

kabupaten yang dilengkapi dengan PZ kabupaten. 

16. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah 

bagian dari kabupaten dan/ atau Kawasan Strategis 

kabupaten yang akan atau perlu disusun RDTRnya, sesuai 

arahan atau yang ditetapkan didalam RTRW Kabupaten yang 

bersangkutan. 
17. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP 

adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan 

terdiri atas beberapa Blok. 

18. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan 

karakteristik spesifik. 
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19. Sub-Zona adalah suatu bagian dari Zona yang merniliki fungsi 

dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari 

fungsi dan karakteristik pada Zona yang bersangkutan. 

20. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang­ 

kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, 

sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan 

ekstra tinggi dan pantai, atau yang belum nyata seperti 

rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain 

yang sejenis sesuai dengan rencana kota. 

21. Zona Lindung adalah zona yang ditetapkan dengan fungsi 

utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang 

mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai 

sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan 

berkelanjutan. 

22. Zona Budi Daya adalah zona yang ditetapkan dengan fungsi 

utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi 

sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya 

buatan. 

23. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah 

area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang 

penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh 

tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang 

sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi 

ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika. 

24. Peraturan Zonasi yang selanjutnya disingkat PZ adalah 

ketentuan yang mengatur tentang persyaratan Pemanfaatan 

Ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk 

setiap Blok/Zona peruntukan yang penetapan Zonanya dalam 

RDTR. 

25. Teknik Pengaturan Zonasi adalah aturan yang disediakan 

untuk mengatasi kekakuan aturan dasar di dalam 

pelaksanaan pembangunan. 
26. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya 

disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan 

Pemanfaatan Ruang dengan RTR. 

27. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pernanfaatan Ruang yang 

selanjutnya disingkat KKKPR adalah dokumen yang 

- 5 - 



Pasal 3 

(1) Delineasi WP Kawasan Perkotaan Langara ditetapkan sebagai 

WP I berdasarkan aspek fungsional dan administrasi dengan 

luas 2.845,27 (dua ribu delapan ratus empat puluh lirna koma 

dua tujuh) hektare. 

(2) Batas WP sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi: 

a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Tanjung Batu; 

Bagian Kedua 

Ruang Lingkup WP 

Pasal 2 

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi: 

a. tujuan penataan WP; 

b. rencana Struktur Ruang; 

c. rencana Pola Ruang; 

d. ketentuan Pemanfaatan Ruang; 

e. PZ;dan 

f. kelembagaan. 

Bagian Kesatu 

Ruang Lingkup Peraturan Bupati 

BAB II 

RUANG LINGKUP 

menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan 

Ruang dengan RDTR. 

28. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan 

daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan 

dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang. 

29. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang 

termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/ atau 

pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam 

penyelenggaraan penataan ruang. 
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b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Wawolaa; 

c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Bukit Permai dan 

Desa Pasir Putih; dan 

d. sebelah barat berbatasan dengan Laut Banda. 

(3) Delineasi WP sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi: 

a. sebagian Desa Bukit Permai di Kecamatan Wawonii Barat; 

b. sebagian Desa Kawa-Kawali di Kecamatan Wawonii Barat; 

c. seluruh Desa Lamoluo di Kecamatan Wawonii Barat; 

d. seluruh Desa Langara Indah di Kecamatan Wawonii Barat; 

e. seluruh Desa Langara Iwawo di Kecamatan Wawonii Barat; 

f. sebagian Desa Langara Tanjung Batu di Kecamatan 

Wawonii Barat; 

g. seluruh Desa Langaro Bajo di Kecamatan Wawonii Barat; 

h. sebagian Desa Langkowala di Kecamatan Wawonii Barat; 

1. seluruh Desa Lanowatu di Kecamatan Wawonii Barat; 

J. seluruh Desa Lantula di Kecamatan Wawonii Barat; 

k. sebagian Desa Mata Baho di Kecamatan Wawonii Barat; 

1. seluruh Desa Mata Langara di Kecamatan Wawonii Barat; 

m. sebagian Desa Pasir Putih di Kecamatan Wawonii Barat; 

n. sebagian Desa Wawobili di Kecamatan Wawonii Barat; 

o. sebagian Desa Wawolaa di Kecamatan Wawonii Barat; dan 

p. seluruh Kelurahan Langara Laut di Kecamatan Wawonii 

Barat. 

(4) Delineasi WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi 

menjadi 5 (lima) SWP terdiri atas: 

a. SWP I.A mencakup sebagian Desa Bukit Permai, sebagian 

Desa Lamoluo, dan sebagian Desa Pasir Putih terdiri atas 

Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4; 

b. SWP I.B mencakup sebagian Desa Bukit Permai, sebagian 

Desa Lamoluo, sebagian Desa Langara Indah, sebagian 

Desa Langara Iwawo, sebagian Desa Langkowala, seluruh 

Desa Lanowatu, sebagian Desa Lantula, sebagian Desa 

Mata Langara, sebagian Desa Pasir Putih, dan sebagian 

Kelurahan Langara Laut terdiri atas Blok I.B.1, Blok I.B.2, 

dan Blok I.B.3; 

c. SWP I. C mencakup sebagian Desa Langara Indah, 

sebagian Desa Langara Tanjung Batu, sebagian Desa 
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Pasal 4 

Tujuan penataan WP Kawasan Perkotaan Langara sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 huruf a bertujuan untuk mewujudkan 

Kawasan Perkotaan Langara sebagai pusat pemerintahan dan 

pelayanan perekonomian berbasis potensi lokal yang maju, mandiri 

dan sejahtera berlandaskan keserasian lingkungan dan kearifan lokal 
melalui penguatan fungsi kawasan serta penataan ruang yang 

berkelanjutan. 

BAB III 

TUJUAN PENATAAN WILAYAH PERENCANAAN 

Langaro Bajo, sebagian Desa Langkowala, sebagian Desa 

Lantula, dan sebagian Kelurahan Langara Laut terdiri atas 

Blok l.C. l dan Blok I.C.2; 

d. SWP I.D mencakup sebagian Desa Bukit Permai, sebagian 

Desa Kawa-Kawali, sebagian Desa Lamoluo, sebagian Desa 

Langkowala, sebagian Desa Lantula, dan sebagian Desa 

Mata Baho terdiri atas Blok I.D.1 dan Blok I.D.2; dan 

e. SWP LE mencakup sebagian Desa Kawa-Kawali, sebagian 

Desa Wawobili, dan sebagian Desa Wawolaa terdiri atas 

Blok I.E.1 dan Blok I.E.2. 

(5) Delineasi WP Kawasan Perkotaan Langara sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan 

tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 

1:5.000 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

(6) Pembagian SWP dan Blok pada WP Kawasan Perkotaan 

Langara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digambarkan 

dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian 

detail infonnasi skala 1 :5.000 tercantum dalam Lampiran II 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Bupati ini. 
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Pasal 6 

(1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a terdiri atas: 

a. pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan; 

b. sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan; dan 

c. pusat pelayanan lingkungan. 

(2) Pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1) huruf a yaitu pusat pelayanan 

kawasan perkotaan Langara terdapat di SWP LA pada Blok 

I.A.2. 

(3) Sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: 

a. sub pusat pelayanan Langara Iwawo terdapat di SWP I .B 

pada Blok LB. I; dan 

b. sub pusat pelayanan Kawa-Kawali terdapat di SWP LE 

pada Blok I.E. I. 

Bagian Kedua 

Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan 

Pasal 5 

(1) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

2 hurufb meliputi: 

a. rencana pengembangan pusat pelayanan; 

b. rencana jaringan transportasi; dan 

c. rencanajaringan prasarana. 

(2) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 

geometri, dan ketelitian detail infonnasi skala 1 :5.000 

tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Bagian Kesatu 

Um um 

BAB IV 

RENCANA STRUKTUR RUANG 
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(4) Pusat pelayanan lingkungan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf c berupa pusat lingkungan kelurahan/desa. 

(5) Pusat lingkungan kelurahan/ desa sebagaimana dimaksud 

pada ayat (4) meliputi: 

a. pusat lingkungan Bukit Pcrmai terdapat di SWP I.A pada 

Blok I.A.4; 

b. pusat lingkungan Lamoluo terdapat di SWP LB pada Blok 

I.B.2; 

c. pusat lingkungan Langaro Baja terdapat di SWP I.C pada 

Blok I.C.1; 

d. pusat lingkungan Langara Indah terdapat di SWP I.B pada 

Blok I.B.3; 

e. pusat lingkungan Langara Laut terdapat di SWP I.B pada 

Blok I.B.1; 

f. pusat lingkungan Langkowala terdapat di SWP I. C pada 

Blok LC.I; 

g. pusat lingkungan Lanowatu terdapat di SWP I .B pada Blok 

I.B.3; 

h. pusat lingkungan Lant.ula terdapat di SWP LB pada Blok 

I.B.3; 

i. pusat lingkungan Mata Baho terdapat di SWP LD pada 

Blok I.D.1; 

j. pusat lingkungan Mata Langara terdapat di SWP I.B pada 
Blok I.B.2; 

k. pusat lingkungan Pasir Putih terdapat di SWP I.A pada 

Blok I.A. l; 

1. pusat lingkungan Wawobili terdapat di SWP LE pada Blok 

LE.2; dan 

m. pusat lingkungan Wawolaa terdapat di SWP LE pada Blok 

I.E.2. 

(6) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan 

tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 

1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.A yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
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Pasal 8 

(1) Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) 

huruf a meliputi: 

a. jalan kolektor primer; 

b. jalan lokal primer; dan 

c. jalan lingkungan sekunder. 

(2) Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a meliputi: 

a. ruas Lamoluo - Mata Langara (SMA) melintas di SWP I.B; 
b. ruas Langara (Pelabuhan) - Mata Langara melintas di SWP 

LB dan SWP LC; 

c. ruas Pasir putih - Batumea melintas di SWP I.A; 

d. ruas Simpang Lamoluo - Pasir Putih melintas di SWP I.A 

dan SWP LB; 

Paragraf 1 

Jalan Umum 

Pasal 7 

(1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi: 

a. jalan umum; 

b. jalan menuju moda transportasi umum; 

c. terminal penumpang; 

d. terminal barang; 

e. jembatan; 

f. pelabuhan penyeberangan; 

g. pelabuhan pengumpul; dan 

h. pelabuhan perikanan. 

(2) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 

geometri, dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 

tercantum dalam Lampiran IILB yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Bagian Ketiga 

Rencana Jaringan Transportasi 
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Pasal 10 

(1) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 

ayat (1) huruf c berupa terminal penumpang tipe C. 
(2) Terminal penumpang tipe C sebagaimana dirnaksud pada ayat 

(1) yaitu Terminal Langara terdapat di SWP LB pada Blok 

I.B. l. 

Paragraf 3 

Terminal Penumpang 

Pasal 9 

Jalan menuju moda transportasi umum sebagaimana dirnaksud 

dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b melintas di SWP LB. 

Paragraf 2 

Jalan Menuju Moda Transportasi Umum 

e. ruas Sp.3 Batumea - Sp.4 Lamoluo melintas di SWP I.A; 

f. ruas Sp. 3 Langara (Rujab Bupati) - Pasir Putih (By Pass) 

melintas di SWP I.A dan SWP LB; 

g. ruas Sp.4 Lamoluo - Kompleks Perkantoran Pemda 

melintas di SWP I.A; 

h. ruas Sp.4 Lamoluo - Langara (Rujab Bupati) melintas di 

SWP I.A dan SWP LB; 

i. ruas Sp.4 Larnoluo - Pasir Putih melintas di SWP I.A; 

j. ruas Wawobili - Wawolaa melintas di SWP I.B, SWP LC, 

SWP I.D, dan SWP I.E; 

k. ruas Wawolaa - Mata Iwoi melintas di SWP I.E; dan 

1. ruas jalan kolektor primer melintas di SWP I.B. 

(3) Jalan lokal primer sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf 

b melintas di seluruh SWP. 

(4) Jalan lingkungan sekunder sebagaimana dirnaksud pada ayat 

(1) huruf c melintas di seluruh SWP. 
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Pasal 14 

Pelabuhan pengumpul sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 7 ayat 

(1} huruf g, yaitu Pelabuhan Langara di SWP I.B pada Blok I.B.1. 

Paragraf 7 

Pelabuhan Pengumpul 

Pasal 13 

( 1) Pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 7 ayat (1) huruf f berupa pelabuhan penyeberangan 

kelas II. 

(2) Pelabuhan penyeberangan kelas II sebagairnana dirnaksud 

pada ayat (1) yaitu Pelabuhan Langara terdapat di SWP I.B 

pada Blok I.B.1. 

Paragraf 6 

Pelabuhan Penyeberangan 

Pasal 12 

Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e 

terdapat di: 

a. SWP I.A pada seluruh Blok; 

b. SWP LB pada seluruh Blok; 

c. SWP LC pada Blok I.C. l; 

d. SWP I.D pada seluruh Blok; dan 

e. SWP I.E pada seluruh Blok. 

Paragraf 5 

Jembatan 

Pasal 11 

Terminal barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) 

huruf d yaitu Terminal Barang Langara terdapat di SWP LB pada 

Blok I.B. l. 

Paragraf 4 

Terminal Barang 
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Pasal 17 

(1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

16 huruf a meliputi: 

a. infrastruktur pembangkitan listrik dan sarana pendukung; 

Paragraf 2 

Rencana J aringan Energi 

Pasal 16 

Rencana jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 

ayat ( 1) huruf c meliputi: 

a. rencana jaringan energi; 

b. rencana jaringan telekomunikasi; 

c. rencana jaringan sumber daya air; 

d. rencana jaringan air min um; 

e. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan 

berbahaya dan beracun (B3); 

f. rencana jaringan persampahan; 

g. rencana jaringan drainase; dan 

h. rencana jaringan prasarana lainnya. 

Paragraf 1 

Umum 

Bagian Keempat 

Rencana J aringan Prasarana 

Pasal 15 

(1) Pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 

ayat (1) huruf h berupa pangkalan pendaratan ikan. 

(2) Pangkalan pendaratan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat 

( 1) yaitu Pangkalan Pendaratan Ikan Langara terdapat di SWP 

I.A pada Blok I.A. l. 

Paragraf 8 

Pelabuhan Perikanan 
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Pasal 18 

(1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 16 huruf b meliputi: 

Paragraf 3 

Rencana Jaringan Telekomunikasi 

b. jaringan distribusi tenaga listrik; dan 

c. gardu listrik. 

(2) Infrastruktur pembangkitan listrik dan sarana pendukung 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa 

Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD). 

(3) Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) yaitu PLTD Langara lwawo terdapat di 

SWP I.D pada Blok I.D. l. 

(4) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf b meliputi: 

a. saluran udara tegangan menengah (SUTM); dan 

b. saluran udara tegangan rendah (SUTR). 

(5) Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) huruf a melintas di SWP I.A, SWP LB, 

SWP I.D, dan SWP I.E. 

(6) Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) huruf b melintas di seluruh SWP. 

(7) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf c 

berupa gardu distribusi. 

(8) Gardu distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) 

terdapat di: 

a. SWP I.A pada Blok I.A. I, Blok I.A.2, dan Blok I.A.4; 

b. SWP LB pada seluruh Blok; 

c. SWP I.D pada Blok I.D.1; dan 

d. SWP LE pada seluruh Blok. 

(9) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri, 

dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam 

Lampiran III.C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini. 
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Pasal 19 

(1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud 

dalam. Pasal 16 huruf c berupa sistem pengendalian banjir. 

(2) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat 

( 1) yaitu jaringan pengendalian banjir. 

Paragraf 4 

Rencana J aringan Sumber Daya Air 

a. jaringan tetap; dan 

b. j aringan bergerak seluler. 

(2} Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

meliputi: 

a. jaringan serat optik; dan 

b. kotak pembagi. 

(3) Jaringan serat optik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf a melintas di seluruh SWP. 

(4) Kotak pembagi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, 

terdapat di: 

a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok l.A.2, dan Blok I.A.4; 

b. SWP LB pada seluruh Blok; 

c. SWP I. C pada seluruh Blok; 

d. SWP I.D pada Blok I.D.1; dan 

e. SWP LE pada seluruh Blok. 

(5) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat 

( 1) huruf b berupa menara base transceiver station (BTS). 

(6) Menara base transceiver station (BTS) sebagaimana dimaksud 

pada ayat (5) terdapat di: 
a. SWP I.A pada Blok I.A.2 dan Blok I.A.4; 

b. SWP l.B pada seluruh Blok; 

c. SWP I.C pada Blok I.C. l; dan 

d. SWP l.E pada Blok l.E.2. 

(7) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud 

pada ayat ( 1) digam.barkan dalam peta dengan tingkat 

ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 

1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.D yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
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Pasal20 

(1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 16 huruf d, yaitu jaringan perpipaan. 

(2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

meliputi: 

a. unit air baku; 

b. unit produksi; dan 

c. unit distribusi. 

(3) Unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa 

bangunan pengambil air baku. 

(4) Bangunan pengambil air baku sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) meliputi: 

a. sumber air Lanowatu terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.2; 

dan 

b. sumber air Mata Baho terdapat di SWP I.D pada Blok 

I.D.1. 

(5) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, 

meliputi: 

a. bangunan penampung air; dan 

b. jaringan transmisi air rninum. 

(6) Bangunan penampung air sebagaimana dimaksud pada ayat 
(5) huruf a meliputi: 

a. Reservoir Sumber Air Kandu - Kandunga terdapat di SWP 

I.A pada Blok I.A.4; 

b. Bak Langara Indah terdapat di SWP l.B pada Blok I.B.3; 

dan 

Paragraf 5 
Rencana Jaringan Air Minum 

(3) Jaringan pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) terdapat di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.E. 

(4) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat 

ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 

1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.E yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
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Pasal 21 

(1) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah 

bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 16 huruf e meliputi: 

a. sistem pengelolaan air limbah (SPAL) non domestik; 

b. sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat; dan 

c. sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya, dan beracun 

(B3). 

(2) Sistem pengelolaan air limbah (SPAL} non domestik 

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a meliputi 

infrastruktur sistem pengelolaan air limbah non domestik. 

(3) Infrastruktur sistem pengelolaan air limbah non domestik 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu IPAL Puskesmas 
Langara terdapat di SWP LE pada Blok I.E.1. 

Paragraf 6 

Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya 

dan Beracun (B3) 

c. Bak Lanowatu terdapat di SWP LB pada Blok I.B.3. 

(7) J aringan transmisi air min um se bagaimana dimaksud pada 

ayat (5) huruf b melintas di: 

a. SWP I.A; 

b. SWP I.B; dan 

c. SWP I.D. 

(8) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, 

berupa jaringan distribusi pembagi yang melintas di seluruh 

SWP. 

(9) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada 

ayat ( 1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 

geometri dan ketelitian detail infonnasi skala 1 :5.000 

tercantum dalam Lampiran III.F yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
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Pasal 22 

(1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 16 huruf f meliputi: 

a. tempat pengelolaan sampah reuse, reduce, recycle (TPS3R); 

b. tempat penampungan sementara (TPS); dan 

c. tempat pengolahan sampah terpadu (TPST). 

(2) Tempat pengelolaan sampah reuse, reduce, recycle (TPS3R) 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di: 
a. SWP I.A pada Blok I.A.4; dan 

b. SWP I.B pada Blok I.B. l. 

(3) Tempat penampungan sementara (TPS) sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di: 

a. SWP I.A pada seluruh Blok; 

Paragraf 7 

Rencana Jaringan Persampahan 

(4) Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi IPAL skala kawasan 

terten tu/ permukiman. 

(5) IPAL skala kawasan tertentu/permukiman sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) terdapat di: 

a. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.4; 

b. SWP LB pada seluruh Blok; 

c. SWP I.C pada seluruh Blok; 

d. SWP I.D pada Blok I.D. l; dan 

e. SWP I.E pada seluruh Blok. 

(6) Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) 

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf c yaitu SPL B3 

RSUD Kabupaten Konawe Kepulauan terdapat di SWP I.A 

pada Blok I.A. 2. 

(7) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah 

bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat 

ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 

1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.G yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
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(3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf b melintas di seluruh SWP. 

(4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf c melintas di seluruh SWP. 

(5) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri 
dan ketelitian detail informasi skala 1 :5.000 tercantum dalam 

a. SWP I.A; 

b. SWP I.B; 

c. SWP I.D; dan 

d. SWP I.E. 

Pasal 23 

(1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 16 huruf g meliputi: 

a. jaringan drainase primer; 

b. jaringan drainase sekunder; dan 

c. jaringan drainase tersier. 

(2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf a melintas di: 

Paragraf 8 

Rencana Jaringan Drainase 

b. SWP I.B pada seluruh Blok; 

c. SWP I. C pada seluruh Blok; 

d. SWP l.D pada Blok I.D.1; dan 

e. SWP LE pada seluruh Blok. 

(4) Tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1) huruf c terdapat di: 

a. SWP I.D pada Blok I.D.2; dan 

b. SWP I.E pada Blok I.E. l. 

(5) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 

geometri dan ketelitian detail informasi skala 1: 5. 000 

tercantum dalam Lampiran III.H yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
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I.B; 

c. ruas Lamoluo - Langara Iwawo melintas di SWP LB; 

d. ruas Lamoluo - Lanowatu melintas di SWP I.B; 

e. ruas Langara - Waworope melintas di SWP I.C; 

f. ruas Langara (Pelabuhan) - Langkowala (SMK Kesehatan) 

melintas di SWP LB dan SWP I.C; 

g. ruas Langara (Pelabuhan) - Mata Langara melintas di 

SWP LB dan SWP I. C; 

h. ruas Langara lndah - Tanjung Batu melintas di SWP I.C; 

1. ruas Langara Iwawo - Langara Iwawo melintas di SWP 

I.B; 

j. ruas Langara Iwawo - Mata Langara melintas di SWP I.B; 

k. ruas Langara Laut - Langara Bajo melintas di SWP I.C; 

1. ruas Langkowala - Tanjung Batu melintas di SWP LC; 
m. ruas Lantula - Langara Iwawo melintas di SWP LB; 

n. ruas Lantula - Matabaho melintas di SWP LB dan SWP 

I.D; 

o. ruas Lantula - PLN melintas di SWP I.C dan SWP LD; 

Pasal 24 

(1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 16 huruf h meliputi: 

a. jalur evakuasi bencana; 

b. tempat evakuasi; 

c. jalur sepeda; 

d. jaringan pejalan kaki; dan 

e. pengaman pantai. 

(2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a meliputi: 

a. ruas Lamoluo - Bukit Permai melintas di SWP I.A; 

b. ruas Lamoluo - Kantor Desa Lanowatu melintas di SWP 

Paragraf 9 

Rencana Jaringan Prasarana Lainnya 

Lampiran III.I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini. 
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p. ruas Mata Langara - Pasir Putih melintas di SWP I.Adan 

SWP LB; 

q. ruas Pasir putih - Batumea melintas di SWP I.A; 

r. ruas Perkantoran - Bukit Permai Dalam melintas di SWP 

I.A; 
s. ruas Simpang Larnoluo - Pasir Putih melintas di SWP I.A 

dan SWP LB; 

t. ruas Simpang Lamoluo - Perkantoran melintas di SWP 

I.A; 

u. ruas SMPN 2 - Pasir Putih melintas di SWP I.A; 

v. ruas SMPN 2 - Perkantoran melintas di SWP I.A; 

w. ruas Sp.3 Baturnea - Sp.4 Larnoluo melintas di SWP I.A; 

x. ruas Sp.3 Langara (Rujab Bupati) - Pasir Putih (By Pass) 

melintas di SWP I.Adan SWP I.B; 

y. ruas Sp.4 Lamoluo - Kompleks Perkantoran Pemda 

melintas di SWP I.A; 

z. ruas Sp.4 Larnoluo - Langara (Rujab Bupati) melintas di 

SWP I.A dan SWP l.B; 

re. ruas Sp.4 Lamoluo - Pasir Putih melintas di SWP I.A; 

0. ruas Sp.4 Lamoluo - Perkantoran melintas di SWP I.A 

dan SWP 1.B; 

a. ruas Wawobili - Wawolaa melintas di SWP I.B, SWP I.C, 

dan SWP LE; 

aa. ruas Wawolaa - Mata Iwoi melintas di SWP I.E; 

bb. ruas Wawolaa - Matabaho melintas di SWP I.E; dan 

cc. jalur evakuasi bencana melintas di seluruh SWP. 

(3) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

b meliputi: 

a. titik kumpul; 

b. tempat evakuasi sementara; dan 

c. tempat evakuasi akhir. 

(4} Titik kumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a 

meliputi: 

a. pasar sentral Langara di SWP I.B pada Blok I.B.1; 

b. pelabuhan Langara di SWP I.B pada Blok I.B. l; 

c. rencana taman RT di SWP I.C pada Blok I.C.1; 

d. taman kota Langara di SWP I.B pada Blok I.B.1; dan 
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e. ta.man kota Wawonii di SWP I.B pada Blok I.B.l. 

(5) Tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3) huruf b meliputi: 

a. rencana ta.man kelurahan di: 

1. SWP I.A pada Blok I.A.4; 

2. SWP I.B pada Blok I.B.3; dan 

3. SWP LE pada Blok I.E.2 

b. SMP 4 Wawonii Barat di SWP I.D pada Blok I.D. l. 

(6) Tempat evakuasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

huruf c meliputi rencana ta.man kecamatan di SWP LE pada 

Blok l.E.1. 

(7) Jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 

terdapat di: 

a. ruas Mata Langara - Pasir Putih melintas di SWP I.A.; 

b. ruas Pasir putih - Batumea melintas di SWP I.A; 

c. ruas Simpang Lamoluo - Pasir Putih melintas di SWP I.A 

dan SWP I.B; 

d. ruas SMPN 2 - Pasir Putih melintas di SWP I.A; 

e. ruas Sp.3 Batumea - Sp.4 Lamoluo melintas di SWP I.A; 

f. ruas Sp.3 Langara (Rujab Bupati) - Pasir Putih (By Pass) 

melintas di SWP I.A dan SWP LB; 

g. ruas Sp.4 Lamoluo - Kompleks Perkantoran Pemda 

melintas di SWP I.A; 

h. ruas Sp.4 Lamoluo - Langara (Rujab Bupati) melintas di 

SWP I.Adan SWP I.B; 

1. ruas Sp.4 Lamoluo - Pasir Putih melintas di SWP I.A; 

j. ruas Lamoluo - Lanowatu melintas di SWP I.B; 

k. ruas Lamoluo - Mata Langara (SMA) melintas di SWP LB; 

1. ruas Langara (Pelabuhan) - Langkowala (SMK Kesehatan) 

melintas di SWP I.B; 

m. ruas Langara [Pelabuhan] - Mata Langara melintas di SWP 

LB dan SWP I.C; 
n. ruas Wawobili - Wawolaa melintas di SWP LB, SWP I.C, 

SWP I.D, dan SWP LE; 

o. ruas Wawolaa - Matabaho melintas di SWP I.B; dan 

p. ruas Wawolaa - Mata Iwoi melintas di SWP I.E. 
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(8) Jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf d terdapat di: 

a. ruas Bukit Permai - Bukit Permai melintas di SWP I.A; 

b. ruas Lamoluo - Bukit Permai melintas di SWP I.A; 

c. ruas Lamoluo - Langara Iwawo melintas di SWP LB; 

d. ruas Lamoluo - Lanowatu melintas di SWP LB; 

e. ruas Lamoluo - Lapulu Kompleks melintas di SWP I.B; 

f. ruas Langara - Waworope melintas di SWP LC; 

g. ruas Langara (Pelabuhan) - Langkowala (SMK Kesehatan) 

melintas di SWP I.B; 

h. ruas Langara (Pelabuhan) - Mata Langara melintas di SWP 

LB dan SWP I.C; 

1. ruas Langara Indah - Tanjung Batu melintas di SWP I.B 

dan SWP LC; 

J. ruas Langara Iwawo - Mata Langara melintas di SWP LB; 

k. ruas Langkowala - Lantula melintas di SWP I.B; 

1. ruas Lantula - Langara Iwawo melintas di SWP LB; 

m. ruas Mata Langara - Pasir Putih melintas di SWP I.Adan 

SWP LB; 

n. ruas Pasir Putih - Batumea melintas di SWP I.A; 

o. ruas Perkantoran - Bukit Permai melintas di SWP I.A; 

p. ruas Perkantoran - Bukit Permai Dalam melintas di SWP 

I.A; 

q. ruas Simpang Lamoluo - Pasir Putih melintas di SWP I.A 

dan SWP LB; 

r. ruas SMPN 2 - Pasir Putih melintas di SWP I.A; 

s. ruas Sp.3 Batumea - Sp.4 Lamoluo melintas di SWP I.A; 

t. ruas Sp.3 Langara (Rujab Bupati) - Pasir Putih (By Pass) 

melintas di SWP I.A dan SWP I.B; 

u. ruas Sp.4 Lamoluo - Kompleks Perkantoran Pemda 

melintas di SWP I.A; 

v. ruas Sp.4 Lamoluo - Langara (Rujab Bupati) melintas di 

SWP I.Adan SWP I.B; 

w. ruas Sp.4 Lamoluo - Pasir Putih melintas di SWP I.A; 

x. ruas Wawobili - Wawolaa melintas di SWP LB, SWP LC, 

SWP I.D, dan SWP LE; 
y. ruas Wawolaa - Mata Iwoi melintas di SWP LE; 
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Pasal 26 

Zona Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) 

huruf a terdiri atas: 

a. Zona perlindungan setempat dengan kode PS; 

Bagian Kedua 

Zona Lindung 

Pasal 25 

(1) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

huruf c meliputi: 

a. Zona Lindung; dan 

b. Zona Budi Daya. 

(2) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri, 

dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam 

Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini. 

Bagian Kesatu 

Um um 

BABV 

RENCANA POLA RUANG 

z. ruas Wawolaa - Matabaho melintas di SWP I.E; dan 

re. jaringan pejalan kaki melintas di SWP I.A, SWP LB, SWP 

I.D, dan SWP I.E. 
(9) Pengaman pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

e melintas di SWP I.Adan SWP LB. 

(10) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat 

ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 

1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 111.J yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 

ini. 

- 25 - 



Pasal 28 

(1) Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 26 huruf b dengan luas 27,62 (dua 

puluh tujuh koma enam dua) hektare meliputi: 

a. Sub-Zona rimba kota dengan kode RTH-1; 

b. Sub-Zona taman kota dengan kode RTH-2; 

c. Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3; 

d. Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4; 

e. Sub-Zona taman RW dengan kode RTH-5; 

f. Sub-Zona taman RT dengan kode RTH-6; 

g. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7; dan 
h. Sub-Zonajalur hijau dengan kode RTH-8. 

Paragraf 2 

Zona Ruang Terbuka Hijau 

Pasal 27 

(1) Zona perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dengan luas 35,57 (tiga 

puluh lima koma lima tujuh) hektare berupa Sub-Zona 

perlindungan setempat dengan kode PS. 

(2) Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS 

sebagaim.ana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 35,57 (tiga 

puluh lima koma lima tujuh) hektare terdapat di: 

a. SWP I.A pada seluruh Blok; 

b. SWP LB pada seluruh Blok; 

c. SWP l.C pada seluruh Blok; 

d. SWP I.D pada seluruh Blok; dan 

e. SWP LE pada seluruh Blok. 

Paragraf 1 

Zona Perlindungan Setempat 

b. Zona ruang terbuka hijau dengan kode RTH; 

c. Zona ekosistem mangrove dengan kode EM; dan 

d. Zona badan air dengan kode BA. 
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(2) Sub-Zona rimba kota dengan kode RTH-1 sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 2,66 (dua koma 

enam enam) hektare terdapat di SWP LB pada Blok I.B.3. 

(3) Sub-Zona taman kota dengan kode RTH-2 sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 3,08 (tiga koma 

nol delapan) hektare terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1. 

(4) Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3 sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 4,50 (empat 

koma lima nol) hektare terdapat di: 

a. SWP l.B pada Blok I.B.1; dan 

b. SWP I.E pada Blok I.E.1. 

(5) Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4 sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas 5, 15 (lima koma 

satu lima) hektare terdapat di: 

a. SWP I.A pada Blok I.A.4; 

b. SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; 

c. SWP I.C pada Blok I.C.2; 

d. SWP I.D pada Blok I.D.1; dan 

e. SWP I.E pada Blok I.E.2. 

(6) Sub-Zona taman RW dengan kode RTH-5 sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas 1,05 (satu koma 

nol lima) hektare terdapat di: 

a. SWP l.B pada Blok l.B.3; dan 

b. SWP I.D pada Blok I.D.1. 

(7) Sub-Zona taman RT dengan kode RTH-6 sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan luas 0,19 (nol koma 

satu sembilan) hektare terdapat di: 
a. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.4; 

b. SWP LB pada Blok I.B.3; dan 

c. SWP I.C pada Blok I.C. l. 

(8) Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf f dengan luas 6,46 (enam koma 

empat enam) hektare terdapat di: 

a. SWP I.B pada Blok I.B.2; dan 

b. SWP I.D pada Blok I.D.1. 
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Pasal 30 

( 1) Zona badan air dengan kode BA sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 26 huruf d dengan luas 19,48 (sembilan belas 

koma empat delapan) hektare berupa Sub-Zona badan air 

dengan kode BA. 

(2) Sub-Zona badan air dengan kode BA sebagaimana dirnaksud 
pada ayat (1) dengan luas 19,48 (sembilan belas koma empat 

delapan) hektare terdapat di: 

a. SWP I.A pada seluruh Blok; 

b. SWP l.B pada Blok l.B.1 dan Blok I.B.3; 

c. SWP I.C pada Blok l.C.1; 

Paragraf 4 

Zona Badan Air 

Pasal 29 

(1) Zona ekosistem mangrove dengan kode EM sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 26 huruf c dengan luas 23,97 (dua 

puluh tiga koma sembilan tujuh) hektare berupa Sub-Zona 

ekosistem mangrove dengan kode EM. 

(2) Sub-Zona ekosistem mangrove dengan kode EM sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dengan luas 23,97 (dua puluh tiga 

koma sembilan tujuh) hektare terdapat di: 

a. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2; dan 

b. SWP I.C pada Blok I.C.2. 

Paragraf 3 

Zona Ekosistem Mangrove 

(9) Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8 sebagaimana 

dirnaksud pada ayat (1) huruf g dengan luas 4,54 (empat 

koma lima empat) hektare terdapat di: 

a. SWP I .A pada seluruh Blok; 

b. SWP I.B pada seluruh Blok; 

c. SWP I.C pada seluruh Blok; 

d. SWP I.D pada Blok I.D.1; clan 

e. SWP LE pada Blok 1.E. l. 
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Pasal 31 

Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) 

huruf b meliputi: 

a. Zona hutan produksi dengan kode KHP; 

b. Zona pertanian dengan kode P; 

c. Zona perikanan dengan kode IK; 

d. Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL; 

e. Zona pariwisata dengan kode W; 

f. Zona perumahan dengan kode R; 

g. Zona sarana pelayanan um um dengan kode SPU; 

h. Zona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH; 

i. Zona campuran dengan kode C; 

j. Zona perdagangan, dan jasa dengan kode K; 

k. Zona perkantoran dengan kode KT; 

1. Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP; 

m. Zona transportasi dengan kode TR; 

n. Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK; 

o. Zona peruntukan lainnya dengan kode PL; dan 

p. Zona badan jalan dengan kode BJ. 

Bagian Ketiga 

Zona Budi Daya 

d. SWP I.D pada seluruh Blok; dan 

e. SWP I.E pada seluruh Blok. 
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Pasal 33 

(1) Zona pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 31 huruf b dengan luas 1.323,14 [seribu tiga ratus dua 

puluh tiga koma satu empat) hektare meliputi: 

a. Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2; 

b. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3; dan 

c. Sub-Zona peternakan dengan kode P-4. 

Paragraf 1 

Zona Pertanian 

Pasal 32 

(1) Zona hutan produksi dengan kode KHP sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 31 huruf a dengan luas 665,37 (enam 

ratus enam puluh lima koma tiga tujuh) hektare meliputi: 

a. Sub-Zona hutan produksi terbatas dengan kode HPT; dan 

b. Sub-Zona hutan produksi yang dapat dikonversi dengan 

kode HPK. 

(2) Sub-Zona hutan produksi terbatas dengan kode HPT 

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a dengan luas 

250,55 (dua ratus lima puluh koma lima lima) haktare 

terdapat di: 

a. SWP I.A pada Blok I.A.4; 

b. SWP LB pada Blok I.B.3; 

c. SWP I.D pada seluruh Blok; dan 

d. SWP I.E pada seluruh Blok. 

(3) Sub-Zona hutan produksi yang dapat dikonversi dengan kode 

HPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan 

luas 414,82 (empat ratus empat belas koma delapan dua) 

hektare terdapat di: 

a. SWP I.A pada Blok I.A.4; 

b. SWP I.B pada Blok I.B.3; 

c. SWP I.C pada Blok I.C.2; 

d. SWP I.D pada seluruh Blok; dan 

e. SWP I.E pada seluruh Blok. 

Zona Hutan Produksi 
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Pasal 35 

(1) Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d dengan luas 

Paragraf 3 

Zona Pembangkitan Tenaga Listrik 

Pasal 34 

(1) Zona Perikanan dengan kode IK sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 31 huruf c dengan luas 1, 19 (satu koma satu 

sembilan) hektare meliputi Sub-Zona perikanan tangkap 

dengan kode IK-1. 

(2) Sub-Zona perikanan tangkap dengan kode IK-1 sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dengan 1,19 (satu koma satu 

sembilan) hektare terdapat di SWP I.A pada Blok I.A. 1. 

Paragraf 2 

Zona Perikanan 

(2) Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2 sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 30,70 (tiga puluh 

koma tujuh nol) hektare terdapat di: 

a. SWP I.A pada Blok I.A. I, Blok I.A.2, dan Blok I.A.4; dan 

b. SWP I.D pada seluruh Blok. 

(3) Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 1.292,21 (seribu 

dua ratus sembilan puluh dua koma dua satu) hektare 

terdapat di: 

a. SWP I.A pada seluruh Blok; 

b. SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; 

c. SWP I.C pada Blok I.C.2; 

d. SWP I.D pada seluruh Blok; dan 

e. SWP I.E pada seluruh Blok. 

(4) Sub-Zona petemakan dengan kode P-4 sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 0,24 (nol koma 

dua empat) hektare terdapat di SWP I.A pada Blok I.A. I. 
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Pasal 37 

(1) Zona perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 31 huruf f dengan luas 266,63 (dua ratus enam 

puluh enam koma enam tiga) hektare meliputi: 

a. Sub-Zona perumahan kepadatan sangat tinggi dengan 

kode R-1; 

b. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2; 

c. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3; 

dan 

d. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4. 

(2) Sub-Zona perumahan kepadatan sangat tinggi dengan kode R- 

1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 
6,70 (enam koma tujuh nol) hektare terdapat di SWP I.C pada 

Blok I.C.l. 

(3) Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 

10,30 (sepuluh koma tiga nol} hektare terdapat di: 

Paragraf 5 

Zona Perumahan 

Pasal 36 

( 1) Zona pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 31 huruf e dengan luas 7,25 (tujuh koma dua 

lima) hektare berupa Sub-Zona pariwisata dengan kode W. 

(2) Sub-Zona pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dengan luas 7,25 (tujuh koma dua lima) hektare 

terdapat di SWP LC pada Blok I.C.2. 

Paragraf 4 

Zona Pariwisata 

0,50 (nol koma lima nol) hektare berupa Sub-Zona 

pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL. 

(2) Sub-Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL 

dengan luas 0,50 (nol koma lima nol) hektare terdapat di SWP 

I.D pada Blok I.D. l. 
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Pasal 38 

(1) Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 31 huruf g dengan luas 38,23 (tiga 

puluh delapan koma dua tiga) hektare meliputi: 

a. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1; 

b. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2; 

c. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3; dan 

d. Sub-Zona SPU skala RW dengan kode SPU-4. 

(2) Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1 sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 24,99 (dua 

puluh empat koma sembilan sembilan) hektare terdapat di: 
a. SWP I.A pada Blok I.A.2 dan Blok I.A.4; 

b. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; 

Paragraf 6 

Zona Sarana Pelayanan Umum 

a. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.4; dan 

b. SWP I.C pada seluruh Blok. 

(4) Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 

sebagaimana dimaksud pada ayat P) huruf c dengan luas 

150,91 (seratus lima puluh koma sembilan satu) hektare 

terdapat di: 

a. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.4; 

b. SWP LB pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; 

c. SWP I.C pada Blok I.C.2; 

d. SWP I.D pada Blok I.D.1; 

e. SWP I.E pada seluruh Blok. 

(5) Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas 

98,72 [sembilan puluh delapan koma tujuh dua) hektare 

terdapat di: 

a. SWP I.A pada Blok I.A.3; 

b. SWP I.B pada Blok I.B.3; 

c. SWP I.C pada Blok I.C.2; 

d. SWP I.D pada seluruh Blok; dan 

e. SWP LE pada seluruh Blok. 
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Pasal 39 

( 1) Zona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf h dengan luas 

8,23 (delapan koma dua tiga) hektare berupa Sub-Zona ruang 

terbuka non hijau dengan kode RTNH. 

(2) Sub-Zona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 8,23 
(delapan koma dua tiga) hektare terdapat di SWP LB pada 

Blok I.B.2 dan Blok I.B.3. 

Paragraf 7 

Zona Ruang Terbuka Non Hijau 

c. SWP I.E pada Blok I.E.1. 

(3) Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 

8,07 (delapan koma nol tujuh) hektare terdapat di: 

a. SWP I.A pada Blok I.A. l, Blok I.A.2, dan Blok I.A.4; 

b. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.3; 

c. SWP LC pada Blok I.C.2; dan 

d. SWP I.E pada Blok I.E. l. 

(4) Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 

5,04 (lima koma nol empat) hektare terdapat di: 

a. SWP I.A pada Blok I.A.4; 

b. SWP LB pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.3; 

c. SWP I.C pada Blok l.C. l; 

d. SWP I.D pada Blok I.D.1; dan 

e. SWP LE pada seluruh Blok. 

(5) Sub-Zona SPU skala RW dengan kode SPU-4 sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas 0,13 (nol koma 

satu tiga) hektare terdapat di: 

a. SWP I.A pada Blok I.A. l; dan 

b. SWP I.D pada Blok l.D.l. 
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Pasal 41 

(1) Zona perdagangan dan jasa dengan kode K sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 31 huruf j dengan luas 72,51 (tujuh 

puluh dua koma lima satu) hektare meliputi: 

a. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode 

K-1; 

b. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K- 

2; dan 

Paragraf 9 

Zona Perdagangan dan J asa 

Pasal 40 

(1) Zona campuran dengan kode C sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 31 huruf i dengan luas 181,09 (seratus delapan puluh 

satu koma nol sembilan) hektare meliputi: 

a. Sub-Zona campuran intensitas tinggi dengan kode C-1; 

dan 

b. Sub-Zona campuran intensitas menengah/sedang dengan 

kode C-2. 

(2) Sub-Zona campuran intensitas tinggi dengan kode C-1 

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a dengan luas 

9,78 (sembilan koma tujuh delapan) hektare, terdapat di SWP 

LB pada Blok I.B.1. 

(3) Sub-Zona campuran intensitas menengah/sedang dengan 

kode C-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

dengan luas 171,31 (seratus tujuh puluh satu koma tiga satu) 

hektare, terdapat di: 

a. SWP I .A pada seluruh Blok; 

b. SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; 

c. SWP I.C pada seluruh Blok; 

d. SWP I.D pada Blok I.D.1; dan 

e. SWP I.E pada seluruh Blok. 

Paragraf 8 

Zona Campuran 
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Pasal 42 

(l} Zona perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 31 huruf k dengan luas 85, 73 (delapan puluh 

lima koma tujuh tiga} hektare berupa Sub-Zona perkantoran 

dengan kode KT. 

(2) Sub-Zona perkantoran dengan kode KT sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1} dengan luas 85,73 (delapan puluh 

lima koma tujuh tiga) hektare terdapat di: 

a. SWP I.A pada Blok I.A.2 dan Blok I.A.4; 

b. SWP I.B pada seluruh Blok; dan 

c. SWP I.E pada seluruh Blok. 

Paragraf 10 

Zona Perkantoran 

c. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode 

K-3. 

(2) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1 

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a dengan luas 

53,16 (lima puluh tiga koma satu enam) hektare terdapat di: 

a. SWP I.A pada Blok I.A.3 dan Blok I.A.4; dan 

b. SWP I.B pada Blok I.B. l dan Blok I.B.2; 

(3) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 

18,20 (delapan belas koma dua nol) hektare terdapat di: 

a. SWP I.A pada Blok I.A.2 dan Blok I.A.3; 

b. SWP I.B pada seluruh Blok; dan 

c. SWP I. C pada seluruh Blok. 

(4) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf c dengan luas 

1,15 (satu koma satu lima) hektare terdapat di: 

a. SWP I.A pada Blok I.A.1; 

b. SWP I.B pada Blok I.B.3; 

c. SWP I.D pada Blok I.D.1; dan 

d. SWP I.E pada Blok I.E. l. 
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Pasal 45 

( 1) Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf n dengan luas 

2,48 (dua koma empat delapan) hektare berupa Sub-Zona 

pertahanan dan keamanan dengan kode HK. 

Paragraf 13 

Zona Pertahanan dan Keamanan 

Pasal 44 

(1) Zona transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 31 huruf m dengan luas 4,17 (empat koma satu 

tujuh) hektare berupa Sub-Zona transportasi den.gan kode TR. 

(2) Sub-Zona transportasi dengan kode TR sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dengan luas 4,17 (empat koma satu 

tujuh) hektare terdapat di: 

a. SWP I.B pada Blok I.B.1; dan 

b. SWP I.C pada Blok I.C. l. 

Pasal 43 

(1) Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 31 huruf 1 dengan luas 4,66 (empat 

koma enam enam) hektare berupa Sub-Zona pengelolaan 

persampahan dengan kode PP. 

(2) Sub-Zona pen.gelolaan persampahan dengan kode PP 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 4,66 (empat 

koma enam enam) hektare terdapat di: 

a. SWP I.A pada Blok I.A.4; 

b. SWP I.D pada Blok I.D.2; dan 

c. SWP I.E pada Blok I.E. I. 

Paragraf 12 

Zona Transportasi 

Paragraf 11 

Zona Pengelolaan Persampahan 
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Pasal 47 

(1) Zona badan jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 31 huruf p dengan luas 77, 10 (tujuh puluh tujuh 

koma satu nol) hektare berupa Sub-Zona badan jalan dengan 

kode BJ. 
(2) Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1} dengan luas 77, 10 (tujuh puluh tujuh 

koma satu nol) hektare terdapat di seluruh Blok. 

Paragraf 15 

Zona Badan Jalan 

Pasal 46 

(1) Zona peruntukan lainnya dengan kode PL sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 31 huruf o dengan luas 0,35 (nol koma 

tiga lima) hektare meliputi Sub-Zona instalasi pengolahan air 

minum (IPAM) dengan kode PL-3. 

(2) Sub-Zona instalasi pengolahan air minum (IPAM) dengan kode 

PL-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 0,35 

(nol koma tiga lima) hektare terdapat di: 

a. SWP I.A pada Blok I.A.4; dan 

b. SWP I.B pada Blok I.B.3. 

Paragraf 14 

Zona Peruntukan Lainnya 

(2) Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 2,48 (dua 

koma empat delapan) hektare terdapat di: 

a. Rencana Posal di SWP I.B pada Blok I.B.2 

b. Posal Wawonii di SWP I.B pada Blok I.B.3; dan 

c. Koramil 1417-01/Wawonii di SWP I.E pada Blok I.E.1. 
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Pasal 50 

(1) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 48 huruf b meliputi: 

a. program perwujudan; 

b. lokasi; 

c. sumber pendanaan; 

d. instansi pelaksana; dan 

e. waktu dan tahapan pelaksanaan. 

(2) Program perwujudan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 

huruf a meliputi: 

a. program perwujudan rencana Struktur Ruang; dan 

b. program perwujudan rencana Pola Ruang. 

Bagian Kedua 

Program Pemanfaatan Ruang Prioritas 

Pasal 49 

( 1} Pelaksanaan KKK.PR di Kawasan Perkotaan Langara 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a dilaksanakan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) KKKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi 

pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR. 

Bagian Kedua 

Pelaksanaan KKKPR 

Pasal 48 

Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 huruf d terdiri dari: 

a. pelaksanaan KKKPR; dan 

b. program Pemanfaatan Ruang prioritas. 

Bagian Kesatu 

Urn um 

BAB VI 

KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG 
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Pasal 51 

PZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e meliputi: 

Bagian Kesatu 

Um um 

BAB VII 

PERA TURAN ZONASI 

(3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b terdapat 

di SWP dan / a tau Blok pada wilayah perencanaan Kawasan 

Perkotaan Langara. 

(4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf c terdiri atas: 

a. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi; 

b. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten; 

dan/atau 
c. sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. 

(5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf d terdiri dari: 

a. kementerian/lembaga; 
b. organisasi perangkat daerah; 

c. swasta; 

d. masyarakat; dan/ atau 

e. pemangku kepentingan lainnya. 

(6) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf e meliputi: 

a. tahap I pada periode tahun 2024; 

b. tahap II pada periode tahun 2025-2029; 

c. tahap III pada periode tahun 2030-2034; 

d. tahap IV pada periode tahun 2035-2039; dan 

e. tahap V pada periode tahun 2040-2043. 

(7) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
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diperbolehkan/ diizinkan; 

b. klasifikasi T merupakan pemanfaatan bersyarat secara 

terbatas; 

c. klasifikasi B merupakan pemanfaatan bersyarat tertentu; 

dan/atau 
d. klasifikasi X merupakan pemanfaatan yang tidak 

diperbolehkan. 

(2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang 

diperbolehkan/ diizinkan dengan klasifikasi I sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1) huruf a merupakan kategori kegiatan 

dan penggunaan lahan pada suatu Zona atau Sub-Zona yang 

sesuai dengan rencana peruntukan ruang. 

(3) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat 

secara terbatas dengan klasifikasi T sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf b merupakan kategori kegiatan dan 

pemanfaatan merupakan I a. klasifikasi 

Pasal 53 

( 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 52 huruf a terdiri atas: 

Paragraf 1 

Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan 

Pasal 52 

Aturan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a, 

meliputi: 

a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan; 

b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang; 

c. ketentuan tata bangunan; 

d. ketentuan prasarana dan sarana minimal; dan 

e. ketentuan khusus. 

Bagian Kedua 

Aturan Dasar 

a. aturan dasar; dan 

b. Teknik Pengaturan Zonasi. 
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penggunaan lahan yang dibatasi dengan ketentuan sebagai 

berikut: 

a. klasifikasi Tl yaitu pembatasan waktu operasional 

kegiatan; 

b. klasifikasi T2 yaitu pembatasan luas, baik dalam bentuk 

pembatasan luas maksimum suatu kegiatan di dalam 

sub-zona, dengan tujuan untuk tidak mengurangi 

dominasi pemanfaatan ruang di sekitarnya; 

c. klasifikasi T3 yaitu pembatasan jumlah pemanfaatan, jika 

pemanfaatan yang diusulkan telah ada mampu melayani 

kebutuhan dan belum memerlukan tambahan, maka 

pemanfaatan tersebut tidak boleh diizinkan atau 

diizinkan terbatas sesuai dengan pertimbangan khusus; 

d. klasifikasi T4 yaitu pembatasan penambahan dan/ a tau 

pengembangan pemanfaatan ruang memperhatikan 

ketentuan yang diatur dalam teknik pengaturan zonasi 

pengendalian pertumbuhan (growth controij dengan kode 

k;dan 

e. klasifikasi TS yaitu terbatas pada kegiatan industri mikro 

clan kecil. 

(4) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan secara bersyarat 

tertentu dengan klasifikasi B sebagaimana dimaksud pada 

ayat { 1) huruf c merupakan kategori kegiatan dan penggunaan 

lahan yang memerlukan persyaratan-persyaratan tertentu, 

berupa persyaratan umum dan persyaratan khusus 

mengingat pemanfaatan ruang tersebut memiliki dampak 

yang besar bagi lingkungan sekitarnya seperti menyediakan 

tempat parkir, tidak menghambat laju lalu lintas, clan/ atau 

menghitung dampak lingkungan. 

(5) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak 

diperbolehkan dengan klasifikasi X sebagaimana dimaksud 

pada ayat ( 1) huruf d merupakan kegiatan dan penggunaan 
lahan yang memiliki sifat tidak sesuai dengan peruntukan 

lahan yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak 

yang cukup besar bagi lingkungan dan sekitarnya. 

(6) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

- 42 - 



a. Zona Lindung; dan 

b. Zona Budi Daya. 

(7) Zona Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a 

meliputi: 

a. Zona perlindungan setempat dengan kode PS berupa Sub­ 

Zona perlindungan setempat dengan kode PS; 

b. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH meliputi: 

1. Sub-Zona rimba kota dengan kode RTH-1; 

2. Sub-Zona taman kota dengan kode RTH-2; 

3. Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3; 

4. Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4; 

5. Sub-Zona taman RW dengan kode RTH-5; 

6. Sub-Zona taman RT dengan kode RTH-6; 

7. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH- 7; dan 

8. Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8. 

c. Zona ekosistem mangrove dengan kode EM berupa Sub­ 

Zona ekosistem mangrove dengan kode EM; dan 

d. Zona badan air dengan kode BA berupa Sub-Zona badan 

air dengan kode BA. 

(8) Zona budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b 

meliputi: 

a. Zona hutan produksi dengan kode KHP meliputi: 

1. Sub-Zona hutan produksi terbatas dengan kode HPT; 

dan 

2. Sub-Zona hutan produksi yang dapat dikonversi 

dengan kode HPK. 

b. Zona pertanian dengan kode P meliputi: 

1. Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2; 

2. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3; dan 

3. Sub-Zona peternakan dengan kode P-4. 

c. Zona perikanan dengan kode IK berupa Sub-Zona 

Perikanan Tangkap dengan kode IK-1; 

d. Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL berupa 

Sub-Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL; 

e. Zona pariwisata dengan kode W berupa Sub-Zona 

pariwisata dengan kode W; 

f. Zona perumahan dengan kode R meliputi: 
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g. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU meliputi: 

1. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1; 

2. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2; 

3. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3; 

dan 

4. Sub-Zona SPU skala RW dengan kode SPU-4. 

h. Zona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH berupa 

Sub-Zona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH; 

1. Zona campuran clengan kode C meliputi: 

1. Sub-Zona campuran intensitas tinggi clengan kode C-1; 

dan 

2. Sub-Zona campuran intensitas menengah/sedang 
dengan kode C-2. 

j. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K meliputi: 

1. Sub-Zona perclagangan clan jasa skala kota clengan 

kode K-1; 

2. Sub-Zona perdagangan clanjasa skala WP dengan kode 

K-2; dan 

3. Sub-Zona perclagangan dan jasa skala SWP dengan 

kode K-3. 

k. Zona perkantoran dengan kode KT berupa Sub-Zona 

perkantoran dengan kode KT; 

1. Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP Sub-Zona 

pengelolaan persampahan clengan kode PP; 

m. Zona transportasi dengan kode TR berupa Sub-Zona 

transportasi dengan kode TR; 

n. Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK berupa 

Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK; 

1. Sub-Zona perumahan kepadatan sangat tinggi dengan 

kode R-1; 

2. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi clengan kode R- 

2; 

3. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode 

R-3; clan 

4. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode 

R-4. 
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Pasal 55 

(1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
52 huruf c meliputi: 

a. ketinggian bangunan (TB) maksimum; 

b. garis sempadan bangunan (GSB) minimum; 

c. jarak bebas antar bangunan minimal; dan 

Paragraf 3 

Ketentuan Tata Bangunan 

Pasal 54 

(1) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 52 huruf b meliputi: 

a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum; 

b. koefisien lantai bangunan (KLB) minimum dan maksimum; 

c. koefisien dasar hijau (KDH) minimal; 

d. luas kaveling minimum; 

e. koefisien tapak basement (KTB) maksimum; dan 

f. koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum. 

(2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1) tercantum dalam Lampiran VII yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 
ini. 

Paragraf 2 

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang 

o. Zona peruntukan lainnya dengan kode PL berupa Sub­ 

Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) dengan kode 

PL-3; dan 

p. Zona badan jalan dengan kode BJ berupa Sub-Zona badan 

jalan dengan kode BJ. 

(9) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 

ini. 
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Pasal 58 

(1) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 57 huruf a meliputi: 

Pasal 57 

Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf e 

terdiri atas: 

a. kawasan rawan bencana; 

b. tempat evakuasi bencana; dan 

c. kawasan sempadan. 

Paragraf 5 

Ketentuan Khusus 

Pasal 56 

( 1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 52 huruf d mengatur jenis prasarana 

dan sarana pendukung minimal apa saja yang harus ada pada 

setiap zona peruntukan. 

(2) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai kelengkapan dasar 

fisik lingkungan dalam rangka menciptakan lingkungan yang 

nyaman melalui penyediaan prasarana dan saran yang sesuai 

agar zona berfungsi secara optimal. 

(3) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1) tercantum dalam Lampiran VII yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 

ini. 

Paragraf 4 

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal 

mimmum. 
(2) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

d. jarak bebas samping (JBS) dan jarak bebas belakang (JBB) 
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a. kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi; dan 

b. kawasan rawan bencana tsunami tingkat tinggi. 

(2) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir tingkat 

tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a meliputi: 

a. Sub-Zona perlindungan setempat terdapat di: 

1. SWP I .A pada seluruh Blok; 

2. SWP l.B pada Blok I.B. l dan Blok I.B.3; 

3. SWP I. C pada seluruh Blok; 

4. SWP l.D pada Blok I.D.l; dan 

5. SWP I.E pada Blok I.E.2. 

b. Sub-Zona rimba kota terdapat di SWP LB pada Blok I.B.3; 

c. Sub-Zona taman kota terdapat di SWP LB pada Blok I.B.1; 

d. Sub-Zona taman kecamatan terdapat di SWP I.B pada 

Blok I.B. l; 

e. Sub-Zona taman kelurahan terdapat di: 

1. SWP I.A pada Blok I.A.4; 

2. SWP I.B pada Blok I.B.2; dan 

3. SWP I.E pada Blok I.E.2. 

f. Sub-Zona taman RW terdapat di: 

1. SWP LB pada Blok I.B.3; dan 

2. SWP I.D pada Blok I.D.1. 

g. Sub-Zona taman RT terdapat di: 

1. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.4; 

2. SWP I.B pada Blok I.B.3; dan 

3. SWP I.C pada Blok I.C.1. 

h. Sub-Zona jalur hijau terdapat di: 

1. SWP I.A pada seluruh Blok; 

2. SWP I.B pada seluruh Blok; 

3. SWP I.C pada seluruh Blok; dan 

4. SWP I.D pada Blok I.D.1. 

1. Sub-Zona hutan produksi terbatas terdapat di: 

1. SWP I.B pada Blok I.B.3; 

2. SWP I.D pada Blok I.D.2; dan 

3. SWP LE pada Blok I.E. I. 

j. Sub-Zona hutan produksi yang dapat dikonversi terdapat 

di: 

1. SWP I.A pada Blok I.A.4; 
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2. SWP I.B pada Blok I.B.3; 

3. SWP I.D pada Blok I.D.2; dan 

4. SWP I.E pada seluruh Blok. 

k. Sub-Zona hortikultura terdapat di: 

1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.4; dan 

2. SWP LD pada Blok I.D.1. 

1. Sub-Zona perkebunan terdapat di: 

1. SWP I.A pada seluruh Blok; 

2. SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok LB.3; 

3. SWP I.C pada Blok I.C.2; 

4. SWP I.D pada seluruh Blok; dan 

5. SWP LE pada seluruh Blok. 

m. Sub-Zona petemakan terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1; 

n. Sub-Zona perikanan tangkap terdapat di SWP I.A pada 

Blok I.A.1; 

o. Sub-Zona pembangkitan tenaga listrik terdapat di SWP I.D 

pada Blok I.D.1; 

p. Sub-Zona perumahan kepadatan sangat tinggi terdapat di 

SWP LC pada Blok I.C.1; 

q. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi terdapat di: 

1. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.4; dan 

2. SWP I.C pada Blok I.C.1. 

r. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang terdapat di: 

1. SWP I.A pada Blok I.A.1 clan Blok I.A.4; 

2. SWP I.B pada Blok I.B.2 clan Blok I.B.3; 

3. SWP I.C pada Blok I.C.2; 

4. SWP l.D pada Blok I.D.1; dan 

5. SWP I.E pada seluruh Blok. 

s. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah terdapat di: 

1. SWP I.A pada Blok I.A.3; 

2. SWP I.B pada Blok I.B.3; 

3. SWP I.D pada seluruh Blok; clan 

4. SWP LE pada seluruh Blok. 

t. Sub-Zona SPU skala kota terdapat di: 

1. SWP I.A pada Blok I.A.2 dan Blok I.A.4; dan 

2. SWP I.B pada Blok I.B. l clan Blok I.B.2. 
u. Sub-Zona SPU skala kecamatan terdapat di: 
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1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.4; 

2. SWP I.B pada Blok I.B. l dan Blok I.B.3; 

3. SWP LC pada Blok I.C.2; dan 

4. SWP I.E pada Blok I.E.1. 

v. Sub-Zona SPU skala kelurahan terdapat di: 

1. SWP I.A pada Blok I.A.4; 
2. SWP LB pada Blok 1.8.1 dan Blok I.B.3; 

3. SWP I.C pada Blok I.C. l; 

4. SWP I.D pada Blok I.D. l; dan 

5. SWP LE pada Blok I.E.2. 

w. Sub-Zona SPU skala RW terdapat di: 

1. SWP I.A pada Blok I.A.1; dan 

2. SWP I.D pada Blok I.D.1. 

x. Sub-Zona ruang terbuka non hijau terdapat di SWP I.B 

pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.3. 

y. Sub-Zona campuran intensitas tinggi terdapat di SWP I.B 

pada Blok I.B.1; 

z. Sub-Zona campuran intensitas menengah/ sedang terdapat 

di: 

1. SWP I.A pada seluruh Blok; 

2. SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; 

3. SWP LC pada seluruh Blok; 

4. SWP I.D pada Blok I.D.1; dan 

5. SWP I.E pada Blok I.E.2. 

re. Sub Zona perdagangan dan jasa skala kota terdapat di: 

1. SWP I.A pada Blok I.A.3 dan Blok l.A.4; dan 

2. SWP LB pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2. 

aa. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP terdapat di: 

1. SWP I.A pada Blok I.A.2 dan Blok LA.3; 

2. SWP LB pada seluruh Blok; dan 

3. SWP I.C pada Blok I.C. l. 

ab. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP terdapat di: 

1. SWP I.A pada Blok I.A.1; 

2. SWP I.B pada Blok I.B.3; 

3. SWP I.D pada Blok I.D.1; dan 

4. SWP I.E pada Blok I.E.1. 

ac. Sub-Zona perkantoran terdapat di: 
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1. SWP I.A pada Blok I.A.2 dan Blok I.A.4; 

2. SWP I.B pada seluruh Blok; dan 

3. SWP LE pada Blok 1.E. l. 

ad. Sub-Zona pengelolaan persampahan terdapat di SWP I.A 

pada Blok I.A.4; 

ae. Sub-Zona transportasi terdapat di: 

1. SWP LB pada Blok I.B.1; dan 

2. SWP LC pada Blok I.C. l. 

af. Sub-Zona pertahanan dan keamanan terdapat di SWP LB 

pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; dan 

ag. Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) terdapat 

di: 

1. SWP I.A pada Blok I.A.4; dan 

2. SWP I.B pada Blok I.B.3. 

(3) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir tingkat 

tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai 

berikut: 

a. bertujuan untuk mengurangi kerugian dan menurunkan 

dampak akibat bencana banjir yang memiliki risiko 

bencana banjir tinggi; 

b. pengembangan struktur alami dan/atau struktur buatan 

untuk mitigasi bencana; 

c. penyediaan ruang air yang ditetapkan dengan 

mempertimbangkan faktor berikut: 

1. penyediaan resapan dan tampungan air dan debit 

banjir; 

2. tata dan pola pengaliran air; 

3. dapat dikembangkan sebagai perwujudan kerangka 

hijau biru yang berkelanjutan; dan 

4. penyediaan ruang air dilakukan melalui kajian 

kebutuhan ruang air sebagai resapan, limpasan air 

permukaan, air hujan dan/ atau debit banjir dan/ atau 
melalui rencana induk sumber daya air dan drainase. 

d. penyediaan sarana dan prasarana sistem pengendalian 

banjir yang terintegrasi dengan sistem drainase sekitarnya; 

e. membatasi dan mengurangi kegiatan penimbunan atau 

urugan pada lahan rawa serta menjaga keseimbangan dan 
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kelestarian untuk melindungi dan mengamankan fungsi 

dan manfaat rawa; 

f. mendukung dan memperkuat kebijakan regulasi tentang 

bangunan panggung; 

g. mendukung dan memperkuat kebijakan regulasi mitigasi 

pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana banjir; 

h. penyediaan jalur dan tempat evakuasi bencana sementara; 

dan 

i. penyediaan sistem peringatan dini dan pemberian 

informasi intensitas curah hujan tinggi. 

(4) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana tsunami tingkat 

tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: 

a. Sub-Zona perlindungan setempat terdapat di: 

1. SWP I.A pada seluruh Blok; 

2. SWP I.B pada seluruh Blok; 

3. SWP l.C pada seluruh Blok; dan 

4. SWP I.D pada Blok I.D.1. 

b. Sub-Zona rimba kota terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.3; 

c. Sub-Zona taman kota terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1; 

d. Sub-Zona taman kecamatan terdapat di SWP LB pada 
Blok I.B.1; 

e. Sub-Zona taman kelurahan terdapat di: 

1. SWP I.A pada Blok I.A.4; 

2. SWP LB pada Blok I.B.2; 

3. SWP I.C pada Blok I.C.2; 

f. Sub-Zona taman RW terdapat di: 

1. SWP I.B pada Blok I.B.3; dan 

2. SWP I. D pada Blok I.D .1. 

g. Sub-Zona taman RT terdapat di: 

1. SWP I.A pada Blok l.A.1 dan Blok I.A.4; 
2. SWP LB pada Blok I.B.3; dan 

3. SWP I.C pada Blok l.C. l. 

h. Sub-Zona jalur hijau terdapat di: 

1. SWP I.A pada seluruh Blok; 

2. SWP I.B pada seluruh Blok; 

3. SWP I.C pada seluruh Blok; dan 

4. SWP I.D pada Blok I.D.1 
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i. Sub-Zona hutan produksi yang dapat dikonversi terdapat 

di SWP I.B pada Blok I.B.3; 

j. Sub-Zona hortikultura terdapat di SWP I.A pada Blok 

I.A. I, Blok I.A.2, dan Blok I.A.4; 

k. Sub-Zona perkebunan terdapat di: 

1. SWP I .A pada seluruh Blok; 

2. SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; 

3. SWP I.C pada Blok I.C.2; dan 

4. SWP 1.D pada Blok I.D. l. 

1. Sub-Zona peternakan terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1; 

rn. Sub-Zona perikanan tangkap terdapat di SWP I.A pada 

Blok I.A.1; 

n. Sub-Zona pernbangkitan tenaga listrik terdapat di SWP I.D 

pada Blok I.D.1; 

o. Sub-Zona pariwisata terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.2; 

p. Sub-Zona perumahan kepadatan sangat tinggi terdapat di 

SWP I.C pada Blok I.C. l; 

q. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi terdapat di: 

1. SWP I.A pada Blok 1.A.1 dan Blok 1.A.4; dan 

2. SWP I.C pada seluruh Blok. 

r. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang terdapat di: 

1. SWP I.A pada Blok I.A. l dan Blok I.A.4; 

2. SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; 

3. SWP I.C pada Blok I.C.2; dan 

4. SWP I.D pada Blok I.D. l. 

s. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah terdapat di: 

1. SWP I.A pada Blok I.A.3; 

2. SWP I.B pada Blok I.B.3; 

3. SWP I.C pada Blok I.C.2; dan 

4. SWP I.D pada Blok I.D.1. 

t. Sub-Zona SPU skala kota terdapat di: 

1. SWP I.A pada Blok l.A.2 dan Blok I.A.4; dan 

2. SWP l.B pada Blok I.B. l dan Blok I.B.2. 

u. Sub-Zona SPU skala kecamatan terdapat di: 

1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok 1.A.2, dan Blok I.A.4; 

2. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.3; dan 

3. SWP I.C pada Blok I.C.2. 
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v. Sub-Zona SPU skala kelurahan terdapat di: 

1. SWP I.A pada Blok I.A.4; 

2. SWP LB pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.3; 

3. SWP LC pada Blok I.C.1; dan 

4. SWP I.D pada Blok I.D.1. 

w. Sub-Zona SPU skala RW terdapat di SWP I.A pada Blok 

I.A.l; 

x. Sub-Zona ruang terbuka non hijau terdapat di SWP I.B 

pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; 

y. Sub-Zona campuran intensitas tinggi terdapat di SWP I.B 

pada Blok I.B.1; 

z. Sub-Zona campuran intensitas menengah/ sedang 

terdapat di: 

1. SWP I.A pada seluruh Blok; 

2. SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; 

3. SWP I.C pada seluruh Blok; dan 

4. SWP I.D pada Blok I.D. l. 

aa. Sub-Zona perdagangan clan jasa skala kota terdapat di: 

1. SWP I.A pada Blok I.A.3 dan Blok I.A.4; dan 

2. SWP LB pada Blok I.B.1 clan Blok I.B.2. 

ab. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP terdapat di: 

1. SWP I.A pada Blok I.A.2 dan Blok I.A.3; 

2. SWP I.B pada seluruh Blok; dan 

3. SWP I.C pada seluruh Blok. 

ac. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP terdapat di: 

1. SWP I.A pada Blok I.A. 1; dan 

2. SWP I.B pada Blok I.B.3. 

ad. Sub-Zona perkantoran terdapat di: 

1. SWP I.A pada Blok I.A.2 dan Blok I.A.4; dan 

2. SWP I.B pada seluruh Blok. 

ae. Sub-Zona pengelolaan persampahan terdapat di SWP I.A 

pad a Blok I .A. 4; 
af. Sub-Zona transportasi terdapat di: 

1. SWP I.B pada Blok l.B. l; dan 

2. SWP I.C pada Blok I.C. l. 

ag. Sub-Zona pertahanan dan keamanan terdapat di SWP I.B 

pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; 
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Pasal 59 

(1) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 5 7 huruf b terdiri atas: 

a. tempat evakuasi sementara (TES); dan 

b. tempat evakuasi akhir (TEA). 

(2) Ketentuan khusus tempat evakuasi sementara (TES) 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: 

a. Sub-Zona SPU skala kelurahan terdapat di SWP I.D pada 

Blok I.D.l. 

b. Sub-Zona taman kelurahan terdapat di: 

1. SWP I.A pada Blok I.A.4; 
2. SWP LB pada Blok I.B.3; dan 

3. SWP I.E pada Blok I.E.2. 

ah. Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) terdapat 

di: 

1. SWP I .A pada Blok I .A. 4; dan 

2. SWP I.B pada Blok I.B.3. 

(5) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana tsunami tingkat 

tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebagai 

berikut: 

a. pengembangan struktur alami clan/ atau struktur buatan 

untuk mitigasi bencana; 

b. pengembangan sistem kawasan aman sementara berupa 

bangunan/bukit buatan; 

c. jalur evakuasi tsunami dirancang melalui badan jalan 

yang ada, yang menjauhi garis pantai, muara sungai dan 

badan aliran sungai, serta saluran air yang bermuara di 

pantai; 

d. penyediaan rambu-rambu evakuasi pada jalur evakuasi; 

e. Penyediaan sarana clan prasarana informasi dan 

komunikasi peringatan dini; 

(6) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan 

tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 

1:5.000 tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
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Pasal 60 

(1) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 57 huruf c terdiri atas: 

a. sempadan pantai; dan 

b. sempadan sungai. 

(2) Ketentuan khusus kawasan sempadan panta.i sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: 

a. Sub-Zona perkebunan terdapat di: 

1. SWP I.A pada Blok l.A.1 dan Blok l.A.3; 
2. SWP LB pada Blok I.B.3; dan 

3. SWP LC pada Blok I.C.2. 

b. Sub-Zona perikanan tangkap terdapat di SWP I.A pada 

Blok I.A.1; 

c. Sub-Zona pariwisata terdapat di SWP LC pada Blok I.C.2; 

(3) Ketentuan khusus tempat evakuasi akhir (TEA) sebaga.imana 

dimaksud pada ayat ( 1) huruf b berada di Sub-Zona taman 

kecamatan terdapat di SWP I.E pada Blok I.E.1. 

(4) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. berada di luar kawasan rawan bencana; 

b. jarak tempuh tempat evakuasi sementara dari pusat 

permukiman dan/ atau pusat aktivitas masyarakat sekitar 

400-600 m (empat ratus sampa.i enam ratus meter); 

c. menyediakan sarana dan prasarana minimal evakuasi 

bencana sesuai ketentuan perundang-undangan; 

d. memiliki aksesibilitas tinggi, mudah dijangkau dari segala 

sisi dengan berjalan maupun berlari; dan 

e. memungkinkan untuk digunakan sebagai tempat tinggal 

sementara, dengan syarat minimum sebuah bangunan 

yang layak dijadikan sebagai bangunan evakuasi ya.itu 

memenuhi persyaratan keamanan clan kesehatan. 

(5) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebaga.imana 

dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan 

tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 

1:5.000 tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
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d. Sub-Zona perumahan kepadatan sangat tinggi terdapat di 

SWP LC pada Blok LC.1; 

e. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi terdapat di SWP 

LC pada seluruh Blok; 

f. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang terdapat di: 

1. SWP I.A pada Blok I.A. I; 

2. SWP LB pada Blok l.B.3; dan 

3. SWP LC pada Blok I.C.2. 

g. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah terdapat di SWP 

I.C pada Blok I.C.2; 

h. Sub-Zona SPU skala kota terdapat di: 

1. SWP I.A pada Blok I.A.2; dan 

2. SWP LB pada Blok I.B. l. 

i. Sub-Zona SPU skala kecamatan terdapat di: 

1. SWP LB pada Blok LB.I dan Blok LB.3; dan 

2. SWP I.C pada Blok LC.2. 

J. Sub-Zona SPU skala kelurahan terdapat di SWP LC pada 

Blok I.C. l; 

k. Sub-Zona ruang terbuka non hijau terdapat di SWP LB 

pada Blok l.B.2; 

1. Sub-Zona campuran intensitas menengah/ sedang 

terdapat di: 

1. SWP I.A pada Blok LA.1 dan Blok I.A.3; dan 

2. SWP I. C pada seluruh Blok. 

m. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota terdapat di 

SWP LB pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; 

n. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP terdapat di: 

1. SWP I.A pada Blok I.A.2; 

2. SWP LB pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.3; dan 

3. SWP LC pada seluruh Blok. 

o. Sub-Zona perkantoran terdapat di SWP LB pada Blok 

I.B.1; 
p. Sub-Zona pertahanan dan keamanan terdapat di SWP I.B 

pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; 

q. Sub-Zona transportasi terdapat di: 

1. SWP LB pada Blok I.B.1; dan 

2. SWP I.C pada Blok I.C. l. 
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(3) Ketentuan khusus kawasan sempadan sungai sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: 

a. Sub-Zona hortikultura terdapat di SWP I.A pada Blok 

I.A.1; 

b. Sub-Zona perkebunan terdapat di: 

1. SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4; 

2. SWP I.B pada Blok I.B.3; dan 

3. SWP I.E pada Blok I.E.2. 

c. Sub-Zona petemakan terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1; 

d. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang terdapat di: 

1. SWP I.A pada Blok l.A.4; 

2. SWP I.B pada Blok I.B.3; dan 

3. SWP I.E pada Blok I.E.2. 

e. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah terdapat di SWP 

I.E pada Blok I.E.2; 

f. Sub-Zona SPU skala kecamatan terdapat di SWP LB pada 

Blok I.B.3; 

g. Sub-Zona SPU skala kelurahan terdapat di SWP I.B pada 

Blok I.B.3; 

h. Sub-Zona campuran intensitas tinggi terdapat di SWP I.B 

pada Blok I.B.1; 

i. Sub-Zona campuran intensitas menengah/ sedang 

terdapat di: 

1. SWP I.A pada Blok I.A.l, Blok I.A.2, dan Blok I.A.4; 

2. SWP LB pada Blok I.B.3; dan 

3. SWP I.D pada Blok I.D. l. 

j. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota terdapat di: 

1. SWP I.A pada Blok l.A.4; dan 

2. SWP I.B pada Blok I.B.1. 

k. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP terdapat di SWP 

LB pada Blok I.B.3; dan 

1. Sub-Zona perkantoran terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2 

dan Blok I.A.4. 

(4) Ketentuan khusus kawasan sempadan pantai sebagaimana 

dirnaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut: 
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Pasal 61 

(1) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
52 huruf f meliputi: 

a. ketentuan variansi pemanfaatan ruang; 

Paragraf 6 

Ketentuan Pelaksanaan 

a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan berupa 

kegiatan yang tidak merusak dan tidak menimbulkan 

dampak negatif terhadap lingkungan pantai; 

b. pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka publik sebesar 

20 (dua puluh) sampai dengan 30 (tiga puluh) persen dari 

total kawasan sempadan pantai; dan 

c. permukiman dan/ atau bangunan non permukiman yang 

bersifat eksisting diizinkan dengan syarat tidak menambah 

luasan dan memperhatikan intensitas pemanfaatan ruang. 

(5) Ketentuan khusus kawasan sempadan sungai sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai berikut: 

a. pembatasan pertumbuhan dan pengembangan bangunan 

pada kawasan sempadan sungai; 

b. pendirian bangunan baru dalam kawasan sempadan 

sungai diizinkan untuk fasilitas kepentingan tertentu 

mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku; 

c. bangunan yang bersifat eksisting diperbolehkan dengan 

syarat tidak melakukan penambahan luasan dan 

intensitas bangunan, dan secara bertahap dilakukan 

penertiban untuk mengembalikan fungsi sempadan 

sungai; 

d. menyediakan prasarana pengendalian banjir; dan 

e. mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

(6) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan 

tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 

1:5.000 tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
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b. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; 

c. ketentuan penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak 

sesuai dengan PZ; dan 

d. aturan peralihan. 

(2) Ketentuan variansi pemanfaatan ruang sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan ketentuan yang 

memberikan kelonggaran untuk menyesuaikan dengan 

kondisi tertentu dengan tetap mengikuti ketentuan massa 

ruang yang ditetapkan dalam PZ. 

(3) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1) huruf b merupakan merupakan 

ketentuan yang memberikan insentif bagi kegiatan 

pemanfaatan ruang yang sejalan dengan RTR dan 

memberikan dampak positif bagi masyarakat, serta yang 

memberikan disinsentif bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang 

yang tidak sejalan dengan RTR dan memberikan dampak 

negatif bagi masyarakat. 

(4) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) memuat perangkat untuk: 

a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang 

dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan 

RDTR; 

b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan 

dengan RDTR; clan 

c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan 

dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan 

RDTR. 

(5) Insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

dapat diberikan kepada pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang 

untuk mendukung perwujudan RDTR. 

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara 

pemberian insentif dan disinsentif dilaksanakan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(7) Ketentuan penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak 

sesuai dengan PZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

c berlaku untuk Pemanfaatan Ruang yang izinnya diterbitkan 
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memperhatikan kearifan lokal; dan 

b. diperbolehkan terbatas pada kegiatan bangunan rumah 

tinggal, pendidikan, pariwisata, usaha mikro dan kecil, 

dan pelayanan umum dengan memperhatikan kearifan 

lokal. 

dengan tinggi kepadatan perumahan Sub-Zona 

Pasal 63 

( 1) Teknik Pengaturan Zonasi zona pengendalian pertumbuhan 

(growth controls dengan kode k sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 62, diarahkan untuk pengendalian permukiman suku 

bajo, meliputi: 

a. Sub-Zona perumahan kepadatan sangat tinggi terdapat di 

SWP I.C pada Blok I.C. l; dan 

b. Sub-Zona badan jalan terdapat di SWP LC pada Blok I.C.1. 

(2) Teknik Pengaturan Zonasi zona pengendalian pertumbuhan 

(growth controls dengan kode k sebagaimana dirnaksud pada 

ayat (1), ditetapkan sebagai berikut: 

a. penambahan unit bangunan dan/ atau intensitas 

bangunan permukiman diatas air diperbolehkan terbatas 

pada Sub-Zona perumahan kepadatan sangat tinggi dan 

Pasal 62 

Teknik Pengaturan Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 

huruf b, berupa zona pengendalian pertumbuhan (growth controls 

dengan kode k. 

Bagian Ketiga 

Teknik Pengaturan Zonasi 

sebelum penetapan RDTR dan dapat dibuktikan bahwa izin 

tersebut diperoleh sesuai dengan prosedur yang benar. 

(8) Aturan peralihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

d merupakan aturan yang mengatur status Pemanfaatan 

Ruang yang berbeda dengan fungsi ruang Zona. 
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Pasal 65 

(1) Jangka waktu RDTR Kawasan Perkotaan Langara adalah 20 

(dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali 

dalam periode 5 (lima) tahunan. 

(2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan 

kembali RDTR Kawasan Perkotaan Langara dapat ditinjau 

lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan. 

(3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) berupa: 

a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan 

peraturan perundang-undangan; 

b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan 

dengan undang- undang; 

c. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan 

undang- undang; atau 

BAB IX 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 64 

(1) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara 

partisipatif di daerah, dibentuk Forum Penataan Ruang. 

(2) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan 

dalam pelaksanaan Penataan Ruang. 

(3) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada 

ayat ( 1) di daerah terdiri atas Perangkat Daerah, Asosiasi 

Profesi, Asosiasi Akademisi dan tokoh masyarakat. 

(4) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata 

kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan terkait koordinasi 

penyelenggaraan penataan ruang. 

BAB VIII 

KELEMBAGAAN 
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Pasal 66 

Pemanfaatan Ruang pada Sub-Zona hutan produksi yang dapat 

dikonversi dengan kode HPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

32 ayat (1) huruf b tetap berlaku sampai ditetapkannya 

keputusan/peraturan mengenai perubahan peruntukan dan/atau 

fungsi kawasan hutan oleh Menteri yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan bidang kehutanan. 

BABX 

KETENTUAN TAMBAHAN 

d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis. 

(4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang 

berimplikasi pada Peninjauan Kembali Peraturan Bupati 

Konawe Kepulauan tentang RDTR Kawasan Perkotaan 

Langara dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan 

Ruang. 

(5) Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) diterbitkan berdasarkan kriteria: 

a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis 

dalam peraturan perundang-undangan; 

b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital 

nasional; dan/ atau 

c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di 

sekitarnya. 

(6) Peraturan Bupati Konawe Kepulauan tentang RDTR Kawasan 

Perkotaan Langara dilengkapi dengan laporan rencana dan 

album peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

dari Peraturan Bupati Konawe Kepulauan ini. 
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Pasal 67 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku: 

a. izin Pemanfaatan Ruang dan KKPR yang telah dikeluarkan 

tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya; 

b. Pemanfaatan Ruang di Kawasan Perkotaan Langara yang 

diselenggarakan tanpa izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR dan 

bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, akan 

ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini; dan 

c. izin Pemanfaatan Ruang yang telah habis masa berlakunya dan 

akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme 

penerbitan KKPR. 

BAB XI 
KETENTUAN PERALIHAN 
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NIP 19691004 200112 1 003 
MASYKUR U 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA, 

ISNAJAYADI 
~ 

, .. -,,L/, DAERJ\H KJ\BUPATEN KON!\ WF: KEPUL.'\U \N TAHU 1 2024 NOMOR ~ --..::.:.au--- 

Diundangkan di Langara 
pada tanggal 17.~U"lri 2024 

Ditetapkan di Langara 
pada tanggal 17 j4,iuari 2024 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam 

Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan. 

Pasal 68 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

BAB XII 

KETENTUAN PENUTUP 
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Pelakuna Walma Pelakaanaan -- TP TP·D Kementerlan I 
Per-ckat ·I 

Sumber Lembqayang Daerah Peranpat Daerah Pemanpu 1 1 :z 3 4 5 TP-m TP·IV TP-V Jlo Propam Utama Lokui llleayelengaraba (:Z030 Pendaaaaa Pnmnai Kaba.paten I Kota Kepeatmsan :z 2 :z :z :z :z (2035- (:Z040- Unuan . 
2039) :Z043) 

Pemeriatahan di yan1 YaDI membid-g:l LaiJlnya 0 0 0 0 0 0 :Z034) 
Bidan1 m.embiclanli :z 2 :z :z :z :z 

4 5 6 T 8 9 

I PERWUJUDAN RE.NCANA STRUKTUR RUANO 
A Rencana Pengembangan Puaat Pelayan.an 
a Pusat Pelayanan Kota/Kawaaan Perkotaan 
1 Program Peningkatan Praaarana, Sarana Dan Utilitaa Umum (PSU) 
1.1 Uruaan Penyelenggaraan PSU Penamahan 

Penyediaan Prasarana, pusat pelayanan Pekerjaan Umum 
kawasan perkotaan APBD dan Tata Ruang I 

1.1.1 
Sarana, dan Utilitas Umum Langara terdapat di Kabupaten - - Perumahan dan Swasta di Perumahan untuk SWP I.A pada Blok / Swasta Kawasan Menunjang Fungsi Hunian I.A.2 Permukiman 

:z Procram Pengembangan Permukiman 
2.1 Penyelengaraan lnfraatruktur pada Permukiman di Kawaaan Strategia Daerah Kabupaten 

Pembangunan dan pusat pelayanan Pekerjaan Umum Pengembangan kawasan perkotaan APBD dan Tata Ruang I Infrastruktur Kawasan 
2.1.1 Langara terdapat di Kabupaten - - Perumahan dan Swasta Permukiman di Kawasan SWP I.A pada Blok / Swasta Ka was an 

Strategis Daerah l.A.2 Permukiman Kabupaten 
b Sub Puaat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan 
1 Procram Peningkatan Praaarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) 
1.1 Ul'UNJl Penyelenggaraan PSU Penamahan 

• sub pusat pelayanan 

Penyediaan Prasarana, Langara Iwawo Pekerjaan Umum 

Sarana, dan Utilitas Umum terdapat di SWP LB APBD dan Tata Ruang I 
1.1.1 untuk pad a Blok I.B.1; dan Kabupaten - - Perumahan dan Swasta di Perumahan • sub pusat / Swasta Ka was an Menunjang Fungsi Hunian pelayanan Kawa- Permukiman 

Kawali terdapat di 

TABEL INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS 

LAMPIRANV 
PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN 
NO~ TAHUN 2024 
TENTANG 
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN LANGARA 
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SWP I.E pada Blok 
I.E.l 

2 Program Pengembangan Permuldman 
2.1 Penyelengaraan lnfra•truktur pada Permulliman di Kawuan Strategi• Daerah Kabupaten 

• sub pusat 
pelayanan Langara 

Pembangunan dan Iwawo terdapat di Pekerjaan Umum 
Pengembangan SWP I.B pada Blok 
Infrastruktur Kawasan I.B.l; dan APBD dan Tata Ruang / 

2.1.1 Permukiman di Kawasan • sub pusat 
Kabupaten - - Perumahan dan Swasta 

Strategis Daerah pelayanan Kawa- / Swasta Kawasan 

Ka bu paten Kawali terdapat di 
Permukiman 

SWP I.E pada Blok 
I.E.l 

c Pusat Pelayanan Lingkungan 
c.l Puaat Lingkungan Kelurahan/Desa 
1 Program Peningkatan Praaarana, Sarana dan Utilitaa Umum IPSU) 

1.1 Urusan Penyelengaraan PSU Perumahan 
• pusat lingkungan 

Bu.kit Permai 
terdapat di SWP I.A 
pada Blok I.A.4; 

•pusatlingkungan 
Lamoluo terdapat di 
SWP I.B pada Blok Pekerjaan Umum 

Penyediaan Prasarana, I.B.2; 
Sarana, dan Utilitas Umum • pusat lingkungan 

APBD dan Tata Ruang / 
1.1. l 

di Perumahan untuk Langaro Bajo Kabupaten - - Perumahan dan Swasta 

Menunjang Fungsi Hunian terdapat di SWP I. C / Swasta Kawasan 

pada Blok I.C.l; Permukiman 

•pusat lingkungan 
Langara Indah 
terdapat di SWP J.B 
pada Blok I.B.3; 

epusat lingkungan 
Langara Laut 
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terdapat di SWP I.B 
pada Blok LB. I; 

• pusat lingkungan 
Langkowala terdapat 
di SWP I.C pada Blok 
LC.I; 

•pusat lingkungan 
Lanowatu terdapat di 
SWP LB pada Blok 
I.B.3; 

• pusat linglrungan 
Lantula terdapat di 
SWP LB pada Blok 
l.B.3; 

• pusat lingkungan 
Mata Baho terdapat 
di SWP I.D pada Blok 
I.D.l; 

• pusat lingkungan 
Mata Langara 
terdapat di SWP I.B 
pada Blok J.B.2; 

• pusat lingkungan 
Pasir Putih terdapat 
di SWP I.A pada Blok 
I.A. l; 

•pusat lingkungan 
Wawobili terdapat di 
SWP I.E pada Blok 
I.E.2; dan 

• pusat lingkungan 
Wawolaa terdapat di 
SWP I.It pada Blok 
I.E.2 

2 Program Pengem.bangan Permukiman 
2.1 Penyelencgaraaa lnfrastru.lrtur pada Permuldman di Kawasan Strategia Daerah Kaba.paten 
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le pusat lingkungan 
Bukit Permai 
terdapat di SWP I.A 
pada Blok I.A.4; 

lepusat lingkungan 
Lamoluo terdapat di 
SWP I.B pada Blok 
I.B.2; 

• pusat lingkungan 
Langaro Bajo 
terdapat di SWP I. C 
pada Blok I.C.1; 

lepusat lingkungan 
Langara Indah 
terdapat di SWP I.B 

Pembangunan dan pada Blok 1.8.3; 
Pekerjaan Umum Pengembangan lepusat lingkungan 

APBD dan Tata Ruang / Infrastruktur Kawasan Langara Laut Ka bu paten - - Perumahan dan Swasta 2.1.1 
di Kawasan terdapat di SWP I.B Permukiman / Swasta Kawasan Strategis Daerah pada Blok I.B.1; 

Permukiman Kabupaten •pusat lingkungan 
Langkowala terdapat 
di SWP I.C pada Blok 
l.C. l; 

lepusat lingkungan 
Lanowatu terdapat di 
SWP I.B pada Blok 
I.B.3; 

lepusat lingkungan 
Lantula terdapat di 
SWP l.B pada Blok 
I.B.3; 

1e pusat lingkungan 
Mata Baho terdapat 
di SWP l.D pada Blok 
I.D.1; 
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lepusat lingkungan 
Mata Langara 
terdapat di SWP l.B 
pada Blok l.B.2; 

•pusat lingkungan 
Pasir Putih terdapat 
di SWP I.A pada Blok 
I.A.1; 

• pusat lingkungan 
Wawobili terdapat di 
SWP I.E pada Blok 
I.E.2; dan 

lepusat lingkungan 
Wawolaa terdapat di 
SWP 1.E pada Blok 
I.E.2 

B Rencana JariDpn Transportui 
a Jalan Kolektor Primer 
1 Program Penyelenggaraan Jalan 

1.1 Penyeleaaaraan Jalan Kabupaten 

leruas Lamoluo - Mata 
Langara (SMA) 
melintas di SWP 1.B; 

leruas Langara 

Pelebaran Jalan (Pelabuhan) - Mata APBD Pekerjaan Umum . 1.1.1 Langara melintas di - - dan Tata Ruang Menambah Lajur 
SWP l.B dan SWP l.C; 

Kabupaten 

leruas Pasir putih - 
Batumea melintas di 
SWP I.A; 

leruas Simpang 
Lamoluo - Pasir Putih 

Rekonstruksi Jalan melintas di SWP I.A APBD Pekerjaan Umum - - 1.1.2 (Peningkatan Perkerasan dan SWP I.B; - dan Tata Ruang Ka.bu paten Jalan) 
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1.1.3 Pemelibaraan Jalan Secara leruas Sp.3 Batumea - APBD Pekerjaan Umum - - - Berkala Sp.4 Larnoluo Kabupaten dan Tata Ruang 
melintas di SWP I.A; 

leruas Sp. 3 Langara 
(Rujab Bupati) - Pasir 
Putih (By Pass) 
melintas di SWP I.A 
dan SWP l.B; 

leruas Sp.4 Lamoluo - 
Kompleks 
Perkantoran Pemda 
melintas di SWP I.A; 

leruas Sp.4 Lamoluo - 
Langara (Rujab 
Bupati) melintas di 

1.1.4 Pemeliharaan Jalan Secara SWP I.Adan SWP 1.B; APBD Pekerjaan Umum - - . 
Ru tin leruas Sp.4 Lamoluo - Ka bu paten dan Tata Ruang 

Pasir Putih melintas 
di SWP I.A; 

leruas Wawobili - 
Wawolaa melintas di 
SWP l.B, SWP l.C, 
SWP l.D, dan SWP 
I.E; 

leruas Wawolaa - Mata 
lwoi melintas di SWP 
I.E; dan 

leruas jalan kolektor 
primer melintas di 
SWP I.B 
ruas Sp.3 Langara 
(Rujab Bupati) - APBD Pekerjaan Umum 1.1.5 Pembangunan Jalan Pasir Putih (By Pass) - - . 
melintas di SWP I.A Kabupaten dan Tata Ruang 

dan SWP 1.8 
b Jalan Lokal Primer 
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1 Program Penyelengaraan Jalan 
1.1 Penyelengarun Jalan Kabupaten 

1.1.1 Pelebaran Jalan APBD Pekerjaan Umum - - . 
Menambah Lajur Kabupaten dan Tata Ruang 
Rekonstruksi Jalan APBD Pekerjaan Umum 1.1.2 (Peningkatan Perkerasan - - . 
Jalan) Kabupaten dan Tata Ruang 

Pemeliharaan Jalan Secara melintas di seluruh APBD Pekerjaan Umum 1.1.3 Berkala SWP Kabupaten - - dan Tata Ruang - 
1.1.4 Pemeliharaan Jalan Secara APBD Pekerjaan Umum - - - Ru tin Kabupaten dan Tata Ruang 

1.1.5 Pembangunan Jalan APBD Pekerjaan Umum - - - Ka bu paten dan Tata Ruang 
e Jalan Lingkungan Sekunder 
1 Program Penyelengaraan Jalan 
1.1 Penyelengaraan Jalan Kabupaten (Jalan Lingkuncan Sekunder) 

1.1.1 Pelebaran Jalan Menuju APBD Pekerjaan Umum - - - Standar Kabupaten dan Tata Ruang 
Pembebasan Lahan/Tanah APBD Pekerjaan Umum 1.1.2 untuk Penyelenggaraan - - - 
Jalan Kabupaten dan Tata Ruang 

1.1.3 Pembangunan Jalan APBD Pekerjaan Umum - - - melintas di seluruh Kabupaten dan Tata Ruang 
Rekonstruksi Jalan SWP 

APBD Pekerjaan Umum 1.1.4 (Peningkatan Perkerasan - - dan Tata Ruang - 
Jalan) Kabupaten 

1.1.5 Pemeliharaan Jalan Secara APBD Pekerjaan Umum - - - Berka.la Kabupaten dan Tata Ruang 

1.1.6 Pemeliharaan Jalan Secara APBD Pekerjaan Umum - - - Ru tin Kabupaten dan Tata Ruang 
d Jalan Menuju Moda Tranaportasi Umum 
1 Program Penyelengaraan Jalan 

1.1 Penyelengaraan Jalan Kabupaten (Jalan llea~u lloda Tranaportaai Umum• 

1.1.1 Pelebaran Jalan Menuju SWPI.B APBD Pekerjaan Umum - - - Standar Ka bu paten dan Tata Ruang 
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Pembebasan Lahan/Tanah APBD Pekerjaan Umum 1.1.2 untuk Penyelenggaraan - - - 
Jalan Ka bu paten dan Tata Ruang 

1.1.3 Pembangunan Jalan APBD Pekerjaan Umum - - . 
Kabupaten dan Tata Ruang 

1.1.4 Pemeliharaan Jalan Secara APBD Pekerjaan Umum - - . 
Berkala Ka bu paten dan Tata Ruang 

1.1.5 Pemeliharaan Jalan Secara APBD Pekerjaan Umum - - - Ru tin Ka bu paten dan Tata Ruang 
e Terminal Penumpang Tipe C 
1 Program Penyelengaraan Lalu Lintas dan Anglrutan Jalan (LLAJ) 

1.1 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C 
Penyusunan Ren can a 

APBD 1.1.1 Pembangunan Terminal - - Perhubungan - 
Penumpang Tipe C Ka bu paten 

Pembebasan Lahan I APBD 
Perumahan dan 

1.1.2 Tanah untuk - - Kawasan - 
Penyelenggaraan Terminal Terminal Langara 

Kabupaten Permukiman 

1.1.3 Pembangunan Gedung terdapat di SWP I.B APBD Pekerjaan Umum - - - Terminal pada Blok 1.B. l Kabupaten dan Tata Ruang 
Pengelolaan Terminal 

APBD 1.1.4 Penumpang Tipe c Kabupaten - - Perhubungan - 
(Kabupaten) 

1.1.5 Pengembangan Sarana dan APBD Perhubungan - - - Prasarana Terminal Kabupaten 
f Terminal Barang 
1 Program Penyelenuaraan Lalu Lintas dan Anglrutan Jalan (LLAJ) 

1.1 Pengelolaan Terminal Barang 
Penyusunan Rencana Pekerjaan Umum 

1.1.1 Pembangunan Terminal Terminal Barang APBN dan Perumahan - - - 
Barang Langara terdapat di Rakyat 
Pembebasan Lahan/Tanah SWP I.B pada Blok Pekerjaan Umum 

1.1.2 untuk Penyelenggaraan I.B.1 APBN dan Perumahan - - - 
Terminal Barang Rakyat 
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Pembangunan Gedung Pekerjaan Umum 
1.1.3 APBN dan Perumahan - - - Terminal Barang 

Rakyat 

1.1.4 Pengelolaan Terminal APBN Perhubungan - - - Ba rang 

Pengembangan Sarana dan Pekerjaan Umum 
1.1.5 APBN dan Perumahan - - - Prasarana Terminal 

Rakyat 

' Jembatan 
1 Program Penyelengcaraan Jalan 

1.1 Penyelengaraan Jalan Kabupaten (Jembatan) 
~ SWP I.A pada seluruh APBN / Cipta Karya 

Blok; APBD Pekerjaan Umum Bina Pekerjaan Umum 1.1.1 Pembangunan Jembatan • SWP 1.B pada seluruh Provinsi / dan Perumahan Konstruksi dan Tata Ruang - 
Blok; APBD Rakyat dan Tata 

•SWP 1.C pada Blok Kabupaten Ruang 
I.C.1; 

APBD Cipta Karya 
•SWP I.D pada 

Provinsi I Bina Pekerjaan Umum 1.1.2 Rehabilitasi Jembatan seluruh Blok; dan - Konstruksi . 
•SWP 1.E pada seluruh APBD dan Tata dan Tata Ruang 

Blok. Kabupaten 
Ruang 

h Pelabuhan Penyeberangan Kelaa II 
1 Program Pengelolaan Pelayaran 

1.1 Peqelolaan Pelabuhan Penyeberangan Kela• D 
Pengoperasian dan 

1.1.1 Perneliharaan Pelabuhan APBN Perhubungan - - - 
Penyeberangan Kelas II 
Pengawasan Pelabuhan Langara 

APBD 1.1.2 Pengoperasian Pelabuhan terdapat di SWP 1.B - - Perhubungan - 
Penye berangan Kelas II pada Blok I.B. l Kabupaten 

Pemenuhan Fasilitas 
1.1.3 Pelayanan Angkutan APBN Perhubungan - - - 

Penyeberangan Kelas II 
i Pelabuhan. Pengumpul 
1 Program Pen&elolaan Pelayaran 
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1.1 Pengelolaan Pelabuhan Pengumpul 
Pengoperasian dan 

1.1.1 Pemeliharaan Pelabuhan APBN Perhubungan - - - 
Pengumpul 
Pengawasan Pelabuhan Langara 

1.1.2 Pengoperasian Pelabuban di SWP LB pada Blok APBN Perhubungan - - - 
Pengumpul I.B. l 
Pemenuhan Fasilitas 

1.1.3 Pelayanan Angkutan APBN Perhubungan - - - 
Pelabuhan Pengumpul 

j Pangkalan Pendaratan Ikan 
1 Program Pengelolaan Perikanan Tan1kap 

1.1 Pen1elolaan PangkalaA Pendaratan Ulan 
Penyusunan Rencana APBN / Kelautan dan Kelau tan 

1.1.1 Pangkalan Pendaratan APBD dan - - 
Ikan Provinsi Perikanan Perikanan 

Pengembangan Pangkalan Pangkalan APBN I Kelautan dan Kelau tan 
1.1.2 Pendaratan lkan APBD dan - - Pendaratan lkan 

Langara terdapat di Provinsi Perikanan Perikanan 
SWP I.A pada Blok APBN / 

Pemeliharaan Pangkalan 
I.A.1 APBD Kelau tan 

1.1.3 Provinsi / Kelautan dan dan Perikanan - Pendaratan Ikan 
APBD Perikanan Perikanan 

Kabupaten 
c Rencana Jarin1an Enerp 
a Pembang)dt Listrlk Tenaga Diesel (PLTDJ 
1 Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan 

1.1 Pengembangan Pembang)dt Llatrik Tenaga Liatrik Diesel (PLTDJ 
Pengembangan PL TD Langara Iwawo APBN / PT. Energi dan Sumber PT.PLN/ 1.1.1 Pembangkit Listrik Tenaga terdapat di SWP I.D PLN / - - 
Diesel (PLTD) pada Blok I.D.1 BUMN Daya Mineral BUMN 

b Saluran Udara Te1angan lllenengah (SUTIII) 
1 Program Pengelolaan Ketenagaliatrikan 

1.1 Pen1embanpa Jarinpa Tranamiai Tena.ca Liatrik 
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Pengembangan Jaringan 
melintas di SWP I.A, APBN / PT. Transmisi Saluran Udara Energi dan Sumber 1.1.1 SWP l.B, SWP I.D, PLN I PT.PLN/ 

Tegangan Menengah Daya Mineral - - 
(SUTM) dan SWP I.E BUMN BUMN 

c Saluran Udara Tegangan Rendah fSUTR) 
1 ProlJ'am Pengelolaan Ketenagaliatrikan 

1.1 Pen1embanpn Juingan Transmisi Tenap Llatri.k 
Pengembangan Jaringan 

melintas di seluruh APBN / PT. 
1.1.1 Transmisi Saluran Udara PLN / 

Energi dan Sum ber PT.PLN/ 
SWP Daya Mineral - - 

Tegangan Rendah (SUTR) BUMN BUMN 

d Gardu Liatrik 
d.l Gardu Diatrlbuai 
1 Procram Pengelolaan Ketenagaliatrikan 

1.1 Pembanpnan dan Pengembancan Garda Diatribusi 
19 SWP I.A pada Blok 

I.A.l, Blok I.A.2, 
dan Blok I.A.4; 

Optimalisasi dan i.SWP I.B pada APBN / PT. Energi dan Sumber 1.1.1 Pengembangan Gardu seluruh Blok; PLN / PT.PLN/ - - 
Distribusi i.SWP I.D pada Blok BUMN Daya Mineral BUMN 

I.D.1,; dan 
19SWP I.E pada 

seluruh Blok. 
D Rencana Jarin1an Telekomunikui 
a Jaringan Tetap 

a.1 Jaringan Serat Optik 
1 Prop-am Penyelenuaraan Jaringan Serat Optik 

1.1 Rencana Pengembangan Jarin1an Serat Opt:ik 
APBN / 
APBD 

Pengembangan Jaringan melintas di seluruh Kabupaten Komunikasi dan Komunikasi, PT. Telkom/ 
1.1.1 Serat Optik SWP I PT. Informatika - Informatika dan BUMN/ 

Telkom/ Persandian Swasta 
BUMN / 
Swasta 
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APBN I 
APBD 

Pembangunan Jaringan Kabupaten Komunikasi dan Komunikasi, PT. Telkom/ 
1.1.2 

Serat Optik I PT. - Informatika dan BUMN/ 
Telkom/ Informatika Persandian Swasta 
BUMN / 
Swasta 

a.2 Kotak pembqi 
1 Program Penyelenggaraan Infrastruktur Jarlagan Tetap 

1.1 Rencana Pengembangaa Infrastrulrtur Jaringaa Tetap 
• SWP I.A pada Blok 

I.A.1, Blok l.A.2, 
dan Blok I.A.4; APBD •SWP I.B pada Ka bu paten Pengembangan dan/atau seluruh Blok; Komunikasi, PT. Telkom/ 

1.1.1 Pemeliharaan Kotak •SWP I.C pada I PT. Informatika dan BUMN/ Telkom/ - - 
Pembagi seluruh Blok; Persandian Swasta 

• SWP I.D pada Blok BUMN / 

l.D.1; dan Swasta 

• SWP I.E pada 
seluruh Blok. 

b Jaringan Bergerak Seluler 
b.l Menara Ba.se Tranaceiver Station (BTS) 
1 Program Perwujudan Ban111nan Menara Perambuan 

1.1 Konatrukai Dalam Pengerjaan Bancunan Menara Perambuan-Baagunan llenara Telekomunikaai 
• SWP I.A pada Blok 

I.A.2 dan Blok I.A.4; 

Pengembangan Menara •SWP I.B pada seluruh 
Blok; BUMN / BUMN / 1.1.1 base transceiver station - - - 

(BTS) •SWP I.C pada Blok Swasta Swasta 
l.C.1; dan 

•SWP I.E pada Blok 
1.E.2 

2 Penetapan Tari! Tenaga Liatrik untuk Konaumen dan Penatauaahaan Izin Pemanfaatan Jaringan untuk Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika dari Pemegang bin yang Ditetapkan 
oleh Daerah Provinai 



Pel•k .. na Waktu Pelak•anaan 
TP TP·D Kementerian I Peraapat ·I 

Sumber Lembapyang Daerala Perancat Daerah Pemaa.pu l 1 2 3 4 6 TP-m TP·IV TP-V Ro Propam Utama Lakaai Menyelengarakan (2030 Pendaaaaa Prorinsi Kaba.paten I Kota Kepeatinpa 2 2 2 2 2 2 (2035- (~0- Ul'USUI . 
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2.1 Pen1enclalian d.an Pen1awasan Pelaksanaan Peridnan Pemanfaatan Jarin1an Wlta.k Telekomullilulai, Maltimeclia, d.an Informatilul dari Pemegan1 lsin yaag Ditetapkan oleb Daerala Pro,riuai 
• SWP I.A pada Blok 

I.A.2 dan Blok I.A.4; 

Pengendalian dan • SWP I.B pada seluruh APBD Komunikasi, 
2.1.1 Pengaturan Menara base Blok; Kabupaten 

Informatika dan BUMN / 
•SWP I.C pada Blok I BUMN I - - Swasta transceiver station (BTS) I.C.1; dan Swasta Persandian 

leSWP I.E pada Blok 
I.E.2 

E Rencana Jarinpn Sumber Daya Air 
a Sistem Pengendalian Banjir 
a.1 Jaringan Penpndalian Banjir 
1 Prop-am Pengelolaan Sumber Daya Air (SDAI 

1.1 Pen1elolaan SDA dan BualUll&D Penpman Pantai pada Wilayah Suncai (WS) dalam. 1 (Satu) Daerah Kabupaten 
Penyusunan Rencana 
Teknis dan Dokurnen 
Lingkungan Hidup untuk APBN / Pekerjaan Umum Pekerjaan Umum 1.1.1 Konstruksi Pengendali APBD dan Perumahan - . 
Banjir, Drainase Utarna SWP I.A, SWP I.B, Kabupaten Rakyat dan Tata Ruang 

Perkotaan dan Pengaman dan SWPI.E. 
Pantai 

Pembangunan Kan al APBN / Pekerjaan Umum Pekerjaan Umum 1.1.2 APBD dan Perumahan - - Banjir 
Kabupaten Rakyat dan Tata Ruang .. Rencana Jarlnpn Air Millum 

a Unit Air Baku 
a.1 Banpnan Pengambil Air Baku 
1 Prop-am Pengelolaan dan Pengembancan Siatem Penyecliaan Air Minum 

1.1 Penin&)latan Kapaaitaa d.an/atau Pemeliharaan BangunanPengelolaan dan Pengembaap11 Siatem Penyediaan Air Minum (SPAii) di Daerah Kabupaten/Kota 

Peningkatan Bangunan •sumber air Lanowatu APBD 
Pekerjaan Umum 1.1.1 

Pengambil Air Baku terdapat di SWP 1.0 Kabupaten - - dan Tata Ruang BUMD 
pada Blok I.D.2; d.an /BUMD 

Operasi dan Pemeliharaan •su.mber air Mata APBD 
Pekerjaan Umum 1.1.2 Baho terdapat di SWP Kabupaten - - BUMD Unit Air Baku I.D pada Blok I.D.l /BUMD dan Tata Ruang 



Pelak .. aa Waktu Pelaksanaan 
TP TP·D Kementerlan I 

Peranpat -I 
Sumber Lembaga yanc 

Daerah Perangkat Daerah Pemanpu 1 1 2 3 4 s TP-m TP·IV TP-V !fo ProlJ'&Dl Utama Lokaai Menyelengarakan (2030 Pendanaan Provins! Kabupaten I Kota Kepentingan 2 2 2 2 2 2 (:2035- (2040- Uruaan . 
2039) 2043) 

Pemerintahan di )'IUII yang membidangi Lainnya 0 0 0 0 0 0 2034) 
membidanp 2 2 2 2 2 2 

Bi dang 4 s 6 7 8 9 

b Unit Produkai 
b.l Bangunan Penampung Air 
1 Program Pen1elolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 
1.1 Penin1katan Kapasitaa dan/atau Pemeliharaan BangunanPengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyecliaan Air lllinum (SPAii) di Daerah Kabupaten/Kota 

1.1.1 Rehabilitasi Embung dan • Reservoir Sumber Ail APBD Pekerjaan Umum 
Penampungan Air Lainnya Kandu - Kandunga Ka bu paten - - dan Tata Ruang - 

terdapat di SWP I.A 
pada Blok l.A.4; 

Operasi dan Pemeliharaan • Bak Langara lndah 

1.1.2 Embung dan Penampung terdapat di SWP LB APBD Pekerjaan Umum 
pada Blok I.B.3; dan Kabupaten - - dan Tata Ruang - 

Air Lainnya 
• Bak Lanowatu 

terdapat di SWP I.B 
pada Blok I.B.3 

b.2 Jaringan Tranamisi Air Minum 
1 Program Pengelolaan dan Pengembangan Siatem Penyediaan Air Minum 

1.1 Peningkatan Kapasitaa dan/atau Pemeliharaan BangunanPengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota 

Peningkatan Jaringan APBD Pekerjaan Umum 1.1.1 Transmisi Air Minum Kabupaten - - BUMD ~SWP I.A; /BUMD dan Tata Ruang 

Operasi dan Pemeliharaan SWP l.B; dan 
APBD •SWP I.D. Pekerjaan Umum 1.1.2 Jaringan Transmisi Air Ka bu paten - - BUMD 

Min um /BUMD dan Tata Ruang 

c Unit Diatribuai 
c.1 Jaringan Distribuai Pembagi 
1 Program Pen1elolaan dan Pen1embatt1an Siatem Penyediaan Air Minum 
1.1 Peningkatan Kapasitaa dan/atau Pemeliharaan BangunanPengelolaan dan Pengemban&an Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota 

APBD 

1.1.1 Pembangunan Jaringan Ka bu paten Pekerjaan Umum PDAM / 
Distribusi Pembagi - - I PDAM I dan Tata Ruang BUMD 

melintas di seluruh BUMD 
SWP APBD 

1.1.2 Peningkatan Jaringan Kabupaten Pekerjaan Umum PDAM/ 
Distribusi Pembagi - - I PDAM I dan Tata Ruang BUMD 

BUMD 



Pel•kun• Wakta Pel•ku:aamn 
TP TP·D Kementerian I Peraapat -r 
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Pemeruatahan di membidanp 2 2 :z 2 :z 2 

Bid•n1 4 6 6 7 8 9 

Operasi dan Pemeliharaan APBD 
Kabupaten Pekerjaan Umum PDAM / 1.1.3 Jaringan Distribusi - - SUMO Pembagi I PDAM I dan Tata Ruang 

BUMD 
0 Rencana Pen1elolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (83) 
a Siatem Pen1elolaan Air Limbah (SPALi Non Dome1tlk 
a.l lnfraatrulrtur Siatem Pen1elolaan Air Limbah Non Domeatik 
1 Prop-am Pengelolaan dan Pengembangan Siatem Air Limbah 

1.1 Pen1elolaan clan Pen&embanp.n Slatem Air Llmbah ft'on Domeatill dalam Daerah Kabupaten/Kota 
Rehabilitasi/Peningkatan/ 

APBD Pekerjaan Umum Perluasan lnfrastruktur 1.1.1 Sistem Pengelolaan Air IPAL Puskesmas Kabupaten - - dan Tata Ruang I Swasta 

Lirnbah Non Domestik Langara terdapat di I Swasta Kesehatan 

Operasi dan Pemeliharaan 
SWP 1.E pada Blok 

APBD Pekerjaan Umum l.E. l 
1.1.2 Sistem Pengelolaan Air Kabupaten - - dan Tata Ruang I Swasta 

Llmbah Non Domestik I Swasta Kesehatan 
b Siatem Pen1elolaan Air Limbah Domeatik Terpuaat 

b.l IPAL Skala Kawaaaa Tertentu/Permukiman 
1 Program Pengelolaan dan Pen1embangan Siatem Air Limbah 

1.1 Pen1elolaan clan Pen1embangan Slatem Air Llmbah Dome•tik dalam Daerah Kabupaten 

APBN I Pekerjaan Umum 
Pembangunan/Penycdiaan 

APBD Pekerjaan Umum dan Tata Ruang I 
1.1.1 IPAL Skala Kaw as an dan Perumahan - Perumahan dan Swasta 

Tertentu/Permukiman • SWP I.A pada Blok Kabupaten Rakyat Kawasan 
1.A. l clan Blok l.A.4; I Swasta Permukirnan 

Rehabilitasi/Peningkatan/ SWP LB pada 
Pekerjaan Umum 

Perluasan Si stem seluruh Blok; APBN I Pekerjaan Umum dan Tata Ruang I •SWP I.C pada APBD 1.1.2 Pengelolaan Air Limb ah dan Perumahan - Perumahan dan Swasta 
Domestik Terpusat Skala seluruh Blok; Kabupaten 

Rakyat Kaw as an 
Permukiman le SWP 1.D pada Blok / Swasta Pennukiman l.D.1; dan 

Pekerjaan Umum •SWP 1.E pada APBN I Operasi dan Pemeliharaan seluruh Blok. APBD Pekerjaan Umum dan Tata Ruang I 
1.1.3 !PAL Skala Kawasan dan Perumahan - Perumahan dan Swasta 

Tertentu / Permukiman Kabupaten Rakyat Kawasan I Swasta Permukiman 



Pelakaana Waktu Pela.kaanaan 
TP TP·D Kementerian I Peraapat -1 
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membidangi 2 :.) :.) 2 2 2 

Bidang 4 5 6 7 8 9 

c Siatem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) 
1 Program Pengelolaan dan Pengembangan Siatem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) 

1.1 Pengelolaan dan Pengemban1an Slatem Air Limbah B3 dalam Daerah Kabupaten 
Pembangunan/Penyediaan 

APBD Pekerjaan Umum 

1.1.1 Sistem Pengelolaan 
Ka bu paten dan Tata Ruang I Swasta Limbah Bahan Berbahaya - - Kesehatan / 

dan Beracun / Swasta Lingkungan Hidup 
Rehabili tasi / Peningkatan / SPLB3 RSUD 

Pekerjaan Umum Perluasan Sistem Kabupaten Konawe APBD 
dan Tata Ruang I 1.1.2 Pengelolaan Limbah Bahan Kepulauan terdapat Ka bu paten - - Kesehatan I Swasta 

Berbahaya dan Beracun di SWP I.A pada Blok / Swasta Lingkungan Hidup (B3) I.A.2 
Operasi dan Pemeliharaan 

APBD Pekerjaan Umum 

1.1.3 Si stem Pengelolaan 
Kabupaten dan Tata Ruang / Swasta Limbah Bahan Berbahaya - - Kesehatan / 

dan Beracun (83) / Swasta Lingkungan Hidup 
H Rencana Jaringan Penampahan 
a Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3Rt 
1 Proll'am Pen1emban1an Siatem dan Pengelolaan Peraampahan Regional 

1.1 Pengembangan Slatem dan Pengelolaan Penampahaa di Daerah Kabupaten 
Penyusunan Rencana, 
Kebijakan, Strategi, dan APBN / Pekerjaan Umum 

1.1.1 Teknis Sistem Pengelolaan APBD dan Perumahan - Lingkungan Hidup - 
Persampahan TPS3R Ka bu paten Rakyat 
Kewenangan Kabupaten 

1e SWP I.A pada Blok APBN I Pekerjaan Umum Perumahan dan 
1.1.2 Pembebasan Lahan I.A.4; dan APBD dan Perumahan - Kawasan - 

•SWP I.B pada Blok Ka bu paten Rakyat Permukiman 
I.B.1 APBN / Pekerjaan Umum Pekerjaan Umum 1.1.3 Penyusunan DED TPS3R APBD dan Perumahan - - 

Kabupaten Rakyat dan Tata Ruang 

Pembentukan lembaga APBN / Pekerjaan Umum Pekerjaan Umum 1.1.4 APBD dan Perumahan - - pengelola TPS3R 
Kabupaten Rakyat dan Tata Ruang 



PeJ•kNn• Wmktu Pel•k .. aHD 
TP TP·D Kementeriaa I Peraapat ·I 

Sumber Lembapyaq Daerah Peruapat Daenh Pemu.pa 1 1 2 3 4 5 TP-m TP·IV TP-V Ro Propam Utama Lokaat Meayelengarakaa C:l030 Pendan•aa Prcmnal Kabapaten I Kota Kepeatiapa 2 2 2 2 2 2 c20as- (2040- 
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Pemeruatahua di J'Ull Jalll membldaap Lahanya 0 0 0 0 0 0 2034) 2039) 2043) 
membldanp 2 2 2 2 2 2 

Bidaa1 4 g 6 7 8 9 

Pelatihan bagi pengelola APBN / Pekerjaan Umum Pekerjaan Umum 1.1.5 APBD dan Perurnahan - . 
TPS3R 

Kabupaten Rakyat dan Tata Ruang 

APBN I Pekerjaan Umum Pekerjaan Umum 1.1.6 Pembangunan TPS3R APBD dan Perumahan - - 
Kabupaten Rakyat dan Tata Ruang 

Operasi dan Pemeliharaan APBN / Pekerjaan Umum Pekerjaan Umum 1.1.7 APBD dan Perumahan . 
TPS3R - clan Tata Ruang 

Kabupaten Rakyat 
b Tempat Penampun1an Sementara (TPS) 
1 Procram Pen1emban1an Sistem dan Pen&elolaan Peraampahan Reeional 

1.1 Pencembanpa. Siatem clan Pencelolaan Penam.pahan di Daerah Kabupaten 
Pembangunan TPS (Sesuai 
Jangkauan dan Radius APBD Pekerjaan Umum Pelayanan Skala Kawasan/ Kabupaten Swasta / 1.1. l Lingkungan untuk I Swasta / - - dan Tata Ruang I Masyarakat 
Melayani Pu sat - Pu sat Masyarakat Lingkungan Hidup 

Pelayanan) • SWP I .A pada seluruh 
Peningkatan TPS Blok; 
(Pengembangan Tempat •SWP I.B pada seluruh APBD Pekerjaan Umum Penampungan Sementara Blok; 1.1.2 Kabupaten - - dan Tata Ruang I Swasta atau Sesuai Perkembangan •SWP I.C pada seluruh I Swasta Lingkungan Hidup Teknologi Pengolaban Blok; 
Sampah) • SWP I.D pada Blok 
Penycdiaan Saran a l.D.l; dan APBD Pekerjaan Umum 

1.1.3 Persampahan berupa Truk •SWP I.E pada seluruh Ka bu paten - - dan Tata Ruang / Swasta 
Sampah Blok. / Swasta Llngkungan Hidup 
Pembinaan Teknik 
Pengelolaan Persampahan APBD 

1.1.4 (Sistem Pengelolaan Kabupaten - - Lingkungan Hidup Swasta 
Persampahan Berbasls / Swasta 
Masyarakat) 

c Tempat Pen1elolaan Sampah Terpadu (TPST) 
1 Procram Pengembangan Siatem dan Pen1elolaan Peraampahan Recional 

1.1 Penaembanpa. Siatem clan Peacelolaan Penam.pahaa di Daerah Kabupaten 



Pelakuaa Waktu Pelaksanaan 
TP TP·D Kementerian I 

Peralllbt -I 
Sumber Lembap. )'8111 
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Uruaan . 

yang yang membidangi Laina ya 0 0 0 0 0 0 2034) 2039) Z43) 
Pemerintahan di 

membidangi 2 2 2 2 2 2 Bi dang 4 s 6 7 8 9 

Penyusunan Rencana, APBN / Cipta Karya 
Kebijakan, Strategi, dan APBD Pekerjaan Umum Bina 

1.1. l Teknis Sistem Pengelolaan Provinsi / dan Perumahan Konstruksi Lingkungan Hidup . 
Persampahan TPST APBD Rakyat dan Tata 
Kewenangan Kabupaten Kabupaten Ruang 

APBN / Cipta Karya 
APBD Pekerjaan Umum Bina Pekerjaan Umum 

1.1.2 Pembangunan TPST Provinsi / dan Perumahan Konstruksi dan Tata Ruang / . 
ieSWP I.D pada Blok APBD Rakyat dan Tata Lingkungan Hidup 

I.D.2; dan Ka bu paten Ruang 
le SWP I.E pada Blok APBN I Cipta Karya 

Supervisi Pembangunan I.E.1 APBD Pekerjaan Umum Bina Pekerjaan Umum 
1.1.3 TPST Kewenangan Provinsi / dan Perumahan Konstruksi dan Tata Ruang / . 

Kabupaten APBD Rakyat dan Tata Llngkungan Hidup 
Kabupaten Ruang 

Sosialisasi dan APBN I Cipta Karya 

Pemberdayaan Masyarakat APBD Pekerjaan Umum Bina 
1.1.4 Provinsi / dan Perumahan Konstruksi Llngkungan Hidup . 

dalam rangka Penyediaan 
APBD Rakyat dan Tata Sarana TPST 

Ka bu paten Ruang 
I Rencana Jaringan Drainaae 
a Jaringan Drainaae Primer 
1 Program Pengelolaan clan Pengembangan Sistem Drainaae 

1.1 Pengelolaan dan pengembanpn Sistem Dralnaae yang Terbubunc Langawig dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten 
Pengembangan Sistem 
Drainase Perkotaan dan 
Lingkungan 

APBD Pekerjaan Umurn 1.1.l (Pengembangan Saluran . - - 
Drainase Primer di Daerah ieSWP I.A; Ka bu paten dan Tata Ruang 

Prioritas Penanganan •SWP I.B; 
Genangan) le SWP 1.D; dan 
Peningkatan Saluran •SWP I.E. APBD Cipta Karya 
Drainase Perkotaan dan 

Provinsi / 
Bina Pekerjaan Umum 1.1.2 Lingkungan (Peningkatan - Konstruksi . 

Saluran Drainase Primer APBD dan Tata dan Tata Ruang 

Yang Terintegrasi Denqan Kabupaten Ruang 



Pel•k .. n• Wllktu PeJ•k11&11Hn 
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Pedestrian Termasuk 
Pembangunan Tanggu1 
clan Siring Yang Menjadi 
Kewenangan Provinsi] 
Pen lngkatan Saluran 
Drainase Perkotaan dan 
Lingkungan (Peningkatan 
Saluran Drainase Primer 

APBD Pekerjaan Umum 1.1.3 Yang Terintegrasi Denqan . . - 
Pedestrian Termasuk Kabupaten dan Tata Ruang 

Pcm bangu.nan Tanggu1 
dan Siring Yang Menjadi 
Kewenangan Kabupaten) 
Operasi dan Pemeliharaan 

CiptaKarya Sis tern Drainase APBD 
(Pembersihan Saluran Provinsi / Bina Pekerjaan Umum 1.1.4 . Konstruksi - Drainase Dari Sedimen APBD dan Tata clan Tata Ruang 
dan Sampah Yang Menjadi Kabupaten Ruang Kewenangan Provinsi] 
Operasi dan Pemeliharaan 
Sis tern Drainase 

1.1.5 
(Pembersihan Saluran APBD Pekerjaan Umum . . . 
Drainase Dari Sedimen Kabupaten dan Tata Ruang 
dan Sampah Yang Menjadi 
Kewenangan Kabupaten) 

b Jarlngan DraiJlase Sekunder 
1 Prop-am Pengelolaan dan Pengemban1an Siatem Drainaae 

1.1 Pen1elolaan dan pengemb&J1gan Siatem Orainase yang Terhubun1 Lanpun.1 dencan Sllngai dalam Daerah Kabupaten 
Pembangunan Si stem 
Drainase Perkotaan dan 
Lingkungan 

melintas di seluruh APBD Pekerjaan Umum 1.1.1 (Pembangunan Saluran . . . 
Drainase Selruncler Di SWP Kabupaten clan Tata Ruang 

Dae rah Prioritas 
Penanganan Genangan) 



PelakAna Waktu Pelaksanaan 
TP TP-0 Kementerlaa I Pennpat -I 
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Peningkatan Saluran 
Drainase Perkotaan dan 
Lingkungan (Peningkatan 

Cipta Karya Saluran Drainase APBD 
Sekunder Yang Provinsi / Bina Pekerjaan Umum 1.1.2 - Konstruksi - Terintegrasi Dengan APBD dan Tata dan Tata Ruang 
Pedestrian Termasuk Kabupaten Ruang Pembangunan Tanggul 
dan Siring Yang Menjadi 
Kewenangan Provinsi) 
Peningkatan Saluran 
Drainase Perkotaan dan 
Lingkungan (Peningkatan 
Saluran Drainase 

1.1.3 Sekunder Yang APBD Pekerjaan Umum - - - Terintegrasi Denqan Ka bu paten dan Tata Ruang 
Pedestrian Termasuk 
Pembangunan Tanggul 
dan Siring Yang Menjadi 
Kewenangan Kabupaten) 
Operasi dan Pemeliharaan 

Cipta Karya Si stem Drainase APBD 
(Pembersihan Saluran Provinsi / Bina 

Pekerjaan Umum 1.1.4 - Konstruksi - Drainase Dari Se di men APBD 
dan Tata dan Tata Ruang 

dan Sampah Yang Menjadi Ka bu paten 
Ruang Kewenangan Provinsi) 

Operasi dan Pemeliharaan 
Si stem Drainase 

1.1.5 (Pembersihan Saluran APBD Pekerjaan Umurn - - - Drainase Dari Sedimen Ka bu paten dan Tata Ruang 
dan Sampah Yang Menjadi 
Kewenangan Kabupaten) 

c Perwujudan Jaringan Drainaae Tenier 
1 Program Pengelolaan dan Pengembangan Siatem Drainase 

1.1 Pengelolaan dan pengembangan Siatem Drainaee ya.ac Terbubunc Lanc811DC denpn Suncai dalam Daerah Kabupaten 
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Pembangunan Sistem 
Drainase Perkotaan dan 
Lingkungan 

APBD Pekerjaan Umum 1.1.1 (Pembangunan Saluran - - - 
Drainase Tersier Di Daerah Ka bu paten dan Tata Ruang 

Prioritas Penanganan 
Genangan) 
Peningkatan Saluran 
Drainase Perkotaan dan 
Lingkungan (Peningkatan 

APBD Cipta Karya 
Saluran Drainase Tersier 

Provinsi / Bina 
Pekerjaan Umum 1.1.2 Yang Terintegrasi Denqan - Konstruksi . 

Pedestrian Termasuk APBD 
dan Tata dan Tata Ruang 

Pembangunan Tanggul Kabupaten Ruang 
dan Siring Yang Menjadi 
Kewenangan Provinsi) 
Peningkatan Saluran melintas di seluruh Drainase Perkotaan dan SWP Lingkungan (Peningkatan 
Saluran Drainase Tersier 

APBD Pekerjaan Umum 1.1.3 Yang Terintegrasi Denqan - - 
Pedestrian Termasuk Kabupaten dan Tata Ruang 

Pembangunan Tanggul 
dan Siring Yang Menjadi 
Kewenangan Kabupaten) 
Operasi dan Pemeliharaan 

Cipta Karya Sis tern Drainase APBD 
(Pembersihan Saluran Provinsi / Bina Pekerjaan Umum 1.1.4 - Konstruksi . 
Drainase Dari Sedimen APBD dan Tata dan Tata Ruang 
dan Sampah Yang Menjadi Kabupaten 

Ruang Kewenangan Provinsi) 
Operasi dan Pemeliharaan 

1.1.5 Si stem Drainase APBD Pekerjaan Umum - - . 
(Pembersiban Saluran Kabupaten dan Tata Ruang 
Drainase Dari Sedimen 
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dan Sampah Yang Menjadi 
Kewenangan Kabupaten) 

J Rencana Jaringan Prasarana Lainnya 
a Jalur Evakuasi Bencana 
1 Program Penanggulangan Bencana 

1.1 Pelayanan Pencecahan claD Keaiapaiacaan Terhaclap Bencana 
Penyediaan Peralatan leruas Lamoluo - Bukit 
Perlindungan dan Permai melintas di APBD 

1.1.1 Kesiapsiagaan terhadap SWP I.A; Ka bu paten Penanggulangan Swasta Bencana (Pembuatan leruas Lamoluo - - - Bencana Daerah 
Si stem Peringatan Dini Kantor Desa / Swasta 

Bencana Banjir) Lanowatu melintas di 
Penyediaan Peralatan SWP I.B; 
Perlindungan dan ~ruas Lamoluo - 

APBD 
1.1.2 Kesiapsiagaan terhadap Langara lwawo 

Ka bu paten Penanggulangan Swasta (Pembuatan melintas di SWP I.B; - - 
Bencana Daerah Ben can a 

/ Swasta Si stem Peringatan Dini ~ ruas Lamoluo - 
Bencana Tsunami) Lanowatu melintas di 
Pengendalian Operasi dan SWP I.B; 
Penyediaan Saran a i.ruas Langara - 
Prasarana Kesiapsiagaan Waworope melintas di 

APBD 
1.1.3 terhadap Bencana SWP I.C; 

Kabupaten Penanggulangan Swasta (Pemasangan Ram bu Jeruas Langara - - Bencana Daerah 
Evakuasi pada Kawasan (Pelabuhan) - / Swasta 

Ra wan Bencana Banjir Langkowala (SMK 
Genangan) Kesehatan) melintas 

di SWP 1.8 dan SWP 
1.C; 

i. ruas Langara 
Penyediaan J alur Evakuasi (Pelabuhan) - Mata APBD Penanggulangan 1.1.4 Bencana yang Terintegrasi Langara melintas di Ka bu paten - Swasta - Bencana Daerah dengan Tempat Evakuasi SWP I.B dan SWP I.C; / Swasta 

•ruas Langara Indah - 
Tanjung Batu 
melintas di SWP I.C; 
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•ruas Langara Iwawo - 
Langara lwawo 
melintas di SWP I.B; 

• ruas Langara Iwawo - 
Mata Langara 
melintas di SWP 1.B; 

• ruas Langara Laut - 
Langara Bajo 
melintas di SWP 1.C; 

•ruas Langkowala - 
Tanjung Batu 
melintas di SWP I.C; 

~ruas Lantula - 
Langara lwawo 
melintas di SWP 1.B; 

~ruas Lantula - 
Matabaho melintas di 
SWP I.B dan SWP 1.D; 

•ruas Lantula - PLN 
melintas di SWP I.C 
dan SWP I.D; 

~ruas Mata Langara - 
Pasir Putih melintas 
di SWP I.A dan SWP 
I.B; 

•ruas Pasir putih - 
Batumea melintas di 
SWP I.A; 

•ruas Perkantoran - 
Bukit Permai Dalam 
melintas di SWP I.A; 

•ruas Simpang 
Lamoluo - Pasir Putih 
melintas di SWP I.A 
dan SWP 1.8; 
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~ruas Simpang 
Lamoluo - 
Perkantoran melintas 
di SWP I.A; 

•ruas SMPN 2 - Pasir 
Putih melintas di 
SWP I.A; 

•ruas SMPN 2 - 
Perkantoran melintas 
di SWP I.A; 

leruas Sp.3 Batumea - 
Sp.4 Lamoluo 
melintas di SWP I.A; 

•ruas Sp.3 Langara 
(Rujab Bupati) - Pasir 
Putih (By Pass) 
melintas di SWP I.A 
dan SWPI.B; 

•ruas Sp.4 La.moluo - 
Kompleks 
Perkantoran Pemda 
melintas di SWP I.A; 

•ruas Sp.4 Lamoluo - 
Langara (Rujab 
Bupati) melintas di 
SWP I.A dan SWP I.B; 

~ruas Sp.4 Lamoluo - 
Pasir Putih melintas 
di SWP I.A; 

•ruas Sp.4 La.moluo - 
Perkantoran melintas 
di SWP I.A dan SWP 
I.B; 

~ruas Wawobili - 
Wawolaa melintas di 
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SWP LB, SWP LC, 
dan SWP I.E; 

•ruas Wawolaa - Mata 
Iwoi melintas di SWP 
I.E; 

•ruas Wawolaa - 
Matabaho melintas di 
SWP I.E; dan 

•jalur evakuasi 
bcncana melintas di 
seluruh SWP. 

b Tempat Evakuui 
b.l Titik kumpul 

'----- 
1 Program Penan.gulangan Bencana 

1.1 Pelayanaa Pence1ah1111 d1111 Keuapa.ta1aan Terhaclap Bencana 
lepasar sentral Langara 

di SWP LB pada Blok 
LB. I; 

lepelabuhan Langara di 
SWP l.B pada Blok 
LB. I; 

Penyediaan dan lerencana taman RT di APED Penanggulangan 1.1.1 Perneliharaan Titik SWP I.C pada Blok Kabupaten - - Bencana Daerah 
Swasta 

Kumpul I.C.1; / Swasta 
le taman kota Langara 

di SWP I.B pada Blok 
I.B.l; dan 

•taman kota Wawonii 
di SWP 1.8 pada Blok 
I.B. l. 

b.2 Temp•t Evakuul Sementara 
1 Program Penyelenaaraan Bencana 

1.1 Pelayanaa Pencqahan clan Keuapa.ta1aan Terbaclap Bencana 
Penyediaan dan APED Penanggulangan 

1.1.1 Pemeliharaan Tempat •rencana taman Kabupaten Bencana Daerah / Swasta - - 
Evakuasi Sementara kelurahan di: I Swasta Pekerjaan Umum 
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- SWP I.A pada Blok dan Penataan 
I.A.4; Ruang 

- SWP I.B pada Blok 
I.8.3; dan 

- SWP LE pada Blok 
I.E.2. 

•SMP 4 Wawonii Barat 
di SWP I.D pada Blok 
I.D.l 

b.3 Tempat Evakuaai Akhir 
1 Prosram Penyelengaraan Bencana 

1.1 Pelayanan Pencegahan clan Keaiapsiagaan Terhadap Bencana 

Penyediaan dan rencana taman APBD Penanggulangan 
Bencana Daerah / 1.1.1 Pembangunan Tern pat kecamatan di SWP Kabupaten - - Pekerjaan Umum Swasta 

Evakuasi Akhir I.E pada Blok I.E.l I Swasta dan Tata Ruang 
Pengendalian Operasi dan 
Penyediaan Saran a 
Prasarana Kesiapsiagaan 
terhadap Bencana 

APBD Penanggulangan 
(Penyediaan Areal rencana taman 

Bencana Daerah / 1.1.2 
pada kecamatan di SWP Kabupaten - - Pekerjaan Umum Swasta Evakuasi Ruang J.E pada Blok l.E.l / Swasta Terbuka Hijau (RTH) dan Tata Ruang 

Taman & La.pangan Olah 
Raga dan Lapangan 
Terbuka) 
Pengendalian Operasi dan 
Penyediaan Saran a 
Prasarana Kesiapsiagaan 
terhadap Bencana 

APBD Penanggulangan 
(Penyediaan Areal rencana taman 

Bencana Daerah / 1.1.3 kecamatan di SWP Kabupaten - - Swasta Evakuasi pad a Sarana I.E pada Blok I.E.1 / Swasta Pekerjaan Umum 
Prasarana Umum (Fasilitas dan Tata Ruang 
Um um dan Sosial) 
Kesehatan (Rumah Sakit, 
Puskesmas, lainnya), 
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Adm.inistrasi & Pelayanan 
Publik (Kantor Kecamatan 
& Kantor Kelurahan), 
Peribadatan, Pendidikan) 

c Jalur Sepeda 
1 Program Penyelengaraan, Pembangunan, 4an Pengembangan Jahtt Sepeda 

1.1 Penyelenccaraan, Pemb1111p111m, dan Pengemb1111p11 Jalur Sepeda 
• ruas Mata Langara - APBD CiptaKarya 

Pembangunan Jalur Pasir Putih melintas 
Provinsi / Bina Pekerjaan Umum 1.1.1 di SWP I.A.; - Konstruksi . 

Sepeda ~ruas Paair putih - APBD 
dan Tata dan Tata Ruang 

Batumea melintas di Kabupaten 
Ruang 

SWPI.A; 
APBD Cipta Karya 

Pengembangan dan •ruas Simpang 
Provinsi / Bina Pekerjaan Umum 1.1.2 Pemeliharaan Jaringan Lamoluo - Pa.sir Putih - Konstruksi - 

Jalur Sepeda melintas di SWP I.A APBD dan Tata dan Tata Ruang 

dan SWP LB; Kabupaten 
Ruang 

leruas SMPN 2 - Paair 
Putih melintas di 
SWP I.A; 

leruas Sp.3 Batumea - 
Sp.4 Larnoluo 
melintas di SWP I.A; 

leruas Sp.3 Langara 
(Rujab Bupati) - Pasir 

APBD Cipta Karya 

Penyediaan Fasllitas 
Putih (By Pass) 

Provinsi / Bina Pekerjaan Umum 1.1.3 melintas di SWP I.A - Konstruksi - Pendukung Jalur Sepeda dan SWP LB; APBD dan Tata dan Tata Ruang 

eruas Sp.4 Lamoluo - Kabupaten Ruang 
Kompleks 
Perkantoran Pemda 
melintas di SWP I.A; 

•ruas Sp.4 Larnoluo - 
Langara (Rujab 
Bupati) melintas di 
SWP I.A dan SWP LB; 
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~ruas Sp.4 Lamoluo - 
Pasir Putih melintas 
di SWP I.A; 

~ruas Lamoluo - 
Lanowatu melintas di 
SWP I.B; 

eruas Lamoluo - Mata 
Langara (SMA) 
melintas di SWP LB; 

eruas Langara 
(Pelabuhan) - 
Langkowala (SMK 
Kesehatan) melintas 
di SWP I.B; 

• ruas Langara 
(Pelabuhan) - Mata 
Langara melin tas di 
SWP I.B dan SWP LC; 

•ruas Wawobili - 
Wawolaa melintas di 
SWP LB, SWP LC, 
SWP I.D, dan SWP 
LE; 

•ruas Wawolaa - 
Matabaho melintas di 
SWP 1.B; dan 

~ruas Wawolaa - Mata 
lwoi melintas di SWP 
I.E. 

d Jari.ngan Pejalan Kaid 
1 Program Penyelenggaraan, PembanlUJlan, clan Pengembangan Jari.ngan Pejalan Kaid 

1.1 Penyelengaraan, Pembanpnan, dan Pen1emban1an Jari.n,aa Pejalan Kaid 

eruas Bukit Permai - APBD Cipta Karya Pembangunan Jaringan Provinsi / Pekerjaan Umum 1.1. l 
Pejalan Kaki Bukit Permai - Bina - 

melintas di SWP I.A; APBD Konstruksi dan Tata Ruang 
Kabupaten 
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•ruas Lamoluo - Bukit dan Tata 
Permai melintas di Ruang 
SWP I.A; 

APBD Cipta Karya 
Pengembangan dan •ruas Lamoluo - 

Provinsi / Bina 
Pekerjaan Umum 1.1.2 Pemeliharaan Jaringan La.ngara Iwawo - Konstruksi - 

Pejalan Kaki melintas di SWP LB; APBD dan Tata dan Tata Ruang 

lllruas Lamoluo - Kabupaten 
Ruang 

La.nowatu melintas di 
SWP LB; 

leruas Lamoluo - 
Lapulu Kompleks 
melintas di SWP I.B; 

leruas Langara - 
Waworope melintas di 
SWP LC; 

• ruas Langara 
(Pelabuhan) - 
Langkowala (SMK 
Kesehatan) meUntas 

APBD Cipta Karya 

Penyediaan Jalur di SWP 1.8; 
Provinsi / Bina Pekerjaan Umum 1.1.3 

Penycbrangan Pejalan Kaki i.ruas Langara - Konstruksi - 
(Pelabuhan) - Mata APBD dan Tata dan Tata Ruang 

Langara melintas di Kabupaten 
Ruang 

SWP I.B dan SWP I. C; 
i.ruas Langara lndah - 

Tanjung Batu 
melintas di SWP LB 
dan SWP I.C; 

•ruas Langara Iwawo - 
Mata Langara 
melintas di SWP I.B; 

•ruas Langkowala - 
La.ntula melintas di 
SWP l.B; 
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•ruas Lantula - 
Langara Iwawo 
melintas di SWP I.B; 

•ruas Mata Langara - 
Pasir Putih melintas 
di SWP I.A dan SWP 
I.8; 

•ruas Pasir Putih - 
Batumea melintas di 
SWP I.A; 

•ruas Perkantoran - 
Bukit Permai 
melintas di SWP I.A; 

•ruas Perkantoran - 
Bukit Permai Dalam 
melintas di SWP I.A; 

•ruas Simpang 
Lamoluo - Pasir Putih 
melintas di SWP LA 
dan SWPI.B; 

•ruas SMPN 2 - Pasir 
Putih melintas di 
SWP I.A; 

•ruas Sp.3 Batumea - 
Sp.4 Lamoluo 
melintas di SWP I.A; 

•ruas Sp.3 Langara 
(Rujab Bupati) - Pasir 
Putih (By Pass) 
melintas di SWP I.A 
dan SWPI.B; 

•ruas Sp.4 Lamoluo - 
Kompleks 
Perkantoran Pemda 
melintas di SWP I.A; 
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•ruas Sp.4 Lamoluo - 
Langara (Rujab 
Bupati] melintas di 
SWP I.A dan SWP I.B; 

•ruas Sp.4 Lamoluo - 
Pasir Putih melintas 
di SWP I.A; 

•ruas Wawobili - 
Wawolaa melintas di 
SWP I.B, SWP I.C, 
SWP I.D, dan SWP 
I.E; 

•ruas Wawolaa - Mata 
Iwoi melintas di SWP 
I.E; 

ieruas Wawolaa - 
Matabaho melintas di 
SWP I.E; dan 

iejaringan pejalan kaki 
melintas di SWP I.A, 
SWP I.B, SWP I.D, 
dan SWP I.E. 

• Pengaman Pantai 
1 Prop-am Pen1elolaan Sumber Daya Air fSDA) 

1.1 P9111elolaan SDA dan Baapna.n Penpman PanW pada Wilayu Sun1al (WS) dalam 1 ISatu) Daerah Kabupaten/Kota 
Penyusunan Ren can a APBN / Cipta Karya 
Tcknis dan Dokumen APBD Pekerjaan Umum Bina Pekerjaan Umum 1.1.1 Lingkungan Hidup untuk Provinsi / dan Perumahan Konstruksi - 
Konstruksi Pengaman APBD Rakyat dan Tata dan Tata Ruang 

Pantai melintas di SWP I.A Ka bu paten Ruang 
dan SWPI.B APBN / Cipta Karya 

Pembangunan Seawall dan APBD Pekerjaan Umum Bina 
Pekerjaan Umum 1.1.2 Bangunan Pengaman Provinsi / dan Perumahan Konstruksi dan Tata Ruang - 

Pantai Lainnya APBD Rakyat dan Tata 
Kabupaten Ruang 
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Pengembangan dan APBN I Cipta Karya 
Pemeliharaan APBD Pekerjaan Umum Bina Pekerjaan Umum 1.1.3 Breakwater/ Seawall dan Provinsi / dan Perumahan Konstruksi . 
Ban gun an Pengaman APBD Rakyat dan Tata 

dan Tata Ruang 

Pantai Lainnya Ka bu paten Ruang 
II PERWUJUDAN RENCANA POLA RUA.NG 
A Zona Lindung 
a Zona Perlindungan Setempat 

a.1 Sub-Zona Perlindungan Setempat 
1 Program Pen1adaan Tanah untulc Kepentingan Umum pada Sub-Zona Perlinduncan Setempat 

1.1 Penetapan Lobs! Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum 
Pemberitahuan, Pendataan 
Awal Lokasi, Konsultasi 
Publik Rencana 
Pembangunan dan APBN / Cipta Karya 
Penetapan Lokasi APBD Pekerjaan Umum Bina Pekerjaan Umum 1.1.1 Pengadaan Tanah untuk le SWP I.A pada seluruh Provinsi / dan Perumahan Konstruksi - 
Kepentingan Umum Blok; APBD Rakyat dan Tata dan Tata Ruang 

(Penyusunan Rencana ieSWP I.B pada seluruh Ka bu paten Ruang 
Tindak Pengamanan dan Blok; 
Pembebasan Lahan ieSWP I.C pada seluruh 
Kawasan Sempadan) Blok; 
Pemberitahuan, Pendataan leSWP I.D pada selurul: 
Awai Lokasi, Konsultasi Blok; dan 
Publik Rencana leSWP I.E pada seluruh APBN / CiptaKarya 
Pembangunan dan Blok. APBD Pekerjaan Umum Bina Pekerjaan Umum 1.1.2 Penetapan Lokasi Provinsi / dan Perumahan Konstruksi - 
Pengadaan Tan ah untuk APBD Rakyat dan Tata dan Tata Ruang 

Kepentingan Um um Ka bu paten Ruang 
(Pembebasan Lahan 
Sempadan) 

2 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SD.A) pada Sub-Zona Perlindungan Setempat 
2.1 Pen1elolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintaa Daerah Kabupaten/Kota 
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CiptaKarya 
APBN I Bina 

Pendataan dan Pemetaan APBD Pekerjaan Umum Konstruksi Pekerjaan Umum 2.1.1 Pengamanan Kawasan Proviosi / dan Perumahan dan Tata . 
Sempadan APBD Rakyat Ruang / dan Tata Ruang 

• SWP I.A pada seluruh Ka bu paten Lingkungan 

Blok; Hid up 

• SWP I.B pada seluruh Cipta Karya 

Pemasangan Papan Blok; APBN / Bina 

lnfomasi/ Peringatan i.sWP l.C pada seluruh APBD Pekerjaan Umum Konstruksi Pekerjaan Umum 2.1.2 Provinsi / dan Perumahan dan Tata . 
Ketentuan Kaw as an Blok; 

APBD Rakyat Ruang / 
dan Tata Ruang 

Sempadan • SWP I.D pada selurub 
Blok; dan Kabupaten Lingkungan 

:;;SWP I.E pada seluruh Hid up 

Blok. CiptaKarya 
Penataan Kawasan APBN / Bina 
Sempadan untuk APBD Pckerjaan Umum Konstruksi 

Pekerjaan Umum 2.1.3 Menunjang N ormalisasi Provinsi / dan Perumahan dan Tata . 
dan Revitalisasi, APBD Rakyat Ruang / 

dan Tata Ruang 

Pengembangan Wisata Kabupaten Llngkungan 
Hid up 

2.2 Peqelolaan SDA dan Baagunan Pen1aman Paatai 
APBN / CiptaKarya 

Pembangunan Seawall dan APBD Pekerjaan Umum Bina Pekerjaan Umum 2.2.1 Bangunan Pengaman le SWP I.A pada Blok Provinsi / dan Perumahan Konstruksi . 
Pantai Lainnya I.A. l dan Blok I.A.2; APBD Rakyat dan Tata dan Tata Ruang 

le SWP I.B pada Blok Kabupaten Ruang 
I.B.2; dan APBN I Cipta Karya 

Rehabilitasi Seawall dan •SWP I.C pada seluruh APBD Pekerjaan Umum Bina Pekerjaan Umum 2.2.2 Ban gun an Pengaman Blok Provinsi / dan Perurnahan Konstruksi . 
Pantai Laionya APBD Rakyat dan Tata dan Tata Ruang 

Ka bu paten Ruang 
3 Program Pengelolaan Keanekaracaman Hayati IKEHATI) 

3.1 Pen1elolaan Keanekarqamaa Hayatt Kabupaten/Kota 
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le SWP I.A pada Blok 
APBD Cipta Karya I.A. I dan Blok I.A.2; Peningkatan Kuantitas dan 

ieSWP 1.B pada Blok Provinsi / Bina Pekerjaan Urnum 1.1.3 Kualitas Ketersediaan RTH APBD - Konstruksi Swasta 
sebesar 0,63% I.B.2; dan 

Kabupaten dan Tata dan Tata Ruang 
leSWP I.C pada seluruh 

Blok / Swasta Ruang 

b Zona Ruang Terbuka Hijau 
1 Program Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum 

1.1 Penetapan Lokaai Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum 
Pemberitahuan, Pendataan 
Awa! Lokasi, Konsultasi 

Cipta Karya Publik Rencana APBN I Bina Pekerjaan Umum 
Pembangunan dan 1e SWP I.A pada Blok APBD Pekerjaan Umum Konstruksi dan Tata Ruang I 

1.1.1 Penetapan Lokasi l.A.1 dan Blok I.A.4; Provinsi / dan Perumahan dan Tata Llngkungan Hidup Swasta Pengadaan Tanah untuk 1e SWP l.B pada seluruh APBD Rakyat Ruang / I Perumahan dan 
Kepentingan Um um Blok; Kabupaten Kaw as an 
(Pengadaan Lahan untuk le SWP I. C pada Blok I Swasta Llngkungan Permukiman 
Pemenuhan Kebutuhan I.C.1 dan Blok 1.C.2; Hidup 

RTH Publik) • SWP I.D pada Blok 
1.0.1; dan Pekerjaan Umum 

le SWP I.E pada seluruh dan Tata Ruang I 
1.1.2 Pengadaan Tan ah untuk Blok APBD Llngkungan Hidup - - - Pemenuhan RTH Publik Ka bu paten / Perumahan dan 

Kawasan 
Permukiman 

b.l Sub-zona Rimba Kota 
1 Program Pengelolaan Keanekaragaman Bayati IKEHATI) 

1.1 Pen.gelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota 
Pengelolaan Ruang APBD Pekerjaan Umum 

1.1.1 Terbuka Hijau (RTH) Kabupaten - - dan Tata Ruang I Swasta 
(Penataan Rimba Kota) / Swasta Llngkungan Hidup 
Pengelolaan Ruang SWP I.B pada Blok 
Terbuka Hijau (RTH) l.B.3 APBD Pekerjaan Umum 

1.1.2 (Pembuatan Ruang Publik Kabupaten - - dan Tata Ruang I Swasta 
Terpadu Ramah Anak / Swasta Lingkungan Hidup 
(RPfRA) 
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APBN / 
Cipta Karya Pekerjaan Umum Bina 

Peningkatan Kuantitas dan APBD Pekerjaan Umum Konstruksi dan Tata Ruang I 
1.1.3 Kualitas Ketersediaan RTH Provinsi / dan Perumahan dan Tata Lingkungan Hidup Swasta 

sebesar 0,28% APBD Rakyat Ruang / / Perumahan dan 
Ka bu paten Ka was an 
/ Swasta lingkungan Permukiman 

Hidup 
b.2 Sub-zona Taman Kota 
1 Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) 

1.1 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota 
Pengelolaan Ruang 

APBD Pekerjaan Umum Terbuka Hijau (RTHJ 1.1.1 Kabupaten - - dan Tata Ruang I Swasta (Pembangunan dan 
/ Swasta Llngkungan Hidup Penataan Taman Kota) 

Pengelolaan Ruang 
Terbuka Hijau (RTH) APBD Pekerjaan Umum 

1.1.2 (Pembuatan Ruang Publik Kabupaten - - dan Tata Ruang I Swasta 
Terpadu Ramah Anak SWP LB pada Blok / Swasta Lingkungan Hidup 
(RPTRA) l.B.1 

APBN I CiptaKarya Pekerjaan Umum 
Bina 

Peningkatan Kuantitas dan APBD Pekerjaan Umum Konstruksi dan Tata Ruang I 
1.1.3 Kualitas Ketersediaan RTH Provinsi / dan Perumahan dan Tata Llngkungan Hidup Swasta 

sebesar 0,27% APBD Rakyat Ruang I / Perumahan dan 
Kabupaten Kawasan 
I Swasta lingkungan Permukiman Hid up 

b.3 Sub-Zona Taman Kecamatan 
1 Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) 
.1 Pen1elolaan Keanekarapman Hayati Kabupaten/Kota 

Pengelolaan Ruang 
ieSWP LB pada Blok Terbuka Hijau (RTH) 

l.B.1; dan APBD Pekerjaan Umum 
1.1.1 (Pembangunan dan Kabupaten - - dan Tata Ruang / Swasta 

Penataan Tam an • SWP l.E pada Blok 
/ Swasta Lingkungan Hidup 

Kecarnatan] I.E.!. 
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Pengelolaan Ruang 
Terbuka Hijau (RTH) APED Pekerjaan Umum 

1.1.2 (Pembuatan Ruang Publik Kabupaten - - dan Tata Ruang I Swasta 
Terpadu Ramah Anak / Swasta Lingkungan Hidup 
(RPTRA) 

APBN / 
Cipta Karya Pekerjaan Umum 

Bina dan Tata Ruang / 
Peningkatan Kuantitas dan APBD Pekerjaan Umum Konstruksi Lingkungan Hidup 

1.1.3 Kualitas Ketersediaan RTH Provinsi / dan Perumahan dan Tata / Perumahan Swasta 
sebesar 0,32% APBD Rakyat Ruang / Rakyat dan 

Ka bu paten lingkungan Kaw as an 
/ Swasta Hidup Permukiman 

b. Sub-Zona Taman Kelurahan 
1 Propam Pencelolaan Keanekaracaman Hayati (KEHATII 
.1 Pengelolaan Keanekarqaman Hayati Kabupaten/Kota 

Pengelolaan Ruang 
Terbuka Hijau (RTH) 

APBD Pekerjaan Umum (Pembangunan dan 1.1.1 Ka bu paten - - dan Tata Ruang / Swasta Pemeliharaan Tam an, 
/ Swasta Llngkungan Hidup Lapangan Terbuka & Olah le SWP I.A pada Blok 

Raga Skala Kelurahan) I.A.4; 
Pengelolaan Ruang ieSWP I.B pada Blok 
Terbuka Hijau (RTH) I.B.2 dan Blok I.B.3; APBD Pekerjaan Umum 

1.1.2 (Pembuatan Ruang Publik le SWP I. C pada Blok Kabupaten - - dan Tata Ruang I Swasta 
Terpadu Ramah Anak I.C.2; / Swasta Lingkungan Hidup 
(RPTRA) leSWP I.D pada Blok 

I.D.l; dan 
APBN I Cipta Karya Pekerjaan Umum 

• SWP I.E pada Blok Bina dan Tata Ruang / 
Peningkatan Kuantitas dan I.E.2. APBD 

Pekerjaan Umum Konstruksi Lingkungan Hidup 
1.1.3 Kualitas Ketersediaan RTH Provinsi / dan Perumahan dan Tata / Perumahan Swasta 

sebesar 0,33% APBD Rakyat Ruang / Rakyat dan Ka bu paten lingkungan Kaw as an / Swasta Hidup Permukiman 
b. Sub-zona Tam.an RW 
1 Propam Pencelolaan Keanekaracaman Hayatl (KEHATII 
.1 Pengelolaan Keanekarqaman Hayati Kabupaten/Kota 
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Pengelolaan Ruang 
Terbuka Hijau (RTH) 

APBD Pekerjaan Umum 
1.1.1 (Pembangunan dan 

Kabupaten dan Tata Ruang I Swasta Pemeliharaan Taman, - - 
Lapangan Terbuka & Olah / Swasta Lingkungan Hidup 

Raga Skala RW 
Pengelolaan Ruang 
Terbuka Hijau (RTH) •SWP 1.8 pada Blok APBD Pekerjaan Umum 

1.1.2 (Pembuatan Ruang Publik I.B.3; dan Kabupaten - - dan Tata Ruang I Swasta 
Terpadu Ramah Anak •SWP I.D pada Blok / Swasta Lingkungan Hidup 
(RPTRA) 1.0.1. 

APBN / 
CiptaKarya Pekerjaan Umum Bina 

Peningkatan Kuantitas dan APBD Pekerjaan Umum Konstruksi dan Tata Ruang I 
1.1.3 Kualitas Ketersediaan RTH Provinsi / dan Perumahan dan Tata 

Lingkungan Hidup Swasta 
sebesar 0,06% APBD Rakyat Ruang I I Perumahan dan 

Kabupaten lingkungan Kawasan 
/ Swasta Hidup Pennukiman 

b.6 Sub-soaa Taman RT 
1 Pro,ram Pen1elolaan Keanekaracaman Hayati (KEHATI) 
.1 Pen1elolaan Keanekarqaman Hayati Kabupaten/Kota 

Pengelolaan Ruang 
Terbuka Hijau (RTH) APBD Pekerjaan Umum 

1.1.1 (Pembangunan dan Kabupaten - - dan Tata Ruang I Swasta 
Pemeliharaan Taman / Swasta Lingkungan Hidup 
Skala RT) 
Pengelolaan Ruang ~ SWP I.A pada Blok Terbuka Hijau (RTH) I.A. I dan Blok I.A.4; APBD Pekerjaan Umum 

1.1.2 (Pembuatan Ruang Publik 
• SWP I.B pada Blok Kabupaten . - dan Tata Ruang I Swasta 

Terpadu Ramah Anak I.B.3 dan / Swasta Lingkungan Hidup 
(RPTRA) 

•SWP I.C pada Blok 
CiptaKarya 

Peningkatan Kuantitas dan 
I.C. l. APBN I Pekerjaan Umum Bina Pekerjaan Umum 

1.1.3 Kualitas Ketersediaan RTH APBD dan Perumahan Konstruksi dan Tata Ruang I Swasta 
sebesar 0,01 % Provinsi I Rakyat dan Tata Lingkungan Hidup 

APBD Ruang I I Perumahan dan 
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Kabupaten lingkungan Kawasan 
/ Swasta Hidup Pennukiman 

b.7 Sub-sona Pemakaman 
1 Program Pengelolaan Keanekaragaman Bayati (KEHATI) 
.1 Pengelolaan Keaaekarapmaa Hayati Kabupaten/Kota 

Pembangunan RTH untuk 
APBD Pekerjaan Umum 

1.1.1 Fungsi Sub-Zona - - dan Tata Ruang / - 
Pemakaman Ka bu paten Lingkungan Hidup 

•SWP I.B pada Blok 
APBN / 

Cipta Karya 
Pekerjaan Umum I.B.2; dan Bina 

Peningkatan Kuantitas dan •SWP I.D pada Blok APBD 
Pekerjaan Umum Konstruksi dan Tata Ruang / 

1.1.2 Kualitas Ketersediaan RTH I.D.l Provinsi / dan Perumahan dan Tata Lingkungan Hidup Swasta 
sebesar 0,30% APBD Rakyat Ruang / / Perumahan dan 

Kabupaten Ka was an 
/ Swasta lingkungan Pennukiman Hidup 

b. Sub-aona Jalur Hijau 
1 Program Pengelolaan Keaaekaragaman Hayati (KEHATI) 

1.1 Pengelolaan Keaaekarapman Hayati Kabupaten/Kota 

Pembangunan dan le SWP I.A pada seluruh APBD Pekerjaan Umum 
1.1.1 Penataan Kegiatan pada Blok; Ka bu paten - - dan Tata Ruang / Swasta 

Sub-Zona Jalur Hijau JeSWP I.B pada seluruh / Swasta Lingkungan Hidup Blok; 
1e SWP I.C pada seluruh 

Pengawasan dan Blok; APBD Pekerjaan Umum 
1.1.2 Pembinaan Kegiatan pada le SWP I.D pada Blok Ka bu paten - - dan Tata Ruang / Swasta 

Sub-Zona Jalur Hijau I.D.l; dan / Swasta Lingkungan Hidup 
Peningkatan Kuantitas dan le SWP I.E pada Blok APBD Pekerjaan Umum 

1.1.3 Kualitas Ketersediaan RTH I.E. l. Kabupaten - - dan Tata Ruang I Swasta 
sebesar 0,24% / Swasta Lingkungan Hidup 

c Zona Ekoaistem Mangrove 
c.1 Sub-Zona Ekosistem Mangrove 
1 Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) 

1.1 Pengelolaan Keaaekaragaman Hayati Kabupaten/Kota 
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Pengendalian Kegiatan APBN I Lingkungan Hidup Kelau tan Perencanaan APBD dan 
1.1.1 Budidaya yang Dapat 

Provinsi / dan Kehutanan / 
Perikanan I Pembangunan - Mengganggu Ekosistem 

APBD Kelautan dan Lingkungan Daerah / 
Mangrove 

Kabupaten Perikanan 
Hid up Lingkungan Hidup 

Pengembangan Kaw as an • SWP I.A pada Blok APBN / Lingkungan Hidup Kelau tan Perencanaan Ekosistem Mangrove I.A. l dan Blok I.A.2; APBD dan 
1.1.2 Sebagai Ruang Ekologis, dan Provinsi / dan Kehutanan / Perikanan / Pembangunan - 

Penelitian, Pendidikan, • SWP I. C pada Blok APBD Kelautan dan 
Llngkungan Daerah / 

dan Wisata Alam I.C.2 Ka bu paten Perikanan Hid up Lingkungan Hidup 

APBD Kelau tan 
Peningkatan Kuantitas dan Provinsi / dan Pekerjaan Umum 

1.1.3 Kualitas Ketersediaan RTH APBD - Perikanan I dan Tata Ruang / Swasta 
sebesar 0,17% Kabupaten Lingkungan Lingkungan Hidup 

/ Swasta Hidup 
d Zona Badan Air 
d.l Sub-Zona Badan Air 
1 Procram Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) pada Sub-Zona Badan Air 

1.1 Pen1elolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 
APBN / Cipta Karya 

N ormalisasi / Restorasi / 
• SWP I.A pada seluruh APBD Pekerjaan Umum Bina Pekerjaan Umum 1.1.1 Pemeliharaan Zona Badan Provinsi I dan Perumahan Konstruksi - 

Air Blok; APBD Rakyat dan Tata dan Tata Ruang 
• SWP LB pada Blok Kabupaten Ruang 

Evaluasi dan Rekomendasi I.B.1 dan Blok I.B.3; 

Teknis (Rekomtek) •SWP I.C pada Blok 

Pemanfaatan SDA WS I.C.1; APBN / Cipta Karya 

Kewenangan • SWP I.D pada APBD Pekerjaan Umum Bina Pekerjaan Umum 1.1.2 seluruh Blok; dan Provinsi / dan Perumahan Konstruksi - Kabupaten/Kota • SWP I.E pada seluruh APBD Rakyat dan Tata dan Tata Ruang 
(Pengawasan dan Blok Kabupaten Ruang Pengendalian Pada Daerah 
Badan Air) 

B Zona Budi Daya 
1 Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) 

1.1 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota 
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Peningkatan Kuantitas dan 
APBD Pekerjaan Umum Kualitas Ketersediaan RTH 1.1.1 Seluruh SWP Ka bu paten - - dan Tata Ruang / Swasta Objek Ruang pad a 

/ Swasta Llngkungan Hidup Kaveling sebesar 5,50% 
• SWP I.A pada seluruh 

Blok; 
APBN I • SWP I.B pada Blok Cipta Karya Peningkatan Kuantitas dan I.B. l dan Blok I.B.3; APBD Pekerjaan Umum Bina Pekerjaan Urnum 

1.1.2 Kualitas Ketersediaan •SWP I.C pada Blok Provinsi / dan Perumahan Konstruksi dan Tata Ruang I Swasta Ruang Terbuka Biru l.C.1; APBD Rakyat dan Tata Lingkungan Hidup sebesar 0,14% •SWP l.D pada Kabupaten Ruang 
seluruh Blok; dan / Swasta 

• SWP 1.E pada seluruh 
Blok 

a Zona Hutan Produlud 
1 Program Pengelolaaa Keanekaragaman Hayati (KEHATI) 

Pengelolaan Keaaekaraaamaa Hayati Kabupaten/Kota 
le SWP I.A pada Blok 

I.A.4; 
leSWP I.B pada Blok 

Peningkatan Kuantitas dan 1.8.3; 

1.1.1 Kualitas Ketersediaan RTH ieSWP l.C pada Blok 
APBN Kehutanan dan - - - di Zona Hutan Produksi 1.C.2; Lingkungan Hidup 

sebesar 3,51% leSWP I.D pada 
seluruh Blok; dan 

le SWP I.E pada seluruh 
Blok 

a.l Sub-zona Butan Produkai Terbatas 
1 Program Perencanaan Hutan pada Sub-Zona Hutan Produksi Terbataa 

1.1 Propam Pengelolaaa Rutan 
Koordinasi dan 

• SWP I.A pada Blok Sinkronisasi Pengendalian I.A.4; Kehutanan dan 1.1.1 Izin Usaha atau Kerjasama APBN - - - 
Pemanfaatan di Kawasan • SWP I.B pada Blok Lingkungan Hidup 

Hutan Produksi Terbatas I.B.3; 
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Pelaksanaan Perlindungan ~ SWP I.D pada 

1.1.2 Hutan di Hutan Lindung seluruh Blok; dan APBN Kehutanan dan - - . 
dan Hutan Produksi ~ SWP LE pada seluruh Lingkungan Hidup 
Terbatas Blok 

a.2 Sub-zo11a Butan Produk•l y•ng dapat cUkonverai 
1 Prosram Perencanaan Hutan pada Sub-Zona Rutan Produksi yang Dapat Dikonverai 

1.1 Pro,ram Pengelolaall Rutan 
Koordinasi dan • SWP I.A pada Blok 
Sinkronisasi Pengendalian I.A.4; 

1.1.1 Izin Usaha atau Kerjasama • SWP 1.B pada Blok APBN Kehutanan dan - - . 
Pemanfaatan di Kawasan I.B.3; Linglrungan Hidup 
Hu tan Produksi Yang •SWP I.C pada Blok 
Dapat Dikonversi I.C.2; 
Pelaksanaan Perlindungan leSWP I.D pada 

1.1.2 Hutan di Hutan Lindung seluruh Blok; dan 
APBN Kehutanan dan 

dan Hutan Produksi Yang le SWP I.E pada seluruh - - - Linglrungan Hidup 
Dapat Dikonversi Blok 

b Zona Pertanian 
1 Program Pengelolaan Keanekara1ama11 Hayati (KEHATI) 

1.1 Peqelolaan Keanekarapman Hayati Kabupaten/Kota 
• SWP I.A pada seluruh 

Blok; 
•SWP LB pada Blok APBN / 

Peningkatan Kuantitas dan l.B.2 dan Blok l.B.3; APBD 

1.1.1 Kualitas Ketersediaan RTH leSWP 1.C pada Blok Provinsi I Pertanian Pertanian Pertanian Swasta 
sebesar 4,65% l.C.2; APBD 

•SWP 1.D pada Kabupaten 
seluruh Blok; dan / Swasta 

• SWP l.E pada seluruh 
Blok 

b.1 Sub-zona Bortikultura 
1 Program Penyediaan dan Pencembanpn Praaarana Pertanian pada Sub-Zona Hortikultura 

1.1 Pencembanpa Pruarana Pertaaian 
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APBN / 
Pengembangan Prasarana, APBD 

1.1.1 Sarana, Kawasan dan Provinsi / Pertanian Pertanian Swasta Komoditas Sub-zona APBD Pertanian 

Hortikultura Ka bu paten 
/ Swasta 
APBN I 

Pengendalian dan APBD 

1.1.2 Pemanfaatan Kawasan Provinsi I Pertanian Pertanian Pertanian Swasta Pertanian Sub-zona APBD 
Hortikultura • SWP I .A pada Blok Ka bu paten I.A.1, Blok I.A.2, dan I Swasta Blok I.A.4; dan 

APBN / le SWP I.D pada 
Peningkatan Pascapanen seluruh Blok APBD 

1.1.3 dan Pengolahan Hasil Provinsi / Pertanian Pertanian Pertanian Swasta 
Hortikultura APBD 

Kabupaten 
/ Swasta 
APBN I 

Pengendalian dan APBD 

1.1.4 Pemanfaatan Prasarana Provinsi / Pertanian Pertanian Pertanian Swasta Pengolahan Hasil APBD 
Hortikultura Ka bu paten 

/ Swasta 
b.2 Sub-zona Perkebunan 
1 Propam Penyediaan dan Pengemban1an Prasarana Pertanian pada Sub-Zona Perkebunan 

1.1 Pen1embanpn Pruarana Pertanian 

le SWP I.A pada seluruh APBN / 
Pengembangan Prasarana, APBD 
Sarana, Kawasan dan Blok; 

Provinsi / 1.1.1 • SWP I.B pada Blok Pertanian Pertanian Pertanian Swasta Komoditas Sub-zona APBD 
Perkebunan 1.8.2 dan Blok I.B.3; Kabupaten •SWP I.C pada Blok I Swasta I.C.2; 
Pengendalian dan • SWP I.D pada APBN / 

1.1.2 APBD Pertanian Pertanian Pertanian Swasta Pemanfaatan Kaw as an seluruh Blok; dan 
Provinsi / 
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Pertanian Sub-zona • SWP I.E pada seluruh APBD 
Perkebunan Blok Kabupaten 

/ Swasta 
APBN / 

Peningkatan Pascapanen APBD 

1.1.3 dan Pengolahan Hasil Provinsi / Pertanian Pertanian Pertanian Swasta 
Perkebunan APBD 

Kabupaten 
I Swasta 
APBN / 

Pengendalian dan APBD 

1.1.4 Pemanfaatan Prasarana Provinsi / Pertanian Pertanian Pertanian Swasta Pengolahan Hasil APBD 
Perkebunan Kabupaten 

/ Swasta 
b.3 Sub-zona Petemakan 
1 Program Penyediaan dan Peqembancan Praaarana Pertanian pada Sub-Zona Peternabn 

1.1 Pemban&UJllUl PraurlUla PertaniaD 
APBN / 

Pengembangan Prasarana, APBD 

1.1.1 Sarana, Kawasan dan SWP I.A pada Blok Provinsi / Pertanian Pertanian Pertanian Swasta 
Kornoditas Peternakan LA.l APBD 

Kabupaten 
/ Swasta 

c Zona Perlkanan 
c.1 Sub-Zona Perikanan T•npap 
1 Program Pengelolaan Perikanan Tang)tap 

1.1 Pen1elolaan Penancbpan Ikan di Wilayah 81Ul&ai, Danau, Waduk, Rawa, dan Geaan1an Air Lahm.ya yanc Dapat Diuuhakan dalam 1 CSatu) Daerah Kabupaten/ Kota 
APBN / 

Penyediaan Prasarana SWP I.A pada Blok APBD 
Kelautan dan 

Kelau tan 
l.1.1 Provinsi / dan Perikanan - Usaha Perikanan Tangkap I.A.I 

APBD Perikanan Perikanan 
Kabupaten 
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Penetapan Prosedur APBN / 
Pengelolaan dan APBD 

Kelautan dan Kelau tan 
1.1.2 Penyelenggaraan Provinsi / dan Perikanan . 

Pangkalan Pendaratan APBD Perikanan Perikanan 
Ikan (PPI) Kabupaten 

Pelayanan APBN / 

Penyelenggaraan APBD Kelautan dan Kelau tan 
1.1.3 Provinsi / dan Perikanan . 

Pangkalan Pendaratan 
APBD Perikanan 

Perikanan Ikan (PPI) 
Kabupaten 

d Zona Pembangkitan Tenaga Liatrik 
d.1 Sub-Zona Pembangkitan Tenaga Listrik 

1 Program Pengelolaan Ketenagaliatrikan 
1.1 Pengelolaan Pembangkit Tenaga Listrik 

Pengendalian, 
Pemeliharaan, 

SWP I.D pada Blok APBN I Energi dan Sumber BUMN / PT 1.1.1 Pengembangan Saran a BUMN / - - 
PLN / Swasta Prasarana Kawasan I.D.l 

Swasta Daya Mineral 

Pembangkit Listrik 
e Zona Pariwisata 

e.1 Sub-Zona Putwiaata 
1 Program Peningkatan Daya Tarik Destin.au Pariwiaata 

1.1 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten 
Pekerjaan Umum 

Pengembangan Daya Tarik SWP I. C pada Blok APBD dan Tata Ruang / 
1.1.1 Ka bu paten - - Pariwisata, Swasta Wisata Kabupaten I.C.2 

/ Swasta Kepemudaan dan 
Olahraga 

1.2 Pengelolaan Kawuan Strategi• Pariwiaata Kabupaten/Kota 
Penetapan Kaw as an 

SWP I.C pada Blok APBD Pariwisata, 
1.2.1 Strategis Pariwisata - - Kepemudaan dan . 

Kabupaten/Kota I.C.2 Ka bu paten 
Olahraga 
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Pekerjaan Umum 
Perencanaan Kawasan 

APBD dan Tata Ruang I 
1.2.2 Strategis Pariwisata - - Pariwisata, - 

Kabupaten/Kota Kabupaten Kepemudaan dan 
Olahraga 

Penerapan Destinasi 
Pariwisata Berkelanjutan 

APBD Pariwisata, dalam Pengelolaan 1.2.3 Kabupaten - - Kepemudaan dan Swasta Kawasan Strategis 
/ Swasta Olahraga Pariwisata 

Kabupaten/Kota 
~ Prop-am Pencembanean Sumber Daya Pariwlaata clan Ekonomi Kreatif 
2.1 Pelakaam.an Penmlbtan Kapultu Sumber Daya Manuala Pariwiaata dan Ekonomt Kreatif Ttnlbt Duar 

Peningkatan Per an Serta 
APBD Pariwisata, Masyarakat dalam 2.1.l Kabupaten - - Kepemudaan dan Swasta Pengembangan Kemitraan 

/ Swasta Olahraga Pariwisata SWP I.C pada Blok 
Pemberdayaan dan I.C.2 

APBD Pariwisata, 
2.1.2 Pembi.naan Masyarakat 

Kabupaten Kepemudaan dan Swasta untuk Pengembangan - - 
Pariwisata / Swasta Olahraga 

3 Prop-am Penataaa Bangunan dan Linc)mnpnnya 
3.1 Penyelenguaan Penatun Bangunaa dan LinpwllllDDJ'• di Daenla Kabup•tea 

Penataan Bangunan dan 
SWP I.C pada Blok APBD Pariwisata, 

3.1.l Lingkungan Kaw as an - - Kepemudaan dan - 
Pariwisata I.C.2 Kabupaten Olahraga 

r Zona Perumaban 
f.l Sub-.zona Perumahan Kepadatan Bancat TinCli 
1 Program Pengembangan Sub-zona Perum.ahan Kepaclatan Sangat Tln&&l 
1.1 Penerbttan l.ziD Pembangunaa daa Peqembancan Perumahan 

Fasilitasi Pemenuhan Pekerjaan Umum 
Komitmen Pencrbitan Izin APBD dan Tata Ruang I 

1.1. l Pembangunan dan Ka bu paten - - Perumahan dan Swasta 
Pcngembangan Kawasan / Swasta Kawasan 
Permukiman Terintegrasi Permukiman 
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secara Elektronik 
(Pembangunan Baru dan SWP LC pada Blok 
Pengembangan I.C. l. 
Perurnahan (Infill 
Development)) 
Koordinasi dan 
Sinkronisasi Pengendalian 
Pembangunan dan Pekerjaan Umum 
Pengembangan Kawasan APBN / Pekerjaan Umum dan Tata Ruang / 

1.1.2 Permukiman dan APBD dan Perumahan - Perumahan dan - 
Permukiman Kum uh Kabupaten Rakyat Kawasan 
(Pengaturan dan Penataan Permukiman 
Pembangunan Rum ah 
Swadaya) 

Pekerjaan Umum 
Pengembangan Sub-Zona APBD dan Tata Ruang I 

1.1.3 Perumahan Kepadatan - - Perumahan dan - 
Sangat Tinggi Kabupaten Ka was an 

Permukiman 
Pekerjaan Umum 

Penataan, pengembangan, APBD dan Tata Ruang I 
1.1.4 dan pengendalian Kabupaten - - Perumahan dan Swasta 

permukiman di atas air / Swasta Kaw as an 
Permukiman 

2 Program Kawaun Perma.kiman 
2.1 Penerbitaa lzia PembllDpl1&D dan Pengembangan Kawuan Permulrfmaa 

Penyusunan dan/atau Pekerjaan Umum Review serta Legalisasi 
APBN / Pekerjaan Umum dan Tata Ruang I Rencana Pembangunan 2.1.1 APBD dan Perumahan - Perumahan dan - dan Pengembangan 

Kawasan Permukiman dan SWP LC pada Blok Kabupaten Rakyat Ka was an 

Permukiman Kumuh I.C. l. 
Perrnukiman 

Koorctinasi dan 
APBN / Pekerjaan Umum Pekerjaan Umum 

2.1.2 Sinkronisasi Pengendalian APBD dan Perumahan - dan Tata Ruang / - Pembangunan dan Ka bu paten Rakyat Perumahan dan Pengembangan Kawasan 
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Pennukiman dan Kawasan 
Pennukiman Kumuh Permukiman 

3 Prop-am Peninpatan Praaarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSUI 
3.1 Uruan Penyelenuarun PSU Penmahm 

Penyediaan Prasarana, 
Sarana, dan Utilitas Umum Pekerjaan Umum 
di Perumahan untuk APBD dan Tata Ruang / 

3.1.1 Menunjang Fungsi Hunian Kabupaten - - Perumahan dan Swasta 
(Penyediaan PSU Rum ah / Swasta Kawasan 
Swadaya, Rum ah Umum Permukiman 
dan Komersial) 
Penyediaan Prasarana, SWP LC pada Blok 
Sarana, dan Utilitas Umum I.C.l. 
di Perumahan untuk Pekerjaan Umum 
Menunjang Fungsi Hunian APBD clan Tata Ruang I 

3.1.2 [Pendataan clan Pemetaan Kabupaten - - Perumahan dan Swasta 
Kewajiban Penyediaan / Swasta Kawasan 
Fasum/Fasos dan RTH Permukiman 
Perumahan Oleh 
Pen gem bang) 

4 Prop-am Peninpatan Praaarana, Sarana dan Utilitaa Umum Prop-am Kawaaan Permultiman 
4.1 Penataan clan Penin&katan Kualltu Kawau.n Permukiman Kumuh dequi Luaa di Bawah 10 (Sepuluh) Ha 

Pekerjaan Umum 
Survei dan Penetapan APBN J Pekerjaan Umum dan Tata Ruang I 

4.1.1 Lokasi Perrnukiman APBD dan Perumahan - Perumahan dan . 
Kumuh Kabupaten Rakyat Kaw as an 

Permukiman 
Koordinasi dan SWP LC pada Blok 
Sinkronisasi Pcngendalian I.C.l. Pekerjaan Umum 
Penataan APBN / Pekerjaan Umum dan Tata Ruang I 

4.1.2 Pemugaran /Peremajaan APBD dan Perumahan - Perumahan dan . 
Pennukiman Kumuh Kabupaten Rakyat Kawasan 
(Evaluasi Penanganan Pennukiman 
Permukiman Kumuh) 
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Koordinasi dan 
Sinkronisasi Pengendalian 
Penyelenggaraan Pekerjaan Umum 
Pemugaran/Peremajaan APBN / Pekerjaan Umum dan Tata Ruang / 

4.1.3 Permukiman kumuh APBD dan Perumahan - Perumahan dan - 
(Peningkatan Kualitas Kabupaten Rakyat Kawasan 
Lingkungan Permukiman Permuki.man 
(Pembangunan PSU dan 
RTLH) 

f.2 Sul>-zona Perumahan Kepaclatan Tinggi 
1 Program Pen1emban1an SUb-zona Perumahan Kepadatan Tinggi 

1.1 Penerbitan lzin Pembanpnan dan Pengembangan Perumahan 
Fasilitasi Pemenuhan 
Kornitmen Penerbitan Izin 
Pembangunan dan 

Pekerjaan Umum Pengembangan Kaw as an 
Permukiman Terintegrasi APBD dan Tata Ruang / 

1.1.1 Elektronik Ka bu paten - - Perumahan dan Swasta secara 
/ SWasta Kaw as an (Pembangunan Baru dan 

Pengembangan Pennuki.man 

Perumahan (Infi11 
Development)) 

SWP I.A pada Blok Koordinasi dan 
Sinkronisasi Pengendalian 1.A. l dan Blok I.A.4; 

dan Pembangunan dan •SWP I.C pada seluruh Pekerjaan Umum 
Pengembangan Kawasan 

Blok. APBN / Pekerjaan Umum dan Tata Ruang I 
1.1.2 Permuki.man dan APBD dan Perumahan - Perumahan dan - 

Permukiman Kum uh Ka bu paten Rakyat Ka was an 
(Pengaturan dan Penataan Permuki.man 
Pembangunan Ru mah 
Swadaya) 
Koordinasi dan Pekerjaan Umum 
Sinkronisasi Kerjasama APBD dan Tata Ruang I 

1.1.3 Pemerintah dengan Badan Kabupaten - - Perumahan dan Swasta 
Usaha (KPBU) Perumahan / Swasta Ka was an 
Umum/Rumah Su sun Permukiman 
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Um um (Pengembangan 
Ru mah Susun Komersial 
(Apartemen, 
Komodomunium, dll)l 

Pekerjaan Umum 
Pengembangan Sub-Zona APBD dan Tata Ruang I 

1.1.4 Perumahan Kepadatan Kabupaten - - Perumahan dan Swasta 
Tinggi / Swasta Kawasan 

Permukiman 

Perwujudan RTH Privat Pekerjaan Umum 
APBD dan Tata Ruang I 

1.1.5 Zona Perumahan Dengan 
Kabupaten - Perumahan dan Swasta Minimal 10% Dari Luas 

Kaveling / Swasta - Kawasan 
Permukiman 

2 Propam Kawaaan PennuJtlman 
2.1 Penerbitan Ida Pem'bazllun,an dan Peqem.ban1an Kawuan Permuldm.an 

Penyusunan dan/atau 
Pekerjaan Umum Review serta Legalisasi 

APBN / Pekerjaan Umum dan Tata Ruang I Rencana Pembangunan 2.1.1 APBD dan Perumahan - Perumahan dan - dan Pengembangan 
•SWP I.A pada Blok Ka bu paten Rakyat Kawasan Kawasan Permukiman dan 

Permuki.man Kumuh I.A. I dan Blok I.A.4; Permukiman 

Koordinasi dan dan 

Sinkronisasi Pengendalian •SWPLC pada Pekerjaan Umum 

Pembangunan dan 
seluruh Blok. APBN I Pekerjaan Umum dan Tata Ruang I 

2.1.2 APBD dan Perumahan - Perumahan dan - Pengembangan Kawasan 
Kabupaten Rakyat Kawasan Permukiman dan 

Permukiman Kumuh Permukiman 

3 Propam Penin&katan Praaarana, Sarana dan Utllitaa Umum jPSU) 
3.1 Uruaan Penyelellll8raan PSU Perumahan 

Penyediaan Prasarana, •SWP I.A pada Blok Pekerjaan Umum 
Sarana, dan Utilitas Umum I.A. 1 dan Blok I.A.4; APBD dan Tata Ruang I 

3.1.1 di Perumahan untuk dan Kabupaten - - Perumahan dan Swasta 
Menunjang Fungsi Hunian •SWP l.C pada / Swasta Kawasan 
(Penyediaan PSU Rumab seluruh Blok. Permukiman 
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Swadaya, Rum ah Um um 
dan Komersial) 
Penyediaan Prasarana, 
Sarana, dan Utilitas Umum 
di Perumahan untuk Pekerjaan Umum 
Menunjang Fungsi Hunian APBD dan Tata Ruang / 

3.1.2 (Pendataan dan Pemetaan Kabupaten - - Perumahan dan Swasta 
Kewajiban Penyediaan / Swasta Ka was an 
Fasum/Fasos dan RTH Permukiman 
Perumahan Oleh 
Pengembang) 

4 Program Peningkatan Praaarana, Sarana dan Utilitaa Umum Program Kawasan Permukiman 
4.1 Penataan dan Peningkatan Kualita• KawaAD Permuldman Kumuh dengan Luu di Bawah 10 (Sepuluh) Ha 

Pekerjaan Umum 
Survei dan Penetapan APBN I Pekerjaan Umum clan Tata Ruang / 

4.1.1 Lokasi Permukiman APBD dan Perumahan - Perumahan dan - 
Kum uh Kabupaten Rakyat Kaw as an 

Permukiman 
Koordinasi dan 
Sinkronisasi Pengendalian Pekerjaan Umum 
Penataan APBN / Pekerjaan Umum dan Tata Ruang / 

4.1.2 Pemugaran /Peremajaan APBD dan Perumahan - Perumahan dan - 
Permukiman Kum uh 

SWP I.C pada Blok Kabupaten Rakyat Kawasan 
(Evaluasi Penanganan Permukiman 
Permukiman Kum.uh) LC.I 

Koordinasi dan 
Sinkronisasi Pengendalian 
Penyelenggaraan Pekerjaan Umum 
Pemugaran /Peremajaan APBN / Pekerjaan Umum dan Tata Ruang I 

4.1.3 Permukiman kumuh APBD dan Perumahan - Perumahan dan . 
(Peningkatan Kualitas Kabupaten Rakyat Ka was an 
Lingkungan Pennukiman Pennukiman 
(Pembangunan PSU dan 
RTLH) 

r.3 Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang 
1 Program Pengembangan Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang 
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1.1 Penerbitu ldD Pembanpnall dan Peqembu:acu Perumahaa 
Fasilitasi Pemenuhan 
Komitmen Penerbitan lzin 
Pembangunan dan 

Pekerjaan Umum Pengembangan Kawasan 
APBD dan Tata Ruang I Permukiman Terintegrasi 1.1.1 Kabupaten - - Perumahan dan Swasta secara Elektronik 

/ Swasta Kaw as an (Pembangunan Baru dan 
Pengembangan Permukiman 

Perumahan (Infill 
Development)) 
Koordinasi dan 
Sinkronisasi Pengendalian 
Pembangunan dan •SWP I.A pada Blok Pekerjaan Umum 
Pengembangan Kawasan I.A. l dan Blok I.A.4; APBN / Pekerjaan Umum dan Tata Ruang I 

1.1.2 Permukiman dan • SWP I .B pada Blok APBD dan Perumahan - Perumahan dan - 
Permukiman Kumuh I.B.2 dan Blok I.B.3; Kabupaten Rakyat Ka was an 
(Pengaturan clan Penataan •SWP I.C pada Blok Permukiman 
Pembangunan Rum ah I.C.2; Swadaya) .. SWP I.D pada Blok 
Koordinasi dan 1.0.1; 
Sinkronisasi Kerjasama • SWP I.E pada seluruh 
Pemerintah dengan Sadan Blok. Pekerjaan Umum 
U saha (KPBU) Perumahan APBD dan Tata Ruang / 

1.1.3 Umum/Rumah Su sun Kabupaten - - Perumahan dan Swasta 
Umum (Pengembangan / Swasta Kawasan 
Ru mah Susun Komersial Permukiman 
(Apartemen, 
Komodomunium, dll)) 

Pekerjaan Umum 
Pengembangan Sub-Zona APBD dan Tata Ruang I 

1.1.4 Perumahan Kepadatan Kabupaten - - Perumahan dan Swasta 
Sedang / Swasta Ka was an 

Permukiman 
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Perwujudan RTH Privat Pekerjaan Umum 

Zona Perumahan Dengan APBD dan Tata Ruang / 
1.1.5 

Minimal 10% Dari Ka bu paten - Perumahan dan Swasta Luas 
Kaveling / Swasta - Ka was an 

Permukiman 
2 Program Kawaaan Pennukiman 

2.1 Penerbitan lain Pembaagunan dan Pengembangan Kawaaaa Permuldmaa 
Penyusunan dan/atau Pekerjaan Umum Review serta Legalisasi •SWP I.A pada Blok 

APBN / Pekerjaan Umum dan Tata Ruang / Rencana Pembangunan I.A.1 dan Blok I.A.4; 2.1.1 APBD dan Perumahan - Perumahan dan - dan Pengembangan •SWP I.B pada Blok Kabupaten Rakyat Kawasan Kawasan Pennukiman dan l.B.2 dan Blok I.B.3; Permukiman Permukiman Kumuh i.sWP I.C pada Blok 
Koordinasi dan I.C.2; 

Pekerjaan Umum Sinkronisasi Pengendalian le SWP l.D pada Blok 
APBN / Pekerjaan Umum dan Tata Ruang / Pembangunan dan I.D.l; 2.1.2 APBD dan Perumahan - Perumahan dan - Pengembangan Kawasan •SWP I.E pada seluruh 

Ka bu paten Rakyat Kawasan Permukiman dan Blok. 
Permukiman Kumuh Permukiman 

3 Program Peninpatan Prasarana, Sarana dan Utilitaa Umum (PSUI 
3.1 Uruaaa Penyelengaraan PSU Penunahan 

Penyediaan Prasarana, 
Sarana, dan Utilitas Umum Pekerjaan Umum 
di Perumahan untuk le SWP I.A pada Blok APBD dan Tata Ruang / 

3.1.1 Menunjang Fungsi Hunian I.A.1 dan Blok I.A.4; Ka bu paten - - Perumahan dan Swasta 
(Penyediaan PSU Rum ah ieSWP LB pada Blok / Swasta Ka was an 
Swadaya, Rum ah Umum l.B.2 dan Blok I.B.3; Permukiman 
dan Komersial) 1e SWP I. C pada Blok 
Penyediaan Prasarana, I.C.2; 
Sarana, dan Utilitas Umum •SWP I.D pada Blok Pekerjaan Umum 
di Perumahan untuk l.D.1; APBD dan Tata Ruang / 

3.1.2 Menunjang Fungsi Hunian •SWP LE pada seluruh Kabupaten - - Perumahan dan Swasta 
(Pendataan dan Pemetaan Blok. / Swasta Ka was an 
Kewajiban Penyediaan Permukiman 
Fasum/Fasos dan RTH 
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Perumahan Oleh 
Pengembang) 

4 ProlJ'am Penin&katan Praarana, Sarana dan Utilitaa Umum (PSU) 
4.1 Uruaan Penyelenga.raan PSU Perumahaa 

Pekerjaan Umum 
Survei dan Penetapan APBN / Pekerjaan Umum dan Tata Ruang / 

4.1.1 Lokasi Permukiman APBD dan Perumahan - Perumahan dan - 
Kumuh Kabupaten Rakyat Kawasan 

Permukiman 
Koorclinasi dan 
Sinkronisasi Pengendalian Pekerjaan Umum 
Penataan APBN / Pekerjaan Umum dan Tata Ruang I 

4.1.2 Pemugaran /Peremajaan • SWP I.B pada Blok APBD dan Perumahan - Perumahan dan - 
Permukiman Kumuh I.8.2 dan Blok l.B.3; Kabupaten Rakyat Ka was an 
(Evaluasi Penanganan dan Pennukiman 
Permukiman Kumuh) •SWP I.C pada Blok 
Koordinasi dan I.C.2. 
Sinkronisasi Pengendalian 
Penyelenggaraan Pekerjaan Umum 
Pemugaran /Peremajaan APBN / Pekerjaan Umum dan Tata Ruang I 

4.1.3 Perrnukiman kumuh APBD dan Perurnahan - Perumahan dan - 
(Pcningkatan Kualitas Kabupaten Rakyat Kawasan 
Lingkungan Permukiman Permukiman 
(Pembangunan PSU dan 
RTLH) 

f.4 Su~.zona Perumahan Kepadatan Rendah 
1 ProlJ'&m Pengembangan SUb-sona Perumahan Kepadatan Rendah 

1.1 Penerbitan ldn Pembanpna.D dan Peqemban1an Perumahan 
Fasilitasi Pernenuhan • SWP I.A pada Blok 
Komitrnen Penerbitan Izin I.A.3; 

Pekerjaan Umum Pembangunan dan •SWP I.B pada Blok 
Pengernbangan Kawasan I.B.3; APBD dan Tata Ruang I 

1.1.1 
Permukiman •SWP I.C pada Blok Kabupaten - - Perumahan dan Swasta Terintegrasi I SWasta Kaw as an sccara Elektronik l.C.2; 
(Pcmbangunan Baru dan • SWP l.D pada Permukiman 

Pengembangan seluruh Blok; dan 
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Perumahan (Infill le SWP I.E pada 
Development)) seluruh Blok 
Koordinasi dan 
Sinkronisasi Pengendalian 
Pembangunan dan Pekerjaan Umum 
Pengembangan Kawasan APBN / Pekerjaan Umum dan Tata Ruang I 

1.1.2 Permukiman dan APBD dan Perumahan - Perumahan dan - 
Permukiman Kum uh Kabupaten Rakyat Ka was an 
(Pengaturan dan Penataan Perrnukiman 
Pembangunan Rum ah 
Swadaya) 
Koordinasi dan 
Sinkronisasi Kerjasama 
Pemerintah dengan Sadan Pekerjaan Umum 
Usaha (KPBU) Perumahan APBD dan Tata Ruang / 

1.1.3 Umum/Rumah Su sun Kabupaten - - Perumahan dan Swasta 
Umum (Pengembangan / Swasta Kawasan 
Rum ah Su sun Komersial Permukiman 
(Apartemen, 
Komodomunium, dll)) 

Pekerjaan Umum 
Pengembangan Sub-Zona APBD dan Tata Ruang I 

1.1.4 Perumahan Kepadatan Kabupaten - - Perumahan dan Swasta 
Rendah / Swasta Ka was an 

Permukiman 

Perwujudan RTH Privat Pekerjaan Umum 
APBD dan Tata Ruang / 

1.1.5 Zona Perumahan Dengan 
Ka bu paten - - Perumahan dan Swasta Minimal 10% Dari Luas I Swasta Kawasan Kaveling 

Permukiman I 
2 Program Kawaaan Permukiman 

2.1 Penerbitan lzin Pemban1wum dan Peqembangan Kawa .. n Permuldman 
Penyusunan dan/atau • SWP I.A pad a Blok 

APBD Pekerjaan Umum Review serta Legalisasi I.A.3; 2.1.1 Kabupaten - dan Tata Ruang I Swasta Ren can a Pembangunan • SWP I.B pada Blok 
/ Swasta - Perumahan dan dan Pengembangan I.8.3; 
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Kawasan Permukiman dan •SWP I.C pada Blok Ka was an 
Permukiman Kumuh I.C.2; Permukiman 
Koordinasi dan • SWP I.D pada 
Sinkronisasi Pengendalian seJuruh Blok; dan Pekerjaan Umum 

Pembangunan dan •SWP I.E pada APBD dan Tata Ruang I 
2.1.2 Pengembangan Kaw as an seluruh Blok Kabupaten - - Perumahan dan Swasta 

Perrnukiman dan / Swasta Kawasan 

Permukiman Kumuh Permukiman 

3 ProCJ'am Peningkatan Praaarana, Sarana Dan Utilitu Umum (PSU) 
3.1 Uruun PenyeJea.aaraaa PSU Penamahan 

Penyediaan Prasarana, 
Sarana, dan Utilitas Umum Pekerjaan Umum 
di Perumahan untuk APBD dan Tata Ruang I 

3.1.1 Menunjang Fungsi Hunian • SWP I.A pada Blok Kabupaten - - Perumahan dan Swasta 
(Penyediaan PSU Rum ah I.A.3; / Swasta Kaw as an 
Swadaya, Rumah Umum le SWP I.B pada Blok Permukiman 
dan Komersial) I.B.3; 
Penyediaan Prasarana, 1eSWP I.C pada Blok 
Sarana, dan Utilitas Umum I.C.2; 
di Perumahan untuk ieSWP 1.D pada Pekerjaan Umum 
Menunjang Fungsi Hunian seluruh Blok; dan APBD dan Tata Ruang I 

3.1.2 [Pendataan dan Pemetaan le SWP I.E pada Kabupaten - - Perumahan dan Swasta 
Kewajiban Penyediaan seluruh Blok / Swasta Kawasan 
Fasum/Fasos dan RTH Permukiman 
Perumahan Oleh 
Pengembang) 

4 ProCJ'&m Peningkatan Praaarana, Sarana dan Utilitu Umum (PSU) 
4.1 Uruaan PenyeJenuaraaa PSU Pe111mahan 

Pekerjaan Umum 
Survei dan Penetapan APBN I Pekerjaan Umum dan Tata Ruang I 

4.1.1 Lokasi Permukirnan APBD dan Perumahan - Perumahan dan - 
Kumuh SWP I.B pada Blok Kabupaten Rakyat Ka was an 

I.B.3 Pennukiman 
Koordinasi dan APBN / Pekerjaan Umum Pekerjaan Umum 

4.1.2 Sinkronisasi Pengendalian APBD dan Perumahan - dan Tata Ruang I - 
Penataan Kabupaten Rakyat Perumahan dan 
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Pemugaran /Peremajaan Kawasan 
Permukiman Kumuh Permukiman 
(Evaluasi Penanganan 
Permukiman Kumuh) 
Koorclinasi dan 
Sinkronisasi Pengendalian 
Penyelenggaraan Pekerjaan Umum 
Pemugaran /Peremajaan APBN / Pekerjaan Umum dan Tata Ruang I 

4.1.3 Permukiman kumuh APBD dan Perurnahan . Perumahan dan . 
(Peningkatan Kualitas Kabupaten Rakyat Kaw as an 
Lingkungan Permukiman Permukiman 
(Pembangunan PSU dan 
RTLH) 

g Zona Sarana Pelayanan Umum 
g.1 Sub-zona SPU Skala Kota 
1 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang pada Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota 

1.1 Koordinaal dan Sinkrolliaui Pemanfaatan Ruane Daerah Kabupaten/Kota 
APBN / 

Pembangunan, APBD 
Penclidikan 

1.1.1 Pengembangan dan Provinsi / Pendidikan dan dan Pendidikan dan Swasta Pemeliharaan Saran a APBD Kebudayaan Kebudayaan Kebudayaan 
Pendidikan Skala Kota Kabupaten 

/ Swasta 

Pembangunan Sarana • SWP I.A pada Blok APBD Pekerjaan Umum 1.1.2 Kabupaten - - Swasta Peribadatan Skala Kota I.A.2 dan Blok I.A.4; 
/ Swasta 

dan Tata Ruang 
- SWP I. B pada Blok 

J.B. I dan Blok I.B.2; APBN / 

Pengembangan dan le SWP I.E pada Blok APBD 

1.1.3 Pemeliharaan Saran a I.E. I Provinsi / Kesehatan Kesehatan Kesehatan Swasta 
Kesehatan Skala Kota APBD 

Ka bu paten 
I Swasta 

Pembangunan, APBN I Pekerjaan Umum Cipta Karya Pekerjaan Umum 
1.1.4 Pengembangan, dan APBD dan Perumahan 

Bina 
dan Tata Ruang / Swasta 

Pemeliharaan Saran a Provinsi / Rakyat / Sosial 
Konstruksi 

Sosial APBD dan Tata 
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Pelayanan Umum Lainnya Kabupaten Ruang / 
Skala Kota / Swasta Sosial 

2 Program Pengelolaan Keanekara1aman HayaU (KEHATI) 
2.1 Peqelolaan Keanekarapman Hayati Kabupmten/Kota 

• SWP I .A pada Blok Pekerjaan Umum 
CiptaKarya I.A.2 dan Blok APBN I dan Perurnahan Bina 

Perwujudan RTH Privat I.A.4; APBD Rakyat / Sosial / Konstruksi Pekerjaan Umum 
2.1.1 Zona Sarana Pelayanan • SWP 1.B pad a Blok Provinsi / Desa, 

dan Tata dan Tata Ruang I Swasta 
Umum I.B. l dan Blok APBD Pembangunan 

Ruang / Sosial / Kesehatan I.B.2; Kabupaten Daerah Tertinggal, 
Sosial / •SWP I.E pada Blok I Swasta dan Transmigrasi / Kesehatan I.E.1 Kesehatan ,.2 Sub-zona SPU Skala Kecamatan 

1 Program Penyelengaraan Penataan Ruang pada Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan 
1.1 Koordhlul daa Shakronillut Pemanfaatan Ruan& Daerab Kabupaten/Kota 

Pembangunan, APBD 
Pengembangan dan Provinsi / Pendiclikan Pendidikan dan 1.1.1 Perneliharaan Saran a APBD - dan Kebudayaan Swasta 
Pendidikan Skala Kabupaten Kebudayaan 
Kecamatan / Swasta 
Pembangunan, 
Pengernbangan dan ~ SWP I.A pada Blok APBD Pekerj aan Umum 1.1.2 Pemeliharaan Sarana I.A.l, Blok I.A.2, dan Kabupaten - - dan Tata Ruang Swasta 
Peribadatan Skala Blok 1.A.4; / Swasta 
Kecamatan • SWP I.B pada Blok 

Pembangunan, I.B. l dan Blok I.B.3; APBN I 
•SWP I.C pada Blok APBD Pengembangan dan I.C.2; dan Provinsi / 1.1.3 Perneliharaan Saran a Kesehatan Kesehatan Kesehatan Swasta 

Kesehatan Skala •SWP I.E pada Blok APBD 

Kecamatan I.E. I Kabupaten 
/ Swasta 

Pembangunan, 
APBN I Cipta Karya Pengembangan dan 
APBD Pekerjaan Umum Bina Pekerjaan Umum 

1.1.4 Perneliharaan Saran a dan Perurnahan dan Tata Ruang I Swasta 
Pelayanan Umum Lainnya Provinsi / Rakyat / Sosial 

Konstruksi 
Sosial 

Skala Kecamatan APBD dan Tata 
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Kabupaten Ruang / 
/ Swasta Sosial 

2 Program Pengelolaan Keanekaragaman Bayati (KEHATI) 
2.1 Pe111elolaan Keanekarqaman Bayati Kabupaten/Kota 

• SWP I.A pada Blok Pekerjaan Umum I.A.l, Blok I.A.2, dan Cipta Karya 
Blok I.A.4; APBN / dan Perumahan Bina 

Perwujudan RTH Privat •SWP I.B pada Blok APBD Rakyat / Sosial / Konstruksi Pekerjaan Umum 
2.1.1 Zona Saran a Pelayanan I.B.l dan Blok LB.3; Provinsi / Desa, dan Tata dan Tata Ruang I Swasta 

Um um • SWP I. C pada Blok APBD Pembangunan 
Ruang / Sosial / Kesehatan 

1.C.2; dan Kabupaten Daerah Tertinggal, Sosial / / Swasta dan Transmigrasi / • SWP I.E pada Blok Kesehatan 
Kesehatan 

I.E.1 
,.a Sub-zona SPU Skala Kelurahan 
l Program Penyelenggaraan Penataan Ruang pada Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan 

1.1 Koordinalli dan Sinkronisui Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 
Pembangunan, 
Pengembangan dan APBD Pendidikan dan 

1.1.1 Pemeliharaan Saran a Kabupaten - - Kebudayaan Swasta 
Pendidikan Skala •SWP I.A pada Blok / Swasta 
Kelurahan I.A.4; 
Pembangunan, ~SWP I.B pada Blok 
Pengembangan dan I.B.l dan Blok I.B.3; APBD Pekerjaan Umum 1.1.2 Pemeliharaan Sarana ~ SWP I. C pada Blok Kabupaten - - dan Tata Ruang Swasta 
Peribadatan Skala I.C. l; / Swasta 
Kelurahan •SWP I.D pada Blok 

Pembangunan, 
I.D.l; dan APBN I 

•SWP I.E pada seluruh APBD Pengembangan dan Blok Provinsi / 1.1.3 Pemeliharaan Saran a Kesehatan Kesehatan Kesehatan Swasta 
Kesehatan Skala APBD 

Kelurahan Ka bu paten 
/ Swasta 
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Pekerjaan Umum 

Pembangunan, APBN / dan Perumahan Cipta Karya 

Pengembangan, dan APBD Rakyat / Sosial / Bina Pekerjaan Umum 
1.1.4 Pemeliharaan Sa.rana Provinsi / Desa, Konstruksi 

dan Tata Ruang I Swasta 
Pelayanan Umum La.innya APBD Pcmbangunan dan Tata 

Sosial 
Skala Kelurahan Kabupaten Daerah Tertinggal, Ruang / 

/ Swasta dan Transrnigrasi I Sosial 
Kesehatan 

2 Procram Pengelolaan Keanekaragaman Ha:,ati (KEHATI) 
2.1 Peqelolaan Keanebrapmaa Hapti Kabupaten/Kota 

• SWP I.A pada Blok 
I.AA; Pekerjaan Umum Cipta Karya 

•SWP 1.8 pada Blok APBN / dan Perumahan Bina 
Perwujudan RTH Privat 1.8.1 dan Blok 1.8.3; APBD Rakyat / Sosial / Konstruksi Pekerjaan Umum •SWP l.C pada Blok Provinsi / Desa, 2.1.1 Zona Sarana Pelayanan l.C.1; APBD Pembangunan dan Tata dan Tata Ruang I Swasta 
Umum eSWP 1.D pada Blok Kabupaten Daerah Tertinggal, Ruang / Sosial / Kesehatan 

l.D.l; dan / Swasta dan Transrnigrasi / Sosial / 

• SWP I.E pada Kcsehatan Kesehatan 

seluruh Blok 
g.4 Sub-sona SPU Skala RW 

1 Procram Penyelengaraan Penataan Runs pada Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala RW 
1.1 Koordinut daa SiDlll'oDiuat Pemanfaataa Ruane Daerah Kabupaten/Kota 

Pembangunan, APBD 
1.1.1 Pengembangan dan Kabupaten Pendidikan dan Swasta Pemeliharaan Sa.rana - - Kebudayaan 

Pendidikan Skala RW / Swasta 

Pembangunan, • SWP I.A pada Blok APBD Pengembangan dan Pekerjaan Umum 1.1.2 I.A.l; dan Kabupaten - - Swasta Pemeliharaan Sa.ran a •SWP 1.D pada Blok / Swasta 
dan Tata Ruang 

Peribadatan Skala RW 
Pembangunan, 1.0.1 

Pengembangan dan APBD Pekerjaan Umum 
1.1.3 Pemeliharaan Sa.ran a Kabupaten - - dan Tata Ruang I Swasta 

Pelayanan Umum Lainnya I Swasta Sosial 
Skala RW 
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2 Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATit 
2.1 Pencelolaan Keanekarqaman Hayati Kabupaten/Kota 

Pekerjaan Umum Cipta Karya APBN / dan Perumahan 
Bina 

Perwujudan RTH Privat • SWP I.A pada Blok APBD Rakyat / Sosial / Konstruksi Pekerjaan Umum 
2.1.1 Zona Saran a Pelayanan I.A.I; dan Provinsi / Desa, dan Tata dan Tata Ruang I Swasta 

Umurn •SWP I.D pada Blok APBD Pembangunan 
Ruang / Sosial / Kesehatan I.D.1 Kabupaten Daerah Tertinggal, 
Sosial / / Swasta dan Transrnigrasi / 

Kesehatan Kesehatan 

h Zona Ruang Terbuka l'fon Hijau 
h.l Sub-Zona Ruang Terbuka Non Hijau 
1 Program Pengembangan Ruang Terbuka Jfon Hijau 

1.1 Penyelenuaraan lnfrutnaktur pada Ruang Terbuka Non Hijau 
Pengembangan RTNH 
Berupa Alun-Alun, Plaza, 
Sarana Olahraga, Taman 

APBD CiptaKarya Bermain Rekreasi, Ruang 
Bawah Jalan Provinsi / Bina Pekerjaan Umum 1.1.1 
Layang/Jembatan, Koridor APBD - Konstruksi dan Tata Ruang Swasta 

Ka bu paten dan Tata An tar Bangunan, Lahan / Swasta Ruang Parkir, dan 
Pembatas/ Buffer) untuk 
Ruang Publik 

SWP I.B pada Blok APBD Cipta Karya 
Penyediaan Fasilitas Dasar I.B.2 dan Blok I.B.3 Provinsi / Bina Pekerjaan Umum 1.1.2 dan Elemen Pelengkap APBD - Konstruksi dan Tata Ruang Swasta 
Zona RTNH Ka bu paten dan Tata 

/ Swasta Ruang 
APBD Cipta Karya 

Implementasi Indeks Hijau Provinsi / Bina 
Pekerjaan Umum 1.1.3 pad a Kawasan yang APBD - Konstruksi dan Tata Ruang Swasta 

Penggunaan Perkerasan Ka bu paten dan Tata 
/ Swasta Ruang 

1.1.4 Penyediaan Ruang dan APBD CiptaKarya Pekerjaan Umum Swasta - Penataan Sektor Informal Provinsi / Bina dan Tata Ruang 
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dan/atau UMKM Pada APBD Konstruksi 
ZonaRTNH Kabupaten dan Tata 

/ Swasta Ruang 
APBD Cipta Karya 

Pengembangan Zona RTNH Provinsi I Bina Pekerjaan Umum 1.1.5 APBD - Konstruksi Swasta Kearifan Lokal 
Kabupaten dan Tata dan Tata Ruang 

I Swasta Ruang 
i Zona Campuran 

i.l Sub-sona Campuran lntenaitas Tmggi 
1 Procram Penyelengaraan Penataan Ruang pada Bub-Zona Campuran lntensitas Tingi 

1.1 Koordinut daa Sinkronisul Pemallfataan Ruan& Daerah Kabupaten/Kota 
Koordinasi dan 
Sinkronisasi Pemanfaatan 
Ruang untuk lnvestasi dan 

APBD Pembangunan Daerah Pekerjaan Umum 1.1.1 Kabupaten - - Swasta 
(Pernbangunan, Penataan I Swasta 

dan Tata Ruang 
dan Pengembangan 
Kawasan Campuran SWP LB pada Blok 

Intensitas Tinggi) LB.1 

Penyediaan Prasarana, APBD Cipta Karya 
Sarana, dan Utilitas Umum Provinsi / Bina Pekerjaan Umum 

1.1.2 untuk Menunjang Zona APBD - Konstruksi Swasta 
Campuran lntensitas Kabupaten dan Tata dan Tata Ruang 

Tinggi / Swasta Ruang 
2 Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya 

2.1 Penyelengaraan Penataan Bangwaan dan Lillpun1ann:,a di Daerah Kabupaten 
Penataan Bangunan dan 

2.1.1 Lingkungan Sub-Zona SWP LB pada Blok APBD Pekerjaan Umum - - . 
Campuran Intensitas I.8.1 Kabupaten dan Tata Ruang 
Tinggi 

i.2 Sub-zona Campuran lntenaitas Menengah/Sedang 
1 Procram Penyelengaraan Penataan Ruang pada Sub-Zona Campuran lntensltas Menengah/Sedan& 

1.1 Koonllnut dan Sinluoni8Ui Pemallfataan Ruane Daerah Kabupaten/Kota 



Pelakuaa Waktu Pelakaanaaa 
TP TP·D Kementedaa I Penapat -r 

Lembapyuaa 1 1 2 3 4 5 TP-m Sumber Daerah Penmpat Daerah PemaJll)na TP·IV TP-V Na Prop-am Utama Lakui llenyelengarakua (2030 Pendanaan Prcmnai Kabapaten I Kata Kepeathlpa 2 2 2 2 2 2 (2035- (2040- Ul'IIUD . 
Pemerintahan di )'UI& Jalll membidanp Lainnya 0 0 0 0 0 0 2034) 2039) 2043) 

membidanp 2 2 2 2 2 2 
Bidan1 4 5 6 7 8 9 

Koordinasi dan 
Sinkronisasi Pemanfaatan 
Ruang untuk Investasi dan ieSWP I.A pada seluruh 
Pembangunan Dae rah Blok; APBD Pekerjaan Umum 1.1.1 (Pembangunan, Penataan ieSWP I.B pada Blok Kabupaten - - Swasta 
dan Pengembangan l.B.2 dan Blok l.B.3; I Swasta 

dan Tata Ruang 

Kawasan Campuran •SWP l.C pada seluruh 
Intensitas Blok; 
Menengah/Sedang) •SWP l.D pada Blok 
Penyediaan Prasarana, l.D.l; dan 
Sarana, dan Utilitas Umum • SWP I.E pada seluruh APBD Pekerjaan Umum 1.1.2 untuk Menunjang Zona Blok Ka bu paten - - Swasta 
Campuran lntensitas / Swasta 

dan Tata Ruang 

Menengah/Sedang 
j Perwujudan Zona Perdagangan dan Jaaa 

j.1 Sub-Zona Perdqansan dan Jaaa Skala Kota 
1 Program Penyelenggaraan Peaataan Ruang pada Sub-Zona Perdagangan dan Jaaa Skala Kota 

1.1 Kaarclinaai dan Sinkraniaaai Pemanfataan Ruane Daerah Kabupaten/Kata 
Koordinasi dan 
Sinkronisasi Pemanfaatan Pekerjaan Umum Ruang untuk lnvestasi dan 

• SWP I.A pada Blok dan Tata Ruang I Pembangunan Dae rah 1.A.3 dan Blok l.A.4; APBD Perindustrian, 
pada Sub-Zona 1.1.1 dan Kabupaten - - Perdagangan, Swasta 
Perdagangan dan Jasa •SWP I.B pada Blok / Swasta Koperasi, Usaha Skala Kota (Pembangunan l.B.1 dan Blok I.B.2 Kecil dan dan Penataan Kaw as an Menengah 
Perdagangan dan Jasa 
Pusat Pelayanan Kota) 

2 Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan, Keaejahteraan Rakyat dan Pengembangan 
2.1 Peaiagkatan Kesejahteraan Rakyat, Perekonamian dan Pembansunan 

Pembangunan dan • SWP I.A pada Blok Pekerjaan Umum Penataan Saran a dan 
Prasarana Kawasan Sektor I.A.3 dan Blok I.A.4; APBD dan Tata Ruang / 

2.1.1 dan Kabupaten - - Perindustrian, Swasta 
Informal pad a Sub-Zona 

•SWP 1.8 pada Blok / Swasta Perdagangan, Perdagangan dan Jasa l.B. l dan Blok l.B.2 Koperasi, Usaha Skala Kota 



Pela ma• Waktu Pel•kHnua 
TP TP·D KementerJ.aa I ·I 

Lembapyaq Penapat 
1 1 2 3 4 & TP-m 

llo Propam Utama Lokui Sumber 
Nenyelengaralwl Daerala Peranpat Daerah Pemanpu 

C2030 TP·IV TP-V 
Peadaa•u Promlai Kabupaten I Kota Kepentinpn 2 2 2 2 2 2 C2035- C2040- Ul'UUI . 

J&DI membidanp Lainnya 0 0 0 0 0 0 2039) :;ao431 Pemeruatahan di 
,.... ::1034) 

membldaap 2 2 2 2 :z 2 
Bldan1 4 6 6 7 8 g 

Kecil dan 
Menengah 

3 Procram Penataan Bangunan dan LincJtunpnnya 
3.1 Penyelengaraan PenatlUUl Bangunan dan Lillc]NnlllllD)'a di Daerah Kabupaten/Kota 

Pekerjaan Umum 

Penataan Bangunan dan dan Tata Ruang I 
APBD Perinclustrian, 

3.1.1 Lingkungan (Penataan 
Kabupaten - - Perdagangan, Swasta Saran a Penunjang Zona 
/ Swasta Koperasi, Usaha Perclagangan clan J asa) 

•SWP I.A pada Blok Kecil dan 
I.A.3 dan Blok I.A.4; Menengah 
clan Pekerjaan Umum 

leSWP I.B pada Blok dan Tata Ruang I 
Perwujuclan RTH privat I.B.1 dan Blok 1.B.2 

APBD Perindustrian, 

3.1.2 Zona Perdagangan dan 
Kabupaten Perclagangan, Swasta Jasa dengan minimal 10% - - Koperasi, Usaha 

dari luas kaveling / Swasta Kecil dan 
Menengah / 

Llngkungan Hidup 
4 Procram Pengembangan UMKM 

4.1 Pen1embanpn Uuha Miluo den1an Orlentaal PenincJE&tan 8bla Uuha llenjadi Uuha Kecil 
• SWP I.A pada Blok APBD Perindustrian, 

Pengembangan Usaha LA.3 dan Blok I.A.4; Provinsi / Perindustrian Perdagangan, 
4.1.1 clan APBD - dan Koperasi, Usaha Swasta Mikro leSWP I.B pada Blok Kabupaten Perdagangan Kecil clan 

I.B. l dan Blok I.B.2 / Swasta Menengah 
5 Program Peningkatan Sarana Diatribuai Perda1angan 

5.1 Pembangunan dan Peqelolaan Sarana Distrlbuai Perdaganpn 

• SWP I.A pad a Blok APBD Pekerjaan Umum 
Penyediaan Saran a dan Tata Ruang I 5.1.1 
Distribusi Pcrdagangan I.A.3 dan Blok I.A.4; Kabupaten - - Perindustrian, Swasta 

dan / Swasta Perdagangan, 



Pelakuna Waktu Pelakuaaaa 
TP TP-D Kementedaa I Penqbt -I 

Sumber Lembap. YUII Daerah l'eraD.pat Daerah Pemaqlm 1 1 2 3 4 5 TP-m TP-IV 'J'P.V Ko Prop-am Utama Lokasf Meayelengarakan (2030 Pea.daaaua Provmal Kaba.paten I Kota Kepeatiapn 2 2 2 2 2 2 (2035- ·~ Uruaaa - J'Ull }'U1I membidaap Laina ya 0 0 0 0 0 0 20341 20391 20431 
Pemerlatahaa di membidaap 2 2 2 2 2 2 

Biclaq 4 5 6 7 8 9 

•SWP I.B pada Blok Koperasi, Usaha 
I.B.1 dan Blok 1.8.2 Kecil dan 

Menengah I 
Lingkungan Hidup 
Pekerjaan Umum 
dan Tata Ruang / 

Fasilitasi Pengelolaan APBD Perindustrian, 
Perdagangan, 5.1.2 Saran a Distribusi Ka bu paten - - Koperasi, Usaha Swasta 

Perdagangan / Swasta Kecil dan 
Menengah I 

Lingkungan Hidup 
j.2 Sub-Zona Perdagaagaa daa Jua Skala WP 

1 Propam Penyelenuaraan Penataan Ruane pada Sub-Zona Perdagan1aa dan Jaaa Skala WP 
1.1 Koorcliaaal daa SiDlaoDiaui Pemanfataan Ruan1 Daerah Kabupaten/Kota 

Koordinasi dan 
Sinkronisasi Pemanfaatan 

Pekerjaan Umum Ruang untuk lnvestasi dan le SWP I.A pada Blok 
dan Tata Ruang / Pembangunan Daer ah J.A.2 dan Blok I.A.3 APBD Perind ustrian, pad a Sub-Zona • SWP I.B pada seluruh 1.1.1 Kabupaten - - Perdagangan, Swasta Perdagangan dan Jasa Blok 

/ Swasta Koperasi, Usaha Skala WP (Pembangunan leSWP I.C pada seluruh Kecil dan dan Penataan Kawasan Blok Menengah Perdagangan dan Jasa 
Skala WP 

2 Propam Peninpatan Penyeleagaraaa Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat dan Pe111emban1an 
2.1 Peningkatan Kesejahteraan Rakyat, Perekoaomiaa daa PembaD1UDan 

Pembangunan dan SWP I.A pada Blok Pekerjaan Umum 

Penataan Saran a dan .A.2 dan Blok l.A.3 dan Tata Ruang I 
Prasarana Kawasan Sektor SWP LB pada seluruh APBD Perindustrian, 

2.1.1 
Blok Ka bu paten - - Perdagangan, Swasta Informal pad a Sub-Zona 

/ Swasta Koperasi, Usaha Perdagangan dan Jasa SWP I. C pada seluruh 
Kecil dan Skala WP Blok Menengah 

3 Propam Penataan Bansunan dan Lin&)mnpnnya 
3.1 Peayelengaraan Penataa.a Banpaaa dan IJa&)mngan.nya di Daerah Kabupatea/Kota 



Pel•k•a• Waktu Pel•k•anua 
TP TP·D Kementerf.aa I Peraapat ·I 

Sumber 1Ambapyaa1 Daerala Peraapat Daerah Pemnpa 1 1 2 3 4 I TP-m TP·IV TP-V Ro Propam Utama Lollul llenyelengaraba (2030 PeadaaHa Prcmml Kabapatea I Kata Kepeatiapa 2 2 2 2 2 2 pc)3S- (2040- Unuaa . 
yaq JaDI memb!dup Lalaaya 0 0 0 0 0 0 20341 20391 20431 Pemerilltahaa di membidaq:l 2 2 2 2 2 2 

Btd•a1 4 I 6 7 8 9 

Pekerjaan Umum 

Penataan Bangunan dan dan Tata Ruang I 
APBD Perindustrian, 

3.1.1 Lingkungan (Penataan 
Ka bu paten - - Perdagangan, Swasta Saran a Penunjang Zona 
/ Swasta Koperasi, Usaha Perdagangan dan J asa) SWP I.A pada Blok Kecil dan 

.A.2 dan Blok l.A.3 Menengah :::WP I.B pada seluruh 
Blok Pekerjaan Umum 

SWP I.C pada seluruh dan Tata Ruang I 
Perwujudan RTH privat Blok APBD Perindustrian, 
Zona Perdagangan dan Perdagangan, 3.1.2 Kabupaten - - Koperasi, Usaha Swasta Jasa dengan minimal 10% 

/ Swasta dari luas kaveling Kecil dan 
Menengah / 

Llngkungan Hidup 
4 ProlJ'am Pengembangan UMKM 

4.1 Pen1embanpa Usaha llikro den1an Orienta.a Peainpatan Skala Usaha llenJ•di Usaha Kecil 
SWP I.A pada Blok APBD Perindustrian, 
.A.2 dan Blok l.A.3 Provinsi / Perindustrian Perdagangan, Pengembangan Usaha SWP I.B pada seluruh 4.1.1 

Blok APBD - dan Koperasi, Usaha Swasta Mikro 
Kabupaten Perdagangan Kecil dan SWP I.C pada seluruh 

Blok / S\vasta Menengah 

s ProlJ'am Peninpatan Sarana Diatrlbusi Perdapngan 
1.1 Pembaapaan dan Peqelola.aa Saraaa Distrlbuu Perclapnpn 

Pekerjaan Umum 
dan Tata Ruang I 

SWP I.A pada Blok APBD Perindustrian, 

5.1.1 Penyediaan Saran a 
.A.2 dan Blok l.A.3 Kabupaten - - Perdagangan, Swasta DistribusiPerdagangan 

SWP I.B pada seluruh / Swasta 
Koperasi, Usaha 

Kecil dan Blok Menengah / SWP I.C pada seluruh 
:::1ok Llngkungan Hidup 

Fasilitasi Pengelolaan APBD Pekerjaan Umum 
5.1.2 Saran a Distribusi Kabupaten - - dan Tata Ruang I Swasta 

Perdagangan I Swasta Perindustrian, 



Pll!llakana Waktu PelakanHn 
TP TP-D Kementerlan I Penqlrat -I 

Sumber LembapJUII Daer ah Jtenaapat Daerah Pemaapu 1 1 2 3 4 5 TP-m TP-IV TP-V Ila Propam Utama Lokaai Menyelen.garakan (2030 PendlUUUID Prcmnu Kabupaten I Kata Kepentinpn 2 2 2 2 2 2 (2035- ,~ 
Uruun - 

Pemerintahan di JUII }'Ull membidanp Lainnya 0 0 0 0 0 0 2034t 2039t 2043t 
membidanp 2 2 2 2 :I :I 

Bidanc 4 5 6 7 8 g 

Perdagangan, 
Koperasi, Usaha 

Kecil dan 
Menengah / 

Llngkungan Hidup 
j.3 SuJ>.Zona Perdagan&an dan Jua Skala SWP 
1 Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan, Keaejahteraan Rakyat dan Pengembangan 

1.1 Peninpatan Keaejahteraan Rakyat, Perekonomian dan Pemban&UDan 
•SWP I.A pada Blok Pekerjaan Umum Pembangunan dan l.A.1; 

Penataan Saran a dan •SWP 1.8 pada Blok dan Tata Ruang / 

Prasarana Kawasan Sektor I.B.3; APBD Perindustrian, 
1.1.1 Informal pada Ka bu paten - - Perdagangan, Swasta Sub-Zona •SWP I.D pada Blok / Swasta Koperasi, Usaha Perdagangan dan Jasa I.D.l; dan 

Skala SWP • SWP I.E pada Blok Kecil dan 

I.E.1 Menengah 

2 Program Penataan Bangunan dan Lin&)mngannya 
2.1 Penyelen.uar-n Penai-a Bangunan dan IJngkungannya di Daerah Kabupaten/Kota 

Pekerjaan Umum 

Penataan Bangunan dan dan Tata Ruang / 

Lingkungan (Penataan APBD Perindustrian, 
2.1.1 

Sarana Penunjang Zona Kabupaten - - Perdagangan, Swasta 
• SWP I.A pada Blok / Swasta Koperasi, Usaha Perdagangan dan Jasa) I.A.I; Kecil dan 
• SWP LB pada Blok Menengah I.B.3; Pekerjaan Umum • SWP I.D pada Blok 

I.D.l; dan dan Tata Ruang I 
Perwujudan RTH privat • SWP I.E pada Blok APBD Perindustrian, 

2.1.2 Zona Perdagangan dan I.E.l Kabupaten Perdagangan, Swasta J asa dengan minimal 10% - - Koperasi, Usaha 
dari luas kaveling / Swasta Kecil dan 

Menengah I 
Lingkungan Hidu p 

3 Program Pengembangan UMKM 
3.1 Pen1embanpn Uu.ha lliluo den1an Orientau Peninpatan Skala Ou.ha llenjadi Uu.ha Kecil 



Pel•kND• Waktu Pel•kNIIHD 
TP TP·D Kem-tertaa/ Penapat ·• 

Samber LemNpyaq Daerall Peraapat Daerah Pemaapa 1 1 2 3 4 & TP-m TP·IV TP-V llo Propam Utama Lokui Meayelengaralwl c:zoao PeadaDHD Pnmnu Kaba.paten I Kota Kepeatinpa 2 2 2 2 2 2 pc)35- (~ Vruaa . 
Pemermtallaa di yutl JaD1 membidaap Lainaya 0 0 0 0 0 0 2034) 2039) 2043) .... , m.embidall&i 2 2 2 2 2 2 

4 s 6 7 8 9 

• SWP I.A pada Blok 
I.A.1; APBD Perindustrian, 

• SWP 1.8 pad a Blok Provinsi / Perindustri Perdagangan, 
3.1.1 Pengembangan Usaha 1.8.3; APBD andan Koperasi, Usaha Swasta Mikro •SWP I.D pada Blok - 

Kabupaten Perdagangan Kecil dan I.D.1; dan 
/ Swasta Menengah •SWP I.E pada Blok 

I.E.1 
4 Program Peninpatan Sarana Dilltribusi Perdacanpn 

4.1 Pembaacunan dan Peqelolaan Sarana Distribuu Perdqanp.n 
Pekerjaan Umum 
dan Tata Ruang I 

APBD Perindustrian, 
Penyediaan Saran a Perdagangan, 

4.1.1 Kabupaten - - Swasta Distribusi Perdagangan • SWP I.A pada Blok / Swasta 
Koperasi, Usaha 

I.A.1; Kecil dan 
•SWP l.B pada Blok Menengah / 

1.8.3; Lingkungan Hidup 
• SWP I.D pada Blok Pekerjaan Umum 

1.D.1; dan dan Tata Ruang I 

Fasilitasi Pengelolaan • SWP 1.E pada Blok APBD 
Perindustrian, 

1.E.1 Perdagangan, 4.1.2 Saran a Distribusi Kabupaten - - Swasta 
Perdagangan I Swasta 

Koperasi, Usaha 
Kecildan 

Menengah / 
Lingkungan Hidup 

It Zona Perkantoran 
k.1 Su.b-Zona Perkantoran 
1 Program Penunjang Uru•an Pemerintahan Daerah pada Sub·Zona Perkantoran 

1.1 Admialatrald Umum Peranlbt Daerah 
Pembangunan, • SWP I.A pada Blok 
Pemeliharaan dan I.A.2 dan Blok l.A.4; APBD Pekerjaan Umum Rehabilitasi Saran a dan teSWP I.B pada seluruh 1.1.1 Kabupaten - - dan Tata Ruang I Swasta Prasarana Gedung Kantor Blok; dan I Swasta Instansi Terkait Pemerintahan dan Kantor ieSWP I.E pada seluruh 
Swasta Blok 



Pel•kuna Waktu Pel•kunHa 
TP TP·D Kemeaterlan I l'enqkat -I 

Sumber Lembq&JUII Daerah Peranpat Daerah Pemmapa 1 1 2 3 4 s TP-m TP-IV ff.V Ro Propam Utam• Lokam lleayelenguakua (2030 Peadanaaa Pnmnsi Kabupaten I Kata Kepentinpn 2 2 2 2 2 2 (2035- ·~ UrlUlall - 
Pemerintahan di yang )'&Ill membidaagi Labuaya 0 0 0 0 0 0 2034t 2039t 2043t 

membidanp 2 2 2 2 2 2 
Bidaq 4 s 6 7 8 g 

Perwujudan RTH privat APBN / Pekerjaan Umum Zona Perkantoran dengan APBD Kementerian / 1.1.2 - clan Tata Ruang I Swasta 
minimal 10% dari luas Kabupaten Lembaga Terkait Llngkungan Hidup 
kaveling / Swasta 

1.1.3 Rekonstruksi Rum ah SWP I.B pada Blok APBD Pekerjaan Umum - - - Jabatan Kepala Daerah I.B.3 Kabupaten dan Tata Ruang 

APBN / 
Perumahan dan 

Pengadaan Lahan SWP I.A pada Blok Kementerian/ Kaw as an 
1.1.4 APBD - - Kawasan Perkantoran I.A.2 dan Blok I.A.4 Kabupaten Lembaga Terkait Permukiman I 

lnstansi Terkait 
Pembangunan Kawasan SWP I.A pada Blok APBD Pekerjaan Umum 

1.1.5 Perkantoran Pemerintahan - - dan Tata Ruang I - 
Daer ah I.A.4 Kabupaten Instansi Terkait 
Pembangunan Kawasan SWP I.A pada Blok APBN / Kementerian/ 

1.1.6 Perkantoran Pemerintahan APBD - lnstansi Terkait - 
Vertikal I.A.2 Kabupaten Lembaga Terkait 

1 Zona Pengelolaan Peraampahan 
1.1 Sub-Zona Peqelolaan Penampahan 
1 Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Penampahan Regional pada Sub-Zona Pengelolaan Peraampahan 

1.1 PeagemNJIC&D Sistem dan Pea1elolaaa Penampahan di Daerah Kabupaten/Kota 
Pembangunan, APBN / Cipta Karya 
Pengembangan dan 

•SWP I.A pada Blok 
APBD Pekerjaan Umum Bina Pekerjaan Umum 

1.1.1 Pemeliharaan Sarana dan Provinsi/ dan Perumahan Konstruksi dan Tata Ruang / - 
Prasarana Sub-Zona I.A.4; APBD Rakyat dan Tata Lingkungan Hidup 
Pengelolaan Persampahan • SWP I. D pada Blok Ka bu paten Ruang 
Pengendalian Kegiatan 

l.D.2; dan 

Budidaya sekitar Sub- • SWP I.E pada Blok APBD 
Pekerjaan Umum 

1.1.2 I.E.l - - dan Tata Ruang I . 
Zona Pengelolaan Ka bu paten Lingkungan Hidup Persampahan 

m Zona Transportaai 
m.l Sub-Zona Tnmaportam 

1 Program Penyelenggaraan Lalu Liatas dan Angkutan Jalan 
1.1 Penyediaaa Pruaraaa Traaaportam Jalan 

1.1.1 Penyediaan Prasarana SWP I.B pada Blok APBN / Perhubungan Perhubungan Perhubungan Swasta Transportasi Terminal, I.8.1; dan APBD 



Pel•blia• Waktu Pel•k•uaua 
TP TP·D Kementedan I Penqlrat ·I 

Sumber Lembqa )'all& Daerala Peraa&)lat DHrah Pemaqlm 1 1 2 3 4 5 TP-m TP·IV TP-V Ro Propam Utama Loam Meayelengarakaa (2030 PeadUtHD Prcmnal. Kaba.paten I Kota Kepeatinpa 2 2 2 2 2 2 (2035- ·~ V1'118U1 . 
Pemerintahan di 

,... JaD1 membfdup Lablnya 0 0 0 0 0 0 2034) 3039) 2043) 
membiclanp 2 2 2 2 2 2 

Bld.a1 4 5 6 7 8 9 

Fasilitas Pendukung, dan •SWP I.C pada Blok Provinsi / 
Integrasi Moda I.C.l APBD 

Kabupaten 
/ Swasta 

:3 Pro11"am Pemberdayaan U•aha Menencah, Uaaha Kecil, dan Uaaha Miluo (UMKM) 
2.1 Pemberdayaan Uaaha llikro yaag Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemuda.han Peri.zbum, Penguataa Kelembqaan dan Koordinaal. dengan Para Pemangku Kepentin&an 

Penyediaan Tempat 
Promosi dan • SWP 1.8 pada Blok APBN / 

2.1.1 Pengembangan Usaha I.B.l, dan APBD Perhubungan Perhubungan Swasta . 
Kecil pad a Infrastruktur •SWP I.C pada Blok Kabupaten 
Publik Pelabuhan dan I.C. l / Swasta 
Terminal 

n Zona Pertahanan dan Keamanan 
n.1 Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan 
1 Proll'am Penataan Bangunan dan Lin&Jlunpnnya 

1.1 Penyelenuaraaa Penataan BanSWUUI dan Linpun1annya di Daerala KabupateD 
Pembangunan dan/atau •Rencana Posal di 

1.1.1 Pengembangan Zona SWP 1.8 pada Blok APBN Kementerian - - . 
Pertahanan dan I.B.2; Pertahanan 
Kemananan •Posa! Wawonii di SWF 

I.B pada Blok I.B.3; 
Sinkronisasi Pemanfaatan dan APBN I Kementerian Pekerjaan Umum 1.1.2 Ruang di Seki tar Zona •Koramil 1417- APBD - - 
Pertahanan dan Keamanan 01/Wawonii di SWP Ka bu paten Pertahanan dan Tata Ruang 

l.E pada Blok I.E. I 
0 Zona Peruntukan Lainnya 

o.1 Sub-Zona lnatalui Pengolahan Air lllinum (IPAM) 
1 Pro11"am Pencelolaan dan Pen1emban1an Siatem Penyediaan Air Minum pada Sub-Zona Inatalaai Peqolahan Air Minum (]PAM) 

1.1 Peqelolaan dan Pen1embanpn Siatem Penyediaan Air IUnum (SPAii) di Daerab Kabapaten/Kota 
Pembangunan, 
Pengernbangan dan • SWP I.A pada Blok APBN / Pekerjaan Umum Pemeliharaan Sarana dan I.A.4; dan APBD Pekerjaan Umum 1.1.1 dan Perumahan - BUMD 
Prasarana Sub-Zona • SWP 1.B pada Blok Kabupaten Rakyat dan Tata Ruang 
Instalasi Pengolahan Air 1.8.3 /BUMD 
Minum (IPAM) 



Pelakaana Walrtu Pelaksanaan 

I TP TP-0 Kementerla.a I Peraa.pat -r 
Su.mber Lemba1a yanc Daerah Peranckat Daerah I Pemanpa 1 1 2 3 4 s TP-m TP-IV TP-V lfo Propam Utama Lok.au Menyelengarakan (2030 Pendanaan Prem.Dai Kabapaten I Kot& KepentiJlean 2 2 2 2 2 2 (2035- (2040- Uruu.n yan1 membidancf I Lainaya 

. 
20431 Pemerlntahan di yanl 0 0 0 0 0 0 2034) 2039) 

membidancf 2 2 2 2 2 2 
Bidanc 4 s 6 7 8 9 

p ~a.a Badan Jalan __ 
p.l Sub-Zona Sadan Jalan 
1 Pro1ram Penyelenaaraan Jalan 

1.1 Penyelea"araan Jalan 

I APBD I Cipta Karya 

Pelebaran Julan Provinsi / Bina Pekcrjaan Umum l 1.1 - Konstruksi - Menambah Lajur APBD dan Tata dan Tata Ruang 
Kabupaten I Ruang 

APBD I Cipta Karya I J Rekonstruk I Jaian Provins; / Bina Pekerjaan Umum 
1.1.2 (Peningkntan Perkerasan ~elun1h Blok - Konstruksi . 

Jolun) APBD 
dan Tatu J dun Tata Ruung 

I Ka bu paten I Ruang 
t-----;- I Cipra Kw-ya I ·1 

I AIBD I Pemeliharuan Jalan Sccara Provinsi / Bina Pckerjaan Umum 1.1.3 - Konstruksi - Berkala APBO dan Tata dan Tata Ruang 

I Kabupaten l RuanL l l -·- ·-·- -- 



LAMPIRAN VII 

PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN 

NOMOR 4 TAHUN 2024 

TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG 

KAWASAN PERKOTAAN LANGARA 

 

ZONA LINDUNG 

Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS 

Sub-Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS 

I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang 

a.  koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 10% (sepuluh persen) 

b.  koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 0,1 (nol koma satu) 

c.  koefisien dasar hijau (KDH) minimal 80% (delapan puluh persen) 

d.  luas kaveling minimum - 

e.  koefisien tapak basement (KTB) maksimum - 

f.  koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum 10% (sepuluh persen) 

II Ketentuan Tata Bangunan 

a.  ketinggian bangunan (TB) maksimum 5 (lima) meter atau 1 (satu) lantai 

b.  garis sempadan bangunan (GSB) minimum - 

c.  jarak bebas antar bangunan minimal - 

d.  jarak bebas samping (JBS) minimum - 

e.  jarak bebas belakang (JBB) minimum - 

III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal 

 

a. Penyediaan jalan inspeksi. 

b. Penanaman vegetasi/penghijauan pada kawasan sempadan. 

c. Pengembangan tanggul penahan air. 

d. Sistem peringatan dini bencana. 

e. Penanda/Signage daerah rawan bencana dan/atau jalur evakuasi bencana. 



 

Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH 

Sub-Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1 

I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang 

a.  koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 5% (lima persen) 

b.  koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 0,2 (nol koma dua) 

c.  koefisien dasar hijau (KDH) minimal 90% (sembilan puluh persen) 

d.  luas kaveling minimum - 

e.  koefisien tapak basement (KTB) maksimum - 

f.  koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum 5% (lima persen) 

II Ketentuan Tata Bangunan 

a.  ketinggian bangunan (TB) maksimum 5 (lima) meter atau 1 (satu) lantai 

b.  garis sempadan bangunan (GSB) minimum 0,5 (nol koma lima) x Rumija untuk jalan dengan lebar <8 

(kurang dari delapan) meter; atau 

0,5 (nol koma lima) x Rumija + 1 (satu) meter untuk jalan 

dengan lebar >8 (lebih besar dari delapan) meter. 

c.  jarak bebas antar bangunan minimal - 

d.  jarak bebas samping (JBS) minimum - 

e.  jarak bebas belakang (JBB) minimum - 

III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal 

 a. Jaringan jalur pejalan kaki dengan akses disabilitas. 

b. Penyediaan jaringan prasarana dasar, yaitu jaringan energi, air bersih, telekomunikasi, persampahan, dan 

drainase. 

c. Ruang terbuka untuk kepentingan umum. 

d. Fasilitas penunjang berupa kantor pengelolaan, keamanan, dan/atau penelitian. 

e. Sistem peringatan dini bencana. 

f. Penanda/Signage daerah rawan bencana dan/atau jalur evakuasi bencana. 

 



Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2 

I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang 

a.  koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 10% (sepuluh persen) 

b.  koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 0,1 (nol koma satu) 

c.  koefisien dasar hijau (KDH) minimal 85% (delapan puluh lima persen) 

d.  luas kaveling minimum - 

e.  koefisien tapak basement (KTB) maksimum - 

f.  koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum 15% (lima belas persen) 

II Ketentuan Tata Bangunan 

a.  ketinggian bangunan (TB) maksimum 5 (lima) meter atau 1 (satu) lantai 

b.  garis sempadan bangunan (GSB) minimum 0,5 (nol koma lima) x Rumija untuk jalan dengan lebar 

<8 (kurang dari delapan) meter; atau 

0,5 (nol koma lima) x Rumija + 1 (satu) meter untuk jalan 

dengan lebar >8 (lebih besar dari delapan) meter. 

c.  jarak bebas antar bangunan minimal 3 (tiga) meter 

d.  jarak bebas samping (JBS) minimum 3 (tiga) meter 

e.  jarak bebas belakang (JBB) minimum 3 (tiga) meter 

III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal 

 a. Jaringan jalur pejalan kaki dengan jalur disabilitas dan menggunakan material ramah lingkungan yang 

dapat menyerapkan air. 

b. Penyediaan jaringan prasarana dasar, yaitu jaringan energi, air bersih, telekomunikasi,  persampahan, 

dan drainase. 

c. Ruang terbuka untuk kepentingan umum. 

d. Fasilitas penunjang berupa kantor pengelolaan, keamanan, dan/atau penelitian. 

e. Fasilitas peribadatan. 

f. Penyediaan lahan parkir. 

g. Lubang biopori berukuran minimal diameter 0,3 (nol koma tiga) meter dengan kedalaman minimal 3 (tiga) 

meter. 



Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2 

h. Sistem peringatan dini bencana. 

i. Penanda/Signage daerah rawan bencana dan/atau jalur evakuasi bencana. 

 

Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3 

I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang 

g.  koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 15% (sepuluh persen) 

h.  koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 0,1 (nol koma satu lima) 

i.  koefisien dasar hijau (KDH) minimal 80% (delapan puluh persen) 

j.  luas kaveling minimum - 

k.  koefisien tapak basement (KTB) maksimum - 

l.  koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum 15% (lima belas persen) 

II Ketentuan Tata Bangunan 

f.  ketinggian bangunan (TB) maksimum 5 (lima) meter atau 1 (satu) lantai 

g.  garis sempadan bangunan (GSB) minimum 0,5 (nol koma lima) x Rumija untuk jalan dengan lebar 

<8 (kurang dari delapan) meter; atau 

0,5 (nol koma lima) x Rumija + 1 (satu) meter untuk 

jalan dengan lebar >8 (lebih besar dari delapan) meter. 

h.  jarak bebas antar bangunan minimal 3 (tiga) meter 

i.  jarak bebas samping (JBS) minimum 3 (tiga) meter 

j.  jarak bebas belakang (JBB) minimum 3 (tiga) meter 

III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal 

 j. Jaringan jalur pejalan kaki dengan jalur disabilitas dan menggunakan material ramah lingkungan yang 

dapat menyerapkan air. 

k. Penyediaan jaringan prasarana dasar, yaitu jaringan energi, air bersih, telekomunikasi,  persampahan, 

dan drainase. 

l. Ruang terbuka untuk kepentingan umum. 

m. Fasilitas penunjang berupa kantor pengelolaan, keamanan, dan/atau penelitian. 



Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3 

n. Fasilitas peribadatan. 

o. Penyediaan lahan parkir. 

p. Lubang biopori berukuran minimal diameter 0,3 (nol koma tiga) meter dengan kedalaman minimal 3 (tiga) 

meter. 

q. Sistem peringatan dini bencana. 

r. Penanda/Signage daerah rawan bencana dan/atau jalur evakuasi bencana. 

 

 

Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4 

I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang 

a.  koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 10% (sepuluh persen) 

b.  koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 0,1 (nol koma satu) 

c.  koefisien dasar hijau (KDH) minimal 80% (delapan puluh persen) 

d.  luas kaveling minimum - 

e.  koefisien tapak basement (KTB) maksimum - 

f.  koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum 15% (lima belas persen) 

II Ketentuan Tata Bangunan 

a.  ketinggian bangunan (TB) maksimum 5 (lima) meter atau 1 (satu) lantai 

b.  garis sempadan bangunan (GSB) minimum 0,5 (nol koma lima) x Rumija untuk jalan dengan lebar <8 

(kurang dari delapan) meter; atau 

0,5 (nol koma lima) x Rumija + 1 (satu) meter untuk jalan 

dengan lebar >8 (lebih besar dari delapan) meter. 

c.  jarak bebas antar bangunan minimal 3 (tiga) meter 

d.  jarak bebas samping (JBS) minimum 3 (tiga) meter 

e.  jarak bebas belakang (JBB) minimum 3 (tiga) meter 

III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal 



Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4 

 a. Jaringan jalur pejalan kaki dengan akses disabilitas dan menggunakan material ramah lingkungan yang 

dapat menyerapkan air. 

b. Penyediaan jaringan prasarana dasar, yaitu jaringan energi, air bersih, telekomunikasi, persampahan, dan 

drainase. 

c. Ruang terbuka untuk kepentingan umum. 

d. Fasilitas penerangan, bangku taman, dan toilet umum. 

e. Fasilitas penunjang berupa kantor pengelolaan, keamanan, dan/atau penelitian. 

f. Fasilitas peribadatan. 

g. Penyediaan lahan parkir. 

h. Lubang biopori berukuran minimal diameter 0,3 (nol koma tiga) meter dengan kedalaman minimal 3 (tiga) 

meter. 

i. Sistem peringatan dini bencana. 

j. Penanda/Signage daerah rawan bencana dan/atau jalur evakuasi bencana. 

 

 

Sub-Zona Taman RW dengan kode RTH-5 

 I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang 

a.  koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 10% (sepuluh persen) 

b.  koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 0,1 (nol koma satu) 

c.  koefisien dasar hijau (KDH) minimal 80% (delapan puluh persen) 

d.  luas kaveling minimum - 

e.  koefisien tapak basement (KTB) maksimum - 

f.  koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum 15% (lima belas persen) 

II Ketentuan Tata Bangunan 

a.  ketinggian bangunan (TB) maksimum 5 (lima) meter atau 1 (satu) lantai 

b.  garis sempadan bangunan (GSB) minimum 0,5 (nol koma lima) x Rumija untuk jalan dengan lebar <8 

(kurang dari delapan) meter; atau 



Sub-Zona Taman RW dengan kode RTH-5 

0,5 (nol koma lima) x Rumija + 1 (satu) meter untuk jalan 

dengan lebar >8 (lebih besar dari delapan) meter. 

c.  jarak bebas antar bangunan minimal 3 (tiga) meter 

d.  jarak bebas samping (JBS) minimum 3 (tiga) meter 

e.  jarak bebas belakang (JBB) minimum 3 (tiga) meter 

III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal 

 a. Jaringan jalur pejalan kaki dengan akses disabilitas dan menggunakan material ramah lingkungan yang 

dapat menyerapkan air. 

b. Penyediaan jaringan prasarana dasar, yaitu jaringan energi, air bersih, telekomunikasi, persampahan, dan 

drainase. 

c. Ruang terbuka untuk kepentingan umum. 

d. Fasilitas penerangan, bangku taman, dan toilet umum. 

e. Fasilitas penunjang berupa kantor pengelolaan, keamanan, dan/atau penelitian. 

f. Fasilitas peribadatan. 

g. Penyediaan lahan parkir. 

h. Lubang biopori berukuran minimal diameter 0,3 (nol koma tiga) meter dengan kedalaman minimal 3 (tiga) 

meter. 

i. Sistem peringatan dini bencana. 

j. Penanda/signage daerah rawan bencana dan/atau jalur evakuasi bencana. 

 

 

Sub-Zona Taman RT dengan kode RTH-6 

 I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang 

a.  koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 10% (sepuluh persen) 

b.  koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 0,1 (nol koma satu) 

c.  koefisien dasar hijau (KDH) minimal 80% (delapan puluh persen) 

d.  luas kaveling minimum - 



Sub-Zona Taman RT dengan kode RTH-6 

e.  koefisien tapak basement (KTB) maksimum - 

f.  koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum 15% (lima belas persen) 

II Ketentuan Tata Bangunan 

a.  ketinggian bangunan (TB) maksimum 5 (lima) meter atau 1 (satu) lantai 

b.  garis sempadan bangunan (GSB) minimum 0,5 (nol koma lima) x Rumija untuk jalan dengan lebar <8 

(kurang dari delapan) meter; atau 

0,5 (nol koma lima) x Rumija + 1 (satu) meter untuk jalan 

dengan lebar >8 (lebih besar dari delapan) meter. 

c.  jarak bebas antar bangunan minimal 3 (tiga) meter 

d.  jarak bebas samping (JBS) minimum 3 (tiga) meter 

e.  jarak bebas belakang (JBB) minimum 3 (tiga) meter 

III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal 

 a. Jaringan jalur pejalan kaki dengan akses disabilitas dan menggunakan material ramah lingkungan yang 

dapat menyerapkan air. 

b. Penyediaan jaringan prasarana dasar, yaitu jaringan energi, air bersih, telekomunikasi, persampahan, dan 

drainase. 

c. Ruang terbuka untuk kepentingan umum. 

d. Fasilitas penerangan, bangku taman, dan toilet umum. 

e. Fasilitas penunjang berupa kantor pengelolaan, keamanan, dan/atau penelitian. 

f. Fasilitas peribadatan. 

g. Penyediaan lahan parkir. 

h. Lubang biopori berukuran minimal diameter 0,3 (nol koma tiga) meter dengan kedalaman minimal 3 (tiga) 

meter. 

i. Sistem peringatan dini bencana. 

j. Penanda/Signage daerah rawan bencana dan/atau jalur evakuasi bencana. 

 

 



Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7 

 I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang 

a.  koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 15% (lima belas persen) 

b.  koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 0,15 (nol koma satu lima) 

c.  koefisien dasar hijau (KDH) minimal 80% (delapan puluh persen) 

d.  luas kaveling minimum - 

e.  koefisien tapak basement (KTB) maksimum - 

f.  koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum 15% (lima belas persen) 

II Ketentuan Tata Bangunan 

a.  ketinggian bangunan (TB) maksimum 5 (lima) meter atau 1 (satu) lantai 

b.  garis sempadan bangunan (GSB) minimum 0,5 (nol koma lima) x Rumija untuk jalan dengan lebar <8 

(kurang dari delapan) meter; atau 

0,5 (nol koma lima) x Rumija + 1 (satu) meter untuk jalan 

dengan lebar >8 (lebih besar dari delapan) meter. 

c.  jarak bebas antar bangunan minimal 3 (tiga) meter 

d.  jarak bebas samping (JBS) minimum 3 (tiga) meter 

e.  jarak bebas belakang (JBB) minimum 3 (tiga) meter 

III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal 

 a. jalur pejalan kaki dengan material ramah lingkungan yang mampu meresapkan air. 

b. Penyediaan jaringan prasarana dasar, yaitu jaringan energi, air bersih, telekomunikasi, persampahan, dan 

drainase. 

c. Penyediaan lahan parkir. 

d. Lubang biopori berukuran minimal diameter 0,3 (nol koma tiga) meter dengan kedalaman minimal 3 (tiga) 

meter. 

e. Sistem peringatan dini bencana. 

f. Penanda/Signage daerah rawan bencana dan/atau jalur evakuasi bencana. 

 

 



 

 

Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8 

I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang 

a.  koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum - 

b.  koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum - 

c.  koefisien dasar hijau (KDH) minimal 90% (sembilan puluh persen) 

d.  luas kaveling minimum - 

e.  koefisien tapak basement (KTB) maksimum - 

f.  koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum - 

II Ketentuan Tata Bangunan 

a.  ketinggian bangunan (TB) maksimum  

b.  garis sempadan bangunan (GSB) minimum - 

c.  jarak bebas antar bangunan minimal - 

d.  jarak bebas samping (JBS) minimum - 

e.  jarak bebas belakang (JBB) minimum - 

III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal 

 a. jalur pejalan kaki dengan material ramah lingkungan yang mampu meresapkan air. 

b. lampu/penerangan. 

c. Sistem peringatan dini bencana. 

d. Penanda/Signage daerah rawan bencana dan/atau jalur evakuasi bencana. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Zona Ekosistem Mangrove dengan kode EM 

Sub-Zona Ekosistem Mangrove dengan kode EM 

I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang 

a.  koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum - 

b.  koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum - 

c.  koefisien dasar hijau (KDH) minimal - 

d.  luas kaveling minimum - 

e.  koefisien tapak basement (KTB) maksimum - 

f.  koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum 15% (lima belas persen) 

II Ketentuan Tata Bangunan 

a.  ketinggian bangunan (TB) maksimum - 

b.  garis sempadan bangunan (GSB) minimum - 

c.  jarak bebas antar bangunan minimal - 

d.  jarak bebas samping (JBS) minimum - 

e.  jarak bebas belakang (JBB) minimum - 

III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal 

 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Zona Badan Air dengan kode BA 

Sub-Zona Badan Air dengan kode BA 

I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang 

a.  koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum - 

b.  koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum - 

c.  koefisien dasar hijau (KDH) minimal - 

d.  luas kaveling minimum - 

e.  koefisien tapak basement (KTB) maksimum - 

f.  koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum - 

II Ketentuan Tata Bangunan 

a.  ketinggian bangunan (TB) maksimum - 

b.  garis sempadan bangunan (GSB) minimum - 

c.  jarak bebas antar bangunan minimal - 

d.  jarak bebas samping (JBS) minimum - 

e.  jarak bebas belakang (JBB) minimum - 

III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal 

 - 

 



ZONA BUDI DAYA 

Zona Hutan Produksi dengan kode KHP 

Sub-Zona Hutan Produksi Terbatas dengan kode HPT 

I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang 

a.  koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum - 

b.  koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum - 

c.  koefisien dasar hijau (KDH) minimal - 

d.  luas kaveling minimum - 

e.  koefisien tapak basement (KTB) maksimum - 

f.  koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum - 

II Ketentuan Tata Bangunan 

a.  ketinggian bangunan (TB) maksimum - 

b.  garis sempadan bangunan (GSB) minimum - 

c.  jarak bebas antar bangunan minimal - 

d.  jarak bebas samping (JBS) minimum - 

e.  jarak bebas belakang (JBB) minimum - 

III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal 

 - 

 



 

Sub-Zona Hutan Produksi yang dapat Dikonversi dengan kode HPK 

I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang 

a.  koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 40% (empat puluh persen) 

b.  koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 0,4 (nol koma empat)  

c.  koefisien dasar hijau (KDH) minimal 50% (lima puluh persen) 

d.  luas kaveling minimum - 

e.  koefisien tapak basement (KTB) maksimum - 

f.  koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum - 

II Ketentuan Tata Bangunan 

a.  ketinggian bangunan (TB) maksimum 5 (lima) meter atau 1 (satu) lantai 

b.  garis sempadan bangunan (GSB) minimum 0,5 (nol koma lima) x Rumija untuk jalan dengan lebar 

<8 (kurang dari delapan) meter; atau 

0,5 (nol koma lima) x Rumija + 1 (satu) meter untuk 

jalan dengan lebar >8 (lebih besar dari delapan) meter. 

c.  jarak bebas antar bangunan minimal 5 (lima) meter 

d.  jarak bebas samping (JBS) minimum 5 (lima) meter 

e.  jarak bebas belakang (JBB) minimum 5 (lima) meter 

III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal 

 Penyediaan jaringan prasarana dasar, yaitu jaringan energi, air bersih, telekomunikasi, persampahan, dan 

drainase. 

 

 

 

 

 



Zona Pertanian dengan Kode P 

Sub-Zona Hortikultura dengan kode P-2 

I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang 

a.  koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 40% (empat puluh persen) 

b.  koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 0,4 (nol koma empat) 

c.  koefisien dasar hijau (KDH) minimal 40% (empat puluh persen) 

d.  luas kaveling minimum - 

e.  koefisien tapak basement (KTB) maksimum - 

f.  koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum - 

II Ketentuan Tata Bangunan 

a.  ketinggian bangunan (TB) maksimum 5 (lima) meter atau 1 (satu) lantai 

b.  garis sempadan bangunan (GSB) minimum 0,5 (nol koma lima) x Rumija untuk jalan dengan lebar 

<8 (kurang dari delapan) meter; atau 

0,5 (nol koma lima) x Rumija + 1 (satu) meter untuk 

jalan dengan lebar >8 (lebih besar dari delapan) meter. 

c.  jarak bebas antar bangunan minimal - 

d.  jarak bebas samping (JBS) minimum 3 (tiga) meter 

e.  jarak bebas belakang (JBB) minimum 3 (tiga) meter 

III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal 

 a. Penyediaan jaringan prasarana dasar, yaitu jaringan energi, air bersih, telekomunikasi, persampahan, 

dan drainase. 

b. Bangunan penunjang aktivitas dalam zona hortikultura. 

c. Tempat bongkar muat hortikultura. 

d. Sistem peringatan dini bencana. 

e. Penanda/Signage daerah rawan bencana dan/atau jalur evakuasi bencana. 



 

Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3 

I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang 

a.  koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 40% (empat puluh persen) 

b.  koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 0,4 (nol koma empat) 

c.  koefisien dasar hijau (KDH) minimal 40% (empat puluh persen) 

d.  luas kaveling minimum - 

e.  koefisien tapak basement (KTB) maksimum - 

f.  koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum - 

II Ketentuan Tata Bangunan 

a.  ketinggian bangunan (TB) maksimum 5 (lima) meter atau 1 (satu) lantai 

b.  garis sempadan bangunan (GSB) minimum 0,5 (nol koma lima) x Rumija untuk jalan dengan lebar 

<8 (kurang dari delapan) meter; atau 

0,5 (nol koma lima) x Rumija + 1 (satu) meter untuk 

jalan dengan lebar >8 (lebih besar dari delapan) meter. 

c.  jarak bebas antar bangunan minimal - 

d.  jarak bebas samping (JBS) minimum 3 (tiga) meter 

e.  jarak bebas belakang (JBB) minimum 3 (tiga) meter 

III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal 

 a. Penyediaan jaringan prasarana dasar, yaitu jaringan energi, air bersih, telekomunikasi, persampahan, 

dan drainase. 

b. Bangunan penunjang perkebunan. 

c. Tempat bongkar muat perkebunan. 

d. Sistem peringatan dini bencana. 

e. Penanda/Signage daerah rawan bencana dan/atau jalur evakuasi bencana. 



 

Sub-Zona Peternakan dengan kode P-4 

I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang 

a.  koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 50% (lima puluh persen) 

b.  koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 0,5 (nol koma lima) 

c.  koefisien dasar hijau (KDH) minimal 45% (empat puluh lima persen) 

d.  luas kaveling minimum - 

e.  koefisien tapak basement (KTB) maksimum - 

f.  koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum - 

II Ketentuan Tata Bangunan 

a.  ketinggian bangunan (TB) maksimum 5 (lima) meter atau 1 (satu) lantai 

b.  garis sempadan bangunan (GSB) minimum 0,5 (nol koma lima) x Rumija untuk jalan dengan lebar 

<8 (kurang dari delapan) meter; atau 

0,5 (nol koma lima) x Rumija + 1 (satu) meter untuk jalan 

dengan lebar >8 (lebih besar dari delapan) meter. 

c.  jarak bebas antar bangunan minimal - 

d.  jarak bebas samping (JBS) minimum 5 (lima) meter 

e.  jarak bebas belakang (JBB) minimum 5 (lima) meter 

III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal 

 a. Penyediaan jaringan prasarana dasar, yaitu jaringan energi, air bersih, telekomunikasi, persampahan, 

dan drainase. 

b. Bangunan penunjang aktivitas peternakan. 

c. Tempat pengumpulan dan/atau pengolahan limbah peternakan. 

d. Sistem peringatan dini bencana. 

e. Penanda/Signage daerah rawan bencana dan/atau jalur evakuasi bencana. 

 



Zona Perikanan dengan kode IK 

Sub-Zona Perikanan Tangkap dengan kode IK-1 

I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang 

a.  koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 60% (enam puluh persen) 

b.  koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 1,2 (satu koma dua) 

c.  koefisien dasar hijau (KDH) minimal 30% (tiga puluh persen) 

d.  luas kaveling minimum - 

e.  koefisien tapak basement (KTB) maksimum - 

f.  koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum - 

II Ketentuan Tata Bangunan 

a.  ketinggian bangunan (TB) maksimum 10 (sepuluh) meter atau 2 (dua) lantai 

b.  garis sempadan bangunan (GSB) minimum 0,5 (nol koma lima) x Rumija untuk jalan dengan lebar 

<8 (kurang dari delapan) meter; atau 

0,5 (nol koma lima) x Rumija + 1 (satu) meter untuk jalan 

dengan lebar >8 (lebih besar dari delapan) meter. 

c.  jarak bebas antar bangunan minimal - 

d.  jarak bebas samping (JBS) minimum 3 (tiga) meter 

e.  jarak bebas belakang (JBB) minimum 3 (tiga) meter 

III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal 

 a. Penyediaan jaringan prasarana dasar, yaitu jaringan energi, air bersih, telekomunikasi, persampahan, 

dan drainase. 

b. Jaringan jalan untuk keluar masuk kendaraan pengangkutan ikan. 

c. Dermaga dan akses kapal nelayan untuk bongkar muat ikan. 

d. Area parkir dan tambatan kapal nelayan. 

e. Fasilitas penunjang untuk bongkar muat, pemrosesan ikan, dan pembersihan ikan. 

f. Sistem peringatan dini bencana. 

g. Penanda/Signage daerah rawan bencana dan/atau jalur evakuasi bencana. 

 



 

Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL 

Sub-Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL 

I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang 

a.  koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 70% (tujuh puluh persen) 

b.  koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 1,4 (satu koma empat)  

c.  koefisien dasar hijau (KDH) minimal 25% (dua puluh lima persen) 

d.  luas kaveling minimum - 

e.  koefisien tapak basement (KTB) maksimum - 

f.  koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum - 

II Ketentuan Tata Bangunan 

a.  ketinggian bangunan (TB) maksimum 10 (sepuluh) meter atau 2 (dua) lantai 

b.  garis sempadan bangunan (GSB) minimum 0,5 (nol koma lima) x Rumija untuk jalan dengan lebar 

<8 (kurang dari delapan) meter; atau 

0,5 (nol koma lima) x Rumija + 1 (satu) meter untuk jalan 

dengan lebar >8 (lebih besar dari delapan) meter. 

c.  jarak bebas antar bangunan minimal 5 (lima) meter 

d.  jarak bebas samping (JBS) minimum 5 (lima) meter 

e.  jarak bebas belakang (JBB) minimum 5 (lima) meter 

III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal 

 a. Penyediaan jaringan prasarana dasar, yaitu jaringan energi, air bersih, telekomunikasi, persampahan, 

dan drainase. 

b. Ruang terbuka hijau privat dalam sub-zona. 

c. Tempat parkir umum. 

d. Sistem peringatan dini bencana. 

e. Penanda/Signage daerah rawan bencana dan/atau jalur evakuasi bencana. 

 

 



 

 

Zona Pariwisata dengan kode W 

Sub-Zona Pariwisata dengan kode W 

I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang 

a.  koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 40% (empat puluh persen) 

b.  koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 1 (satu) 

c.  koefisien dasar hijau (KDH) minimal 50% (lima puluh persen) 

d.  luas kaveling minimum - 

e.  koefisien tapak basement (KTB) maksimum - 

f.  koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum - 

II Ketentuan Tata Bangunan 

a.  ketinggian bangunan (TB) maksimum 10 (sepuluh) meter atau 2 (dua) lantai 

b.  garis sempadan bangunan (GSB) minimum 0,5 (nol koma lima) x Rumija untuk jalan dengan lebar 

<8 (kurang dari delapan) meter; atau 

0,5 (nol koma lima) x Rumija + 1 (satu) meter untuk jalan 

dengan lebar >8 (lebih besar dari delapan) meter. 

c.  jarak bebas antar bangunan minimal 3 (tiga) meter 

d.  jarak bebas samping (JBS) minimum 3 (tiga) meter 

e.  jarak bebas belakang (JBB) minimum 3 (tiga) meter 

III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal 

 a. Penyediaan jaringan prasarana dasar, yaitu jaringan energi, air bersih, telekomunikasi, persampahan, 

dan drainase. 

b. Penyediaan tempat parkir. 

c. Ruang terbuka publik. 

d. Fasilitas penerangan. 

e. Kantor pengelola pariwisata. 

f. Area perdagangan dan perniagaan. 



Sub-Zona Pariwisata dengan kode W 

g. Fasilitas peribadatan. 

h. Toilet umum. 

i. Tersedia angkutan umum yang melayani dari dan menuju kawasan pariwisata. 

j. Sistem peringatan dini bencana. 

k. Penanda/Signage daerah rawan bencana dan/atau jalur evakuasi bencana. 

 

 

Zona Perumahan dengan kode R 

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi dengan kode R-1 

I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang 

a.  koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 90% (sembilan puluh persen) 

b.  koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 0,9 (nol koma sembilan) 

c.  koefisien dasar hijau (KDH) minimal 5% (lima persen) 

d.  luas kaveling minimum - 

e.  koefisien tapak basement (KTB) maksimum - 

f.  koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum - 

II Ketentuan Tata Bangunan 

a.  ketinggian bangunan (TB) maksimum 10 (sepuluh) meter atau 1 (satu) lantai 

b.  garis sempadan bangunan (GSB) minimum 0,5 (nol koma lima) x Rumija untuk jalan dengan lebar 

<8 (kurang dari delapan) meter; atau 

0,5 (nol koma lima) x Rumija + 1 (satu) meter untuk jalan 

dengan lebar >8 (lebih besar dari delapan) meter. 

c.  jarak bebas antar bangunan minimal - 

d.  jarak bebas samping (JBS) minimum 0 (nol) meter 

e.  jarak bebas belakang (JBB) minimum 0 (nol) meter 

III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal 



Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi dengan kode R-1 

 a. Penyediaan utilitas umum berupa jaringan jalan sesuai pedoman teknis jaringan jalan, jaringan energi, 

penyediaan air bersih, jaringan persampahan, jaringan telekomunikasi, saluran pembuangan air limbah 

atau sanitasi, dan jaringan drainase. 

b. Jaringan pejalan kaki dengan material ramah lingkungan yang mampu meresapkan air. 

c. Penyediaan ruang terbuka hijau privat pada setiap persil. 

d. Penyediaan fasilitas sosial sesuai NSPK yang berlaku. 

e. Terdapat sarana perdagangan dan niaga di sekitar kawasan perumahan. 

f. Sistem peringatan dini bencana. 

g. Penanda/Signage daerah rawan bencana dan/atau jalur evakuasi bencana. 

 

 

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2 

I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang 

a.  koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 80% (delapan puluh persen) 

b.  koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 2,4 (dua koma empat) 

c.  koefisien dasar hijau (KDH) minimal 15% (lima belas persen) 

d.  luas kaveling minimum 72 m2 (tujuh puluh dua meter persegi) 

e.  koefisien tapak basement (KTB) maksimum - 

f.  koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum - 

II Ketentuan Tata Bangunan 

a.  ketinggian bangunan (TB) maksimum 15 (lima belas) meter atau 3 (tiga) lantai 

b.  garis sempadan bangunan (GSB) minimum 0,5 (nol koma lima) x Rumija untuk jalan dengan lebar 

<8 (kurang dari delapan) meter; atau 

0,5 (nol koma lima) x Rumija + 1 (satu) meter untuk jalan 

dengan lebar >8 (lebih besar dari delapan) meter. 

c.  jarak bebas antar bangunan minimal - 

d.  jarak bebas samping (JBS) minimum 1 (satu) meter 



Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2 

e.  jarak bebas belakang (JBB) minimum 1 (satu) meter 

III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal 

 a. Jaringan jalan sesuai dengan pedoman teknis jaringan jalan. 

b. Sistem jaringan energi. 

c. Sistem jaringan telekomunikasi. 

d. Sistem jaringan air bersih. 

e. Sistem jaringan persampahan, berupa sarana pengangkutan dan pengumpulan sampah terpilah. 

f. Sistem pengumpulan dan/atau pengolahan air limbah. 

g. Sistem jaringan drainase. 

h. Jaringan pejalan kaki dengan material yang dapat menyerap air. 

i. Hidran umum. 

j. Konektivitas kawasan dengan transportasi umum. 

k. Tersedia ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat sesuai ketentuan yang berlaku. 

l. Tersedia fasilitas sosial, seperti peribadatan, kesehatan, dan pelayanan administrasi. 

m. Tersedia sarana perdagangan dan niaga. 

n. Sistem keamanan lingkungan terintegrasi. 

o. Sistem peringatan dini bencana. 

p. Penanda/signage daerah rawan bencana dan/atau jalur evakuasi bencana. 

 

 

Sub-Zona Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 

I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang 

a.  koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 70% (tujuh puluh persen) 

b.  koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 2,1 (dua koma satu) 

c.  koefisien dasar hijau (KDH) minimal 25% (dua puluh lima persen) 

d.  luas kaveling minimum 72 m2 (tujuh puluh dua meter persegi) 

e.  koefisien tapak basement (KTB) maksimum - 



Sub-Zona Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 

f.  koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum - 

II Ketentuan Tata Bangunan 

a.  ketinggian bangunan (TB) maksimum 15 (lima belas) meter atau 3 (tiga) lantai 

b.  garis sempadan bangunan (GSB) minimum 0,5 (nol koma lima) x Rumija untuk jalan dengan lebar 

<8 (kurang dari delapan) meter; atau 

0,5 (nol koma lima) x Rumija + 1 (satu) meter untuk jalan 

dengan lebar >8 (lebih besar dari delapan) meter. 

c.  jarak bebas antar bangunan minimal - 

d.  jarak bebas samping (JBS) minimum 2 (dua) meter 

e.  jarak bebas belakang (JBB) minimum 2 (dua) meter 

III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal 

 a. Jaringan jalan sesuai dengan pedoman teknis jaringan jalan. 

b. Sistem jaringan energi. 

c. Sistem jaringan telekomunikasi. 

d. Sistem jaringan air bersih. 

e. Sistem jaringan persampahan, berupa sarana pengangkutan dan pengumpulan sampah terpilah. 

f. Sistem pengumpulan dan/atau pengolahan air limbah. 

g. Sistem jaringan drainase. 

h. Jaringan pejalan kaki dengan material yang dapat menyerap air. 

i. Hidran umum. 

j. Konektivitas kawasan dengan transportasi umum. 

k. Tersedia ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat sesuai ketentuan yang berlaku. 

l. Tersedia fasilitas sosial, seperti peribadatan, kesehatan, dan pelayanan administrasi. 

m. Tersedia sarana perdagangan dan niaga. 

n. Sistem keamanan lingkungan terintegrasi. 

o. Sistem peringatan dini bencana. 

p. Penanda/signage daerah rawan bencana dan/atau jalur evakuasi bencana. 



 

 

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 

I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang 

a.  koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 65% (enam puluh lima persen) 

b.  koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 1,4 (satu koma empat) 

c.  koefisien dasar hijau (KDH) minimal 30% (tiga puluh persen) 

d.  luas kaveling minimum 72 m2 (tujuh puluh dua meter persegi) 

e.  koefisien tapak basement (KTB) maksimum - 

f.  koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum - 

II Ketentuan Tata Bangunan 

a.  ketinggian bangunan (TB) maksimum 10 (sepuluh) meter atau 2 (dua) lantai 

b.  garis sempadan bangunan (GSB) minimum 0,5 (nol koma lima) x Rumija untuk jalan dengan lebar 

<8 (kurang dari delapan) meter; atau 

0,5 (nol koma lima) x Rumija + 1 (satu) meter untuk jalan 

dengan lebar >8 (lebih besar dari delapan) meter. 

c.  jarak bebas antar bangunan minimal - 

d.  jarak bebas samping (JBS) minimum 3 (tiga) meter 

e.  jarak bebas belakang (JBB) minimum 3 (tiga) meter 

III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal 

 a. Jaringan jalan sesuai dengan pedoman teknis jaringan jalan. 

b. Sistem jaringan energi. 

c. Sistem jaringan telekomunikasi. 

d. Sistem jaringan air bersih. 

e. Sistem jaringan persampahan, berupa sarana pengangkutan dan pengumpulan sampah terpilah. 

f. Sistem pengumpulan dan/atau pengolahan air limbah. 

g. Sistem jaringan drainase. 

h. Jaringan pejalan kaki dengan material yang dapat menyerap air. 



Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 

i. Hidran umum. 

j. Konektivitas kawasan dengan transportasi umum. 

k. Tersedia ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat sesuai ketentuan yang berlaku. 

l. Tersedia fasilitas sosial, seperti peribadatan, kesehatan, dan pelayanan administrasi. 

m. Tersedia sarana perdagangan dan niaga. 

n. Sistem keamanan lingkungan terintegrasi. 

o. Sistem peringatan dini bencana. 

p. Penanda/signage daerah rawan bencana dan/atau jalur evakuasi bencana. 

 

Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU 

Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1 

I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang 

a.  koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 70% (tujuh puluh persen) 

b.  koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 2,1 (dua koma satu) 

c.  koefisien dasar hijau (KDH) minimal 25% (dua puluh lima persen) 

d.  luas kaveling minimum - 

e.  koefisien tapak basement (KTB) maksimum - 

f.  koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum - 

II Ketentuan Tata Bangunan 

a.  ketinggian bangunan (TB) maksimum 15 (lima belas) meter atau 3 (tiga) lantai 

b.  garis sempadan bangunan (GSB) minimum 0,5 (nol koma lima) x Rumija untuk jalan dengan lebar 

<8 (kurang dari delapan) meter; atau 

0,5 (nol koma lima) x Rumija + 1 (satu) meter untuk jalan 

dengan lebar >8 (lebih besar dari delapan) meter. 

c.  jarak bebas antar bangunan minimal - 

d.  jarak bebas samping (JBS) minimum 3 (tiga) meter 

e.  jarak bebas belakang (JBB) minimum 3 (tiga) meter 



Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1 

III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal 

 a. Jaringan jalan sesuai dengan pedoman teknis jaringan jalan. 

b. Sistem jaringan energi. 

c. Sistem jaringan telekomunikasi. 

d. Sistem jaringan air bersih. 

e. Sistem jaringan persampahan, berupa sarana pengangkutan dan pengumpulan sampah terpilah. 

f. Sistem pengumpulan dan/atau pengolahan air limbah. 

g. Sistem jaringan drainase. 

h. Jaringan pejalan kaki dengan material yang dapat menyerap air. 

i. Hidran umum. 

j. Konektivitas kawasan dengan transportasi umum. 

k. Tersedia ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat sesuai ketentuan yang berlaku. 

l. Tersedia sarana peribadatan. 

m. Tersedia sarana perdagangan dan niaga. 

n. Tersedia ruang parkir. 

o. Sistem peringatan dini bencana. 

p. Penanda/signage daerah rawan bencana dan/atau jalur evakuasi bencana. 

 

 

Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 

I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang 

a.  koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 70% (tujuh puluh persen) 

b.  koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 2,1 (dua koma satu) 

c.  koefisien dasar hijau (KDH) minimal 25% (dua puluh lima persen) 

d.  luas kaveling minimum - 

e.  koefisien tapak basement (KTB) maksimum - 

f.  koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum - 



Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 

II Ketentuan Tata Bangunan 

a.  ketinggian bangunan (TB) maksimum 15 (lima belas) meter atau 3 (tiga) lantai 

b.  garis sempadan bangunan (GSB) minimum 0,5 (nol koma lima) x Rumija untuk jalan dengan lebar 

<8 (kurang dari delapan) meter; atau 

0,5 (nol koma lima) x Rumija + 1 (satu) meter untuk jalan 

dengan lebar >8 (lebih besar dari delapan) meter. 

c.  jarak bebas antar bangunan minimal - 

d.  jarak bebas samping (JBS) minimum 3 (tiga) meter 

e.  jarak bebas belakang (JBB) minimum 3 (tiga) meter 

III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal 

 a. Jaringan jalan sesuai dengan pedoman teknis jaringan jalan. 

b. Sistem jaringan energi. 

c. Sistem jaringan telekomunikasi. 

d. Sistem jaringan air bersih. 

e. Sistem jaringan persampahan, berupa sarana pengangkutan dan pengumpulan sampah terpilah. 

f. Sistem pengumpulan dan/atau pengolahan air limbah. 

g. Sistem jaringan drainase. 

h. Jaringan pejalan kaki dengan material yang dapat menyerap air. 

i. Hidran umum. 

j. Konektivitas kawasan dengan transportasi umum. 

k. Tersedia ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat sesuai ketentuan yang berlaku. 

l. Tersedia sarana peribadatan. 

m. Tersedia sarana perdagangan dan niaga. 

n. Tersedia ruang parkir. 

o. Sistem peringatan dini bencana. 

p. Penanda/signage daerah rawan bencana dan/atau jalur evakuasi bencana. 

 

 



Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 

I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang 

a.  koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 70% (tujuh puluh persen) 

b.  koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 1,4 (satu koma empat) 

c.  koefisien dasar hijau (KDH) minimal 25% (dua puluh lima persen) 

d.  luas kaveling minimum - 

e.  koefisien tapak basement (KTB) maksimum - 

f.  koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum - 

II Ketentuan Tata Bangunan 

a.  ketinggian bangunan (TB) maksimum 10 (sepuluh) meter atau 2 (dua) lantai 

b.  garis sempadan bangunan (GSB) minimum 0,5 (nol koma lima) x Rumija untuk jalan dengan lebar 

<8 (kurang dari delapan) meter; atau 

0,5 (nol koma lima) x Rumija + 1 (satu) meter untuk jalan 

dengan lebar >8 (lebih besar dari delapan) meter. 

c.  jarak bebas antar bangunan minimal - 

d.  jarak bebas samping (JBS) minimum 3 (tiga) meter 

e.  jarak bebas belakang (JBB) minimum 3 (tiga) meter 

III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal 

 a. Jaringan jalan sesuai dengan pedoman teknis jaringan jalan. 

b. Sistem jaringan energi. 

c. Sistem jaringan telekomunikasi. 

d. Sistem jaringan air bersih. 

e. Sistem jaringan persampahan, berupa sarana pengangkutan dan pengumpulan sampah terpilah. 

f. Sistem pengumpulan dan/atau pengolahan air limbah. 

g. Sistem jaringan drainase. 

h. Jaringan pejalan kaki dengan material yang dapat meresap air. 

i. Hidran umum. 

j. Konektivitas kawasan dengan transportasi umum. 



Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 

k. Tersedia ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat sesuai ketentuan yang berlaku. 

l. Tersedia sarana peribadatan. 

m. Tersedia sarana perdagangan dan niaga. 

n. Tersedia ruang parkir. 

o. Sistem peringatan dini bencana. 

p. Penanda/signage daerah rawan bencana dan/atau jalur evakuasi bencana. 

 

 

Sub-Zona SPU Skala RW dengan kode SPU-4 

I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang 

a.  koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 70% (tujuh puluh persen) 

b.  koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 1,4 (satu koma empat) 

c.  koefisien dasar hijau (KDH) minimal 25% (dua puluh lima persen) 

d.  luas kaveling minimum - 

e.  koefisien tapak basement (KTB) maksimum - 

f.  koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum - 

II Ketentuan Tata Bangunan 

a.  ketinggian bangunan (TB) maksimum 5 (lima) meter atau 1 (satu) lantai 

b.  garis sempadan bangunan (GSB) minimum 0,5 (nol koma lima) x Rumija untuk jalan dengan lebar 

<8 (kurang dari delapan) meter; atau 

0,5 (nol koma lima) x Rumija + 1 (satu) meter untuk jalan 

dengan lebar >8 (lebih besar dari delapan) meter. 

c.  jarak bebas antar bangunan minimal - 

d.  jarak bebas samping (JBS) minimum 3 (tiga) meter 

e.  jarak bebas belakang (JBB) minimum 3 (tiga) meter 

III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal 

 a. Jaringan jalan sesuai dengan pedoman teknis jaringan jalan. 



Sub-Zona SPU Skala RW dengan kode SPU-4 

b. Sistem jaringan energi. 

c. Sistem jaringan telekomunikasi. 

d. Sistem jaringan air bersih. 

e. Sistem jaringan persampahan, berupa sarana pengangkutan dan pengumpulan sampah terpilah. 

f. Sistem pengumpulan dan/atau pengolahan air limbah. 

g. Sistem jaringan drainase. 

h. Jaringan pejalan kaki dengan material yang dapat meresap air. 

i. Hidran umum. 

j. Konektivitas kawasan dengan transportasi umum. 

k. Tersedia ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat sesuai ketentuan yang berlaku. 

l. Tersedia sarana peribadatan. 

m. Tersedia sarana perdagangan dan niaga. 

n. Tersedia ruang parkir. 

o. Sistem peringatan dini bencana. 

p. Penanda/signage daerah rawan bencana dan/atau jalur evakuasi bencana. 

 

 

Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH 

Sub-Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH 

I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang 

a.  koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 40% (empat puluh persen) 

b.  koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 0,8 (nol koma delapan) 

c.  koefisien dasar hijau (KDH) minimal 40% (empat puluh persen) 

d.  luas kaveling minimum - 

e.  koefisien tapak basement (KTB) maksimum - 

f.  koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum - 

II Ketentuan Tata Bangunan 



Sub-Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH 

a.  ketinggian bangunan (TB) maksimum 10 (sepuluh) meter atau 2 (dua) lantai 

b.  garis sempadan bangunan (GSB) minimum 0,5 (nol koma lima) x Rumija untuk jalan dengan lebar 

<8 (kurang dari delapan) meter; atau 

0,5 (nol koma lima) x Rumija + 1 (satu) meter untuk jalan 

dengan lebar >8 (lebih besar dari delapan) meter. 

c.  jarak bebas antar bangunan minimal - 

d.  jarak bebas samping (JBS) minimum 3 (tiga) meter 

e.  jarak bebas belakang (JBB) minimum 3 (tiga) meter 

III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal 

 a. Sistem jaringan energi. 

b. Sistem jaringan telekomunikasi. 

c. Sistem jaringan air bersih. 

d. Sistem jaringan persampahan, berupa sarana pengangkutan dan pengumpulan sampah terpilah. 

e. Sistem jaringan drainase. 

f. Jaringan pejalan kaki dengan material yang dapat meresap air. 

g. Hidran umum. 

h. Konektivitas kawasan dengan transportasi umum. 

i. Ruang publik untuk kepentingan umum. 

j. Sistem peringatan dini bencana. 

k. Penanda/signage daerah rawan bencana dan/atau jalur evakuasi bencana. 

 

 

Zona Campuran dengan kode C 

Sub-Zona Campuran Intensitas Tinggi dengan kode C-1 

I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang 

a.  koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 80% (delapan puluh persen) 

b.  koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 4 (empat) 



Sub-Zona Campuran Intensitas Tinggi dengan kode C-1 

c.  koefisien dasar hijau (KDH) minimal 10% (sepuluh persen) 

d.  luas kaveling minimum - 

e.  koefisien tapak basement (KTB) maksimum - 

f.  koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum - 

II Ketentuan Tata Bangunan 

a.  ketinggian bangunan (TB) maksimum 25 (dua puluh lima) meter atau 5 (lima) lantai 

b.  garis sempadan bangunan (GSB) minimum 0,5 (nol koma lima) x Rumija untuk jalan dengan lebar 

<8 (kurang dari delapan) meter; atau 

0,5 (nol koma lima) x Rumija + 1 (satu) meter untuk jalan 

dengan lebar >8 (lebih besar dari delapan) meter. 

c.  jarak bebas antar bangunan minimal - 

d.  jarak bebas samping (JBS) minimum 2 (dua) meter 

e.  jarak bebas belakang (JBB) minimum 2 (dua) meter 

III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal 

 a. Jaringan jalan sesuai dengan pedoman teknis jaringan jalan. 

b. Sistem jaringan energi. 

c. Sistem jaringan telekomunikasi. 

d. Sistem jaringan air bersih. 

e. Sistem jaringan persampahan, berupa sarana pengangkutan dan pengumpulan sampah terpilah. 

f. Sistem pengumpulan dan/atau pengolahan air limbah. 

g. Sistem jaringan drainase. 

h. Jaringan pejalan kaki dengan material yang dapat meresap air. 

i. Hidran umum. 

j. Konektivitas kawasan dengan transportasi umum. 

k. Tersedia ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat sesuai ketentuan yang berlaku. 

l. Tersedia sarana peribadatan. 

m. Tersedia sarana perdagangan dan niaga. 



Sub-Zona Campuran Intensitas Tinggi dengan kode C-1 

n. Tersedia ruang parkir. 

o. Sistem peringatan dini bencana. 

p. Penanda/signage daerah rawan bencana dan/atau jalur evakuasi bencana. 

 

 

Sub-Zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang dengan kode C-2 

I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang 

a.  koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 70% (tujuh puluh persen) 

b.  koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 2,1 (dua koma satu) 

c.  koefisien dasar hijau (KDH) minimal 25% (dua puluh lima persen) 

d.  luas kaveling minimum - 

e.  koefisien tapak basement (KTB) maksimum - 

f.  koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum - 

II Ketentuan Tata Bangunan 

a.  ketinggian bangunan (TB) maksimum 15 (lima belas) meter atau 3 (tiga) lantai 

b.  garis sempadan bangunan (GSB) minimum 0,5 (nol koma lima) x Rumija untuk jalan dengan lebar 

<8 (kurang dari delapan) meter; atau 

0,5 (nol koma lima) x Rumija + 1 (satu) meter untuk jalan 

dengan lebar >8 (lebih besar dari delapan) meter. 

c.  jarak bebas antar bangunan minimal - 

d.  jarak bebas samping (JBS) minimum 2 (dua) meter 

e.  jarak bebas belakang (JBB) minimum 2 (dua) meter 

III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal 

 a. Jaringan jalan sesuai dengan pedoman teknis jaringan jalan. 

b. Sistem jaringan energi. 

c. Sistem jaringan telekomunikasi. 

d. Sistem jaringan air bersih. 



Sub-Zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang dengan kode C-2 

e. Sistem jaringan persampahan, berupa sarana pengangkutan dan pengumpulan sampah terpilah. 

f. Sistem pengumpulan dan/atau pengolahan air limbah. 

g. Sistem jaringan drainase. 

h. Jaringan pejalan kaki dengan material yang dapat meresap air. 

i. Hidran umum. 

j. Konektivitas kawasan dengan transportasi umum. 

k. Tersedia ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat sesuai ketentuan yang berlaku. 

l. Tersedia sarana peribadatan. 

m. Tersedia sarana perdagangan dan niaga. 

n. Tersedia ruang parkir. 

o. Sistem peringatan dini bencana. 

p. Penanda/signage daerah rawan bencana dan/atau jalur evakuasi bencana. 

 

 

Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K 

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1 

I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang 

a.  koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 80% (delapan puluh persen) 

b.  koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 2,4 (dua koma empat) 

c.  koefisien dasar hijau (KDH) minimal 15% (lima belas persen) 

d.  luas kaveling minimum - 

e.  koefisien tapak basement (KTB) maksimum - 

f.  koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum - 

II Ketentuan Tata Bangunan 

a.  ketinggian bangunan (TB) maksimum 15 (lima belas) meter atau 3 (tiga) lantai 

b.  garis sempadan bangunan (GSB) minimum 0,5 (nol koma lima) x Rumija untuk jalan dengan lebar 

<8 (kurang dari delapan) meter; atau 



Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1 

0,5 (nol koma lima) x Rumija + 1 (satu) meter untuk 

jalan dengan lebar >8 (lebih besar dari delapan) meter. 

c.  jarak bebas antar bangunan minimal - 

d.  jarak bebas samping (JBS) minimum 2 (dua) meter 

e.  jarak bebas belakang (JBB) minimum 2 (dua) meter 

III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal 

 a. Jaringan jalan sesuai dengan pedoman teknis jaringan jalan. 

b. Sistem jaringan energi. 

c. Sistem jaringan telekomunikasi. 

d. Sistem jaringan air bersih. 

e. Sistem jaringan persampahan, berupa sarana pengangkutan dan pengumpulan sampah terpilah. 

f. Sistem pengumpulan dan/atau pengolahan air limbah. 

g. Sistem jaringan drainase. 

h. Jaringan pejalan kaki dengan material yang dapat meresap air. 

i. Hidran umum. 

j. Konektivitas kawasan dengan transportasi umum. 

k. Tersedia ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat sesuai ketentuan yang berlaku. 

l. Tersedia ruang parkir. 

m. Sistem peringatan dini bencana. 

n. Penanda/signage daerah rawan bencana dan/atau jalur evakuasi bencana. 

 

 

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 

I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang 

a.  koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 80% (delapan puluh persen) 

b.  koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 1,6 (satu koma enam) 

c.  koefisien dasar hijau (KDH) minimal 15% (lima belas persen) 



Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 

d.  luas kaveling minimum - 

e.  koefisien tapak basement (KTB) maksimum - 

f.  koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum 80% (delapan puluh persen) 

II Ketentuan Tata Bangunan 

a.  ketinggian bangunan (TB) maksimum 10 (sepuluh) meter atau 2 (dua) lantai 

b.  garis sempadan bangunan (GSB) minimum 0,5 (nol koma lima) x Rumija untuk jalan dengan lebar 

<8 (kurang dari delapan) meter; atau 

0,5 (nol koma lima) x Rumija + 1 (satu) meter untuk 

jalan dengan lebar >8 (lebih besar dari delapan) meter. 

c.  jarak bebas antar bangunan minimal - 

d.  jarak bebas samping (JBS) minimum 2 (dua) meter 

e.  jarak bebas belakang (JBB) minimum 2 (dua) meter 

III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal 

 a. Jaringan jalan sesuai dengan pedoman teknis jaringan jalan. 

b. Sistem jaringan energi. 

c. Sistem jaringan telekomunikasi. 

d. Sistem jaringan air bersih. 

e. Sistem jaringan persampahan, berupa sarana pengangkutan dan pengumpulan sampah terpilah. 

f. Sistem pengumpulan dan/atau pengolahan air limbah. 

g. Sistem jaringan drainase. 

h. Jaringan pejalan kaki dengan material yang dapat meresap air. 

i. Hidran umum. 

j. Konektivitas kawasan dengan transportasi umum. 

k. Tersedia ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat sesuai ketentuan yang berlaku. 

l. Tersedia ruang parkir. 

m. Sistem peringatan dini bencana. 

n. Penanda/signage daerah rawan bencana dan/atau jalur evakuasi bencana. 



 

 

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3 

I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang 

a.  koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 80% (delapan puluh persen) 

b.  koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 1,6 (satu koma enam) 

c.  koefisien dasar hijau (KDH) minimal 15% (lima belas persen) 

d.  luas kaveling minimum - 

e.  koefisien tapak basement (KTB) maksimum - 

f.  koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum - 

II Ketentuan Tata Bangunan 

a.  ketinggian bangunan (TB) maksimum 10 (sepuluh) meter atau 2 (dua) lantai 

b.  garis sempadan bangunan (GSB) minimum 0,5 (nol koma lima) x Rumija untuk jalan dengan lebar 

<8 (kurang dari delapan) meter; atau 

0,5 (nol koma lima) x Rumija + 1 (satu) meter untuk 

jalan dengan lebar >8 (lebih besar dari delapan) meter. 

c.  jarak bebas antar bangunan minimal - 

d.  jarak bebas samping (JBS) minimum 2 (dua) meter 

e.  jarak bebas belakang (JBB) minimum 2 (dua) meter 

III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal 

 a. Jaringan jalan sesuai dengan pedoman teknis jaringan jalan. 

b. Sistem jaringan energi. 

c. Sistem jaringan telekomunikasi. 

d. Sistem jaringan air bersih. 

e. Sistem jaringan persampahan, berupa sarana pengangkutan dan pengumpulan sampah terpilah. 

f. Sistem pengumpulan dan/atau pengolahan air limbah. 

g. Sistem jaringan drainase. 

h. Jaringan pejalan kaki dengan material yang dapat meresap air. 



Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3 

i. Hidran umum. 

j. Konektivitas kawasan dengan transportasi umum. 

k. Tersedia ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat sesuai ketentuan yang berlaku. 

l. Tersedia ruang parkir. 

m. Sistem peringatan dini bencana. 

n. Penanda/signage daerah rawan bencana dan/atau jalur evakuasi bencana. 

 

 

Zona Perkantoran dengan kode KT 

Sub-Zona Perkantoran dengan kode KT 

I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang 

a.  koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 80% (delapan puluh persen) 

b.  koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 2,4 (dua koma empat) 

c.  koefisien dasar hijau (KDH) minimal 15% (lima belas persen) 

d.  luas kaveling minimum - 

e.  koefisien tapak basement (KTB) maksimum - 

f.  koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum 

 

- 

II Ketentuan Tata Bangunan 

a.  ketinggian bangunan (TB) maksimum 15 (lima belas) meter atau 3 (tiga) lantai 

b.  garis sempadan bangunan (GSB) minimum 0,5 (nol koma lima) x Rumija untuk jalan dengan lebar 

<8 (kurang dari delapan) meter; atau 

0,5 (nol koma lima) x Rumija + 1 (satu) meter untuk 

jalan dengan lebar >8 (lebih besar dari delapan) meter. 

c.  jarak bebas antar bangunan minimal - 

d.  jarak bebas samping (JBS) minimum 2 (dua) meter 

e.  jarak bebas belakang (JBB) minimum 2 (dua) meter 



Sub-Zona Perkantoran dengan kode KT 

III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal 

 a. Jaringan jalan sesuai dengan pedoman teknis jaringan jalan. 

b. Sistem jaringan energi. 

c. Sistem jaringan telekomunikasi. 

d. Sistem jaringan air bersih. 

e. Sistem jaringan persampahan, berupa sarana pengangkutan dan pengumpulan sampah terpilah. 

f. Sistem pengumpulan dan/atau pengolahan air limbah. 

g. Sistem jaringan drainase. 

h. Jaringan pejalan kaki dengan material yang dapat meresap air. 

i. Hidran umum. 

j. Konektivitas kawasan dengan transportasi umum. 

k. Tersedia ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat sesuai ketentuan yang berlaku. 

l. Tersedia area penerimaan yang dapat diakses publik. 

m. Tersedia sarana peribadatan. 

n. Tersedia pos pengelola dan/atau pos keamanan. 

o. Tersedia ruang parkir. 

p. Sistem peringatan dini bencana. 

q. Penanda/signage daerah rawan bencana dan/atau jalur evakuasi bencana. 

 



Zona Peruntukan Lainnya dengan Kode PL 

Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) dengan kode PL-3 

I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang 

a.  koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 60% (enam puluh persen) 

b.  koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 0,6 (nol koma enam) 

c.  koefisien dasar hijau (KDH) minimal 30% 

d.  luas kaveling minimum - 

e.  koefisien tapak basement (KTB) maksimum - 

f.  koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum - 

II Ketentuan Tata Bangunan 

a.  ketinggian bangunan (TB) maksimum 5 (lima) meter atau 1 (satu) lantai 

b.  garis sempadan bangunan (GSB) minimum 0,5 (nol koma lima) x Rumija untuk jalan dengan lebar 

<8 (kurang dari delapan) meter; atau 

0,5 (nol koma lima) x Rumija + 1 (satu) meter untuk 

jalan dengan lebar >8 (lebih besar dari delapan) meter. 

c.  jarak bebas antar bangunan minimal - 

d.  jarak bebas samping (JBS) minimum 5 (lima) meter 

e.  jarak bebas belakang (JBB) minimum 5 (lima) meter 

III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal 

 a. Penyediaan jaringan listrik, persampahan, jaringan air bersih, telekomunikasi, dan drainase. 

b. Penyediaan tempat parkir. 

c. Akses keluar-masuk kendaraan. 

d. Sistem peringatan dini bencana. 

e. Signage/penanda/rambu petunjuk jalur evakuasi bencana. 

 

 



Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP 

Sub-Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP 

I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang 

a.  koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 50% (lima puluh persen) 

b.  koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 0,5 (nol koma lima) 

c.  koefisien dasar hijau (KDH) minimal 30% (tiga puluh persen) 

d.  luas kaveling minimum - 

e.  koefisien tapak basement (KTB) maksimum - 

f.  koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum - 

II Ketentuan Tata Bangunan 

a.  ketinggian bangunan (TB) maksimum 5 (lima) meter atau 1 (satu) lantai 

b.  garis sempadan bangunan (GSB) minimum 0,5 (nol koma lima) x Rumija untuk jalan dengan lebar 

<8 (kurang dari delapan) meter; atau 

0,5 (nol koma lima) x Rumija + 1 (satu) meter untuk 

jalan dengan lebar >8 (lebih besar dari delapan) meter. 

c.  jarak bebas antar bangunan minimal - 

d.  jarak bebas samping (JBS) minimum 5 (lima) meter 

e.  jarak bebas belakang (JBB) minimum 5 (lima) meter 

III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal 

 a. Jaringan jalan sesuai dengan pedoman teknis jaringan jalan. 

b. Sistem jaringan energi. 

c. Sistem jaringan telekomunikasi. 

d. Sistem jaringan air bersih. 

e. Sistem jaringan persampahan, berupa sarana pengangkutan dan pengumpulan sampah terpilah. 

f. Sistem pengumpulan dan/atau pengolahan air limbah. 

g. Sistem jaringan drainase. 



Sub-Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP 

h. Hidran umum. 

i. Tersedia pos pengelola dan/atau pos keamanan. 

j. Tersedia ruang parkir. 

k. Tersedia akses keluar masuk untuk angkutan persampahan. 

l. Sistem peringatan dini bencana. 

m. Penanda/signage daerah rawan bencana dan/atau jalur evakuasi bencana. 

 

 

Zona Transportasi dengan kode TR 

Sub-Zona Transportasi dengan kode TR 

I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang 

a.  koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 60% (enam puluh persen) 

b.  koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 1,2 (satu koma dua) 

c.  koefisien dasar hijau (KDH) minimal 30% (tiga puluh persen) 

d.  luas kaveling minimum - 

e.  koefisien tapak basement (KTB) maksimum - 

f.  koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum - 

II Ketentuan Tata Bangunan 

a.  ketinggian bangunan (TB) maksimum 10 (sepuluh) meter atau 2 (dua) lantai 

b.  garis sempadan bangunan (GSB) minimum 0,5 (nol koma lima) x Rumija untuk jalan dengan lebar 

<8 (kurang dari delapan) meter; atau 

0,5 (nol koma lima) x Rumija + 1 (satu) meter untuk 

jalan dengan lebar >8 (lebih besar dari delapan) meter. 

c.  jarak bebas antar bangunan minimal  

d.  jarak bebas samping (JBS) minimum 3 (tiga) meter 



Sub-Zona Transportasi dengan kode TR 

e.  jarak bebas belakang (JBB) minimum 3 (tiga) meter 

III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal 

 a. Jaringan jalan dan trotoar yang memadai; 

b. Jaringan air bersih; 

c. Jaringan drainase; 

d. Jaringan ketenagalistrikan; 

e. Jaringan telekomunikasi; 

f. Area parkir; 

g. Fasilitas penunjang transportasi publik, seperti sistem pembayaran dan tiket, peta rute, dan aplikasi 

transportasi;  

h. Pusat informasi transportasi yang menyediakan informasi lengkap mengenai moda transportasi yang 

tersedia dan jadwal keberangkatan; 

i. Sarana perdagangan dan jasa dengan luasan tertentu sesuai ketentuan perundang-undangan; 

j. Tempat ibadah; 

k. Toilet umum; 

l. Hidran umum; 

m. Tempat sampah dengan volume tertentu sesuai kebutuhan kawasan yang telah membedakan jenis 

sampah organik dan anorganik; 

n. Kantor pengelola; 

o. Signage/penanda/rambu jalur evakuasi bencana; dan 

p. Sistem peringatan dini bencana. 



Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK 

Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK 

I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang 

a.  koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 70% (tujuh puluh persen) 

b.  koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 1,4 (satu koma empat) 

c.  koefisien dasar hijau (KDH) minimal 25% (dua puluh lima persen) 

d.  luas kaveling minimum - 

e.  koefisien tapak basement (KTB) maksimum - 

f.  koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum - 

II Ketentuan Tata Bangunan 

a.  ketinggian bangunan (TB) maksimum 10 (sepuluh) meter atau 2 (dua) lantai 

b.  garis sempadan bangunan (GSB) minimum 0,5 (nol koma lima) x Rumija untuk jalan dengan lebar 

<8 (kurang dari delapan) meter; atau 

0,5 (nol koma lima) x Rumija + 1 (satu) meter untuk 

jalan dengan lebar >8 (lebih besar dari delapan) meter. 

c.  jarak bebas antar bangunan minimal 3-5 (tiga sampai lima) meter 

d.  jarak bebas samping (JBS) minimum 3-5 (tiga sampai lima) meter 

e.  jarak bebas belakang (JBB) minimum 3-5 (tiga sampai lima) meter 

III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal 

 a. jalur keluar masuk lebih dari dua lajur dengan kekuatan jalan 4 (empat) ton. 

b. jalur pejalan kaki dan/atau koridor dengan material yang dapat meresapkan air. 

c. instalasi ketenagalistrikan yang tidak tergabung dengan instalasi umum. 

d. jaringan air bersih. 

e. jaringan drainase. 

f. jaringan telekomunikasi. 

g. ruang terbuka hijau privat. 



Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK 

h. hidran umum. 

i. tempat sampah dengan volume tertentu sesuai kebutuhan kawasan yang telah membedakan jenis 

sampah organik dan anorganik. 

j. signage/penanda/rambu jalur evakuasi bencana. 

k. sistem peringatan dini bencana. 

 

 

Zona Badan Jalan dengan kode BJ 

Sub-Zona Badan Jalan dengan kode BJ 

I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang 

a.  koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum - 

b.  koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum - 

c.  koefisien dasar hijau (KDH) minimal - 

d.  luas kaveling minimum - 

e.  koefisien tapak basement (KTB) maksimum - 

f.  koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum - 

II Ketentuan Tata Bangunan 

a.  ketinggian bangunan (TB) maksimum - 

b.  garis sempadan bangunan (GSB) minimum - 

c.  jarak bebas antar bangunan minimal - 

d.  jarak bebas samping (JBS) minimum - 

e.  jarak bebas belakang (JBB) minimum - 

III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal 

 a. pemisah lajur. 

b. saluran tepi jalan dan/atau jaringan drainase. 



c. penyediaan gorong-gorong yang menghubungkan saluran di kedua sisi jalan. 
d. penyediaan jembatan pada jaringan jalan yang terpisah badan air. 
e. median jalan. 
r. hidran umum. 
g. jaringan listrik. 
h. penerangan jalan. 
i. signage I penanda/ rambu jalur evakuasi bencana. 
j. sistem peringatan dini bencana. 


